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ABSTRACT 
 
 
NINA NOVAYANTI, 2010, “The Poor Community Participation in Bantuan 
Langsung Masyarakat (BLM) (Directly given to community subsidy) of Proyek 
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) (Project of poverty 
countermeasure in urban area)”, Thesis, Sociology Departement, Faculty of 
Social and Political Sciences of UNS. 
This research is entitled , “The Poor Community Participation in 
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) (Directly given to community subsidy) of 
Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) (Project of poverty 
countermeasure in urban area)”. The reasecher was interested in studying this 
problem since P2KP is the government’s new program which is expected to be 
able to solve the current poverty considering there have been many poverty 
countermeasure programs organized by the government but poverty problem is 
still difficult to cope with. P2KP with its activity in the form of BLM is stimulant 
fund which is hoped to be capable of developing the community self-support in 
order that the community is able to support themselves in confronting their 
prevailing poverty. 
To solve poverty through this P2KP project takes participation of all 
community without exception, especially of the poor. P2KP is one of poverty 
countermeasure program which enables the poor to take part deeply concerning 
that activities of P2KP, from the beginning, have been planned, conducted, and 
utilized by the poor themselves. Therefore, this study aims at knowing to what 
extent the poor community takes part in BLM P2KP from the planning, 
implementation, until result utilization stages. 
This research is a quantitative descriptive study. The source of data 
employed are primary and secondary and collected by using observation 
technique, deep interview and documentation. Samples were taken by using 
purposive sample technique. Data validity is by source triangulation technique. 
While data analysis is by data reduction method, data presentation, and data 
verification. This research is focused on the poor community who receives BLM 
P2KP in Ngadirejo Village of Kartasura Subdistrict of Sukoharjo Regency. From 
the research, it can be concluded that there is some participation of the poor 
community in BLM P2KP in the village from planning, implementation until result 
utilization stages. Although the poor community involves only in one stage, it can 
be included that they have participated. Anyway, there is obstruction faced by the 
poor in utilizing BLM P2KP either from the inside or outside . Nevertheless, the 
obstacle does not make the community stops participating in BLM P2KP since 
this program is one of the ways to solve the poverty they have undergone in order 
to increase their welfare. 
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ABSTRAK 
 
 
NINA NOVAYANTI, 2010, "PARTISIPASI MASYARAKAT MISKIN 
TERHADAP BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT (BLM) PROYEK 
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI PERKOTAAN (P2KP)" Skripsi, 
Jurusan Sosiologi, FISIP UNS. 
Penelitian ini berjudul "Partisipasi Masyarakat Miskin terhadap 
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Proyek Penanggulangan Kemiskinan di 
Perkotaan (P2KP)". Penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut karena 
Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan sebuah 
program pemerintah yang baru yang diharapkan mampu untuk mengatasi 
persoalan kemiskinan yang telah ada mengingat sudah banyak sekali program 
penanggulangan kemiskinan yang dicanangkan oleh pemerintah, namun persoalan 
kemiskinan tetap sulit untuk diatasi. P2KP ini melalui kegiatannya yang 
berbentuk BLM merupakan dana stimulant yang diharapkan mampu untuk 
menumbuhkan keswadayaan masyarakat, sehingga masyarakat mampu untuk 
bersikap mandiri dalam menghadapi persoalan kemiskinan yang terjadi. 
Untuk mengatasi persoalan kemiskinan melalui program P2KP ini 
diperlukan partisipasi dari seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali, terlebih lagi 
partisipasi dari masyarakat miskin. P2KP merupakan sebuah program 
penanggulangan kemiskinan yang memungkinkan masyarakat miskin untuk 
berpartisipasi secara luas, mengingat kegiatan-kegiatan yang ada di dalam P2KP 
ini dari awal yang merencanakan, melaksanakan dan memanfaatkan hasilnya 
adalah masyarakat miskin itu sendiri. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui sejauh mana masyarakat miskin berpartisipasi terhadap BLM P2KP 
mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pada pemanfaatan hasil. 
Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif. Sumber data yang 
digunakan adalah primer dan sekunder, pengumpulannya dilakukan dengan teknik 
observasi, wawancara mendalam serta dokumentasi. Teknik yang digunakan 
dalam pengambilan sampel adalah purposive sample. Validitas data menggunakan 
teknik trianggulasi sumber. Analisa data dengan cara reduksi data, penyajian data 
dilanjutkan dengan verifikasi. Fokus dari penelitian ini adalah masyarakat miskin 
yang menerima BLM P2KP di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan Kartasura, 
Kabupaten Sukoharjo. Ditarik kesimpulan adanya partisipasi masyarakat miskin 
terhadap BLM P2KP di kalurahan ini mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan 
sampai pemanfaatan hasil. Meskipun masyarakat miskin hanya terlibat dalam 
salah satu tahap saja, namun itu sudah dapat dikatakan ikut berpartisipasi. Ada 
hambatan yang dialami masyarakat miskin dalam memanfaatkan BLM P2KP ini 
yaitu hambatan yang berasal dari dalam dan dari luar. Akan tetapi hambatan-
hambatan itu tidak dijadikan sebagai penghalang masyarakat miskin untuk tetap 
berpartisipasi terhadap BLM P2KP sebagai salah satu cara untuk mengentaskan 
kemiskinan yang dialaminya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan 
hidupnya.  
 
 1 
BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. LATAR BELAKANG 
Permasalahan kemiskinan di Indonesia memang sudah sangat sulit 
untuk segera ditangani. Kemiskinan itu sendiri memiliki beberapa ciri umum dari 
kondisi fisik masyarakat miskin, di mana salah satu ciri umum tersebut adalah tidak 
memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan 
kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standar kelayakan serta mata 
pencaharian yang tidak menentu. 
Persoalan kemiskinan tersebut sebenarnya sudah terjadi sejak dulu, 
akan tetapi pertumbuhan jumlah penduduk miskin itu sendiri makin meningkat 
seiring dengan terjadinya krisis multidimensi yang terjadi di negara kita. 
Secara singkat, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai suatu standar 
tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada 
sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum 
berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini 
secara langsung tampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan 
moral, dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin 
(Suparlan; 1993:xi). 
Berbagai program diluncurkan oleh pemerintah dalam upaya 
menanggulangi kemiskinan dan kesenjangan. Program-program itu secara spesifik 
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dapat diketahui dengan menyibak pos-pos anggaran yang disediakan melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Program-program yang dimaksud antara 
lain: (1) Program Bantuan Pembangunan Daerah, (2) Inpres Pembangunan Desa, (3) 
Inpres Pembangunan Daerah Tingkat II, (4) Inpres Pembangunan Daerah Tingkat I, 
(5) Inpres Sekolah Dasar, dan (6) Inpres Kesehatan (Dumairy dalam Awan Setya 
Dewanta dkk; 1995: 81). 
Di Indonesia sekarang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan 
beberapa program yang berkenaan dengan masalah pengentasan kemiskinan. Akan 
tetapi, program-program yang sedang digalakkan oleh pemerintah itu lebih banyak 
ditekankan kepada pengentasan kemiskinan melalui cara yang dinilai kurang tepat 
sasaran. Kebanyakan pemerintah dalam upayanya untuk mengentaskan kemiskinan 
yakni melalui pembangunan sarana fisik yang dimiliki oleh masyarakat miskin itu 
sendiri. Padahal kalau kita cermati bersama, keadaan yang seperti itu sangatlah tidak 
tepat karena pembangunan fisik, misalnya pembangunan perumahan yang baik untuk 
rakyat miskin bukanlah merupakan jaminan rakyat miskin tersebut bisa keluar dari 
belenggu kemiskinannya. 
Kemiskinan bukan saja berurusan dengan persoalan ekonomi tetapi 
bersifat multidimensional karena dalam kenyataannya juga berurusan dengan 
persoalan-persoalan non-ekonomi (sosial, budaya, dan politik). Karena sifat 
multidimensional tersebut maka kemiskinan tidak hanya berurusan dengan 
kesejahteraan sosial (Social well-being) saja. Untuk mengejar seberapa jauh 
seseorang memerlukan kesejahteraan materi dapat diukur secara kualitatif dan 
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obyektif seperti dalam mengukur kemiskinan absolut yaitu ditunjukkan dengan angka 
rupiah. Namun untuk memahami berapa besar kesejahteraan sosial yang harus 
dipenuhi seseorang ukurannya menjadi sangat relatif dan kualitatif (Modul Pelatihan 
Relawan Kecamatan Kartasura; 2005:13). 
Berbagai program kemiskinan terdahulu yang bersifat parsial, sektoral 
dan charity dalam kenyataannya sering menghadapi kondisi yang kurang 
menguntungkan, misalnya salah sasaran, terciptanya benih benih fragmentasi sosial, 
dan melemahkan kapital sosial yang pada gilirannya juga mendorong pergeseran 
perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan dan 
kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama (Krismanto dkk; 2004:31). 
Kondisi kapital sosial serta perilaku masyarakat yang melemah serta 
memudar tersebut salah satunya disebabkan oleh keputusan, kebijakan dan tindakan 
dari pihak pengelola program kemiskinan dan pemimpin-pemimpin masyarakat, yang 
selama ini cenderung tidak adil, tidak transparan dan tidak tanggunggugat (tidak pro 
poor dan good governance oriented). Sehingga menimbulkan kecurigaan, stereotype 
dan skeptisme di masyarakat (Pedoman Teknis P2KP I Tahap II). 
Keputusan, kebijakan dan tindakan yang tidak adil ini biasanya terjadi 
pada situasi tatanan masyarakat yang belum madani, dengan salah satu indikasinya 
dapat dilihat dan kondisi kelembagaan masyarakat yang belum berdaya, yakni: tidak 
berorientasi pada keadilan, tidak dikelola dengan jujur dan tidak ikhlas berjuang bagi 
kepentingan masyarakat. 
Kelembagaan masyarakat yang belum berdaya pada dasarnya 
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disebabkan oleh karakteristik lembaga masyarakat tersebut yang cenderung tidak 
mengakar dan tidak representatif. Di samping itu, ditengarai pula bahwa berbagai 
lembaga masyarakat yang ada saat ini, dalam beberapa hal, lebih berorientasi pada 
kepentingan pihak luar masyarakat atau bahkan untuk kepentingan pribadi atau 
kelompok tertentu, sehingga mereka kurang memiliki komitmen dan kepedulian pada 
masyarakat di wilayahnya, terutama masyarakat miskin. Dalam kondisi ini akan 
semakin mendalam krisis kepercayaan masyarakat terhadap berbagai lembaga 
masyarakat yang ada di wilayahnya (Modul Pelatihan Relawan Kecamatan Kartasura; 
2005:17). 
Kondisi kelembagaan masyarakat yang tidak mengakar, tidak 
representatif dan tidak dapat dipercaya tersebut pada umumnya tumbuh subur dalam 
situasi perilaku/sikap masyarakat yang belum berdaya. Ketidakberdayaan masyarakat 
dalam menyikapi dan menghadapi situasi yang ada di lingkungannya, yang pada 
akhirnya mendorong sikap masa bodoh, tidak peduli, tidak percaya diri, 
mengandalkan dan tergantung pada bantuan pihak luar untuk mengatasi masalahnya 
sendiri, tidak mandiri, serta memudarnya orientasi moral dan nilai-nilai luhur dalam 
kehidupan bermasyarakat, yakni terutama keikhlasan, keadilan dan kejujuran 
(Krismanto dkk; 2004:40). 
Dengan demikian, dari paparan di atas cukup jelas menunjukkan 
bahwa situasi kemiskinan akan tumbuh subur dalam situasi perilaku/sikap dan cara 
pandang (paradigma) masyarakat yang belum berdaya. 
Oleh karena itu, P2KP memahami bahwa akar persoalan kemiskinan 
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yang sebenarnya adalah karena kondisi masyarakat yang belum berdaya dengan 
indikasi kuat yang dicerminkan oleh perilaku/sikap/cara pandang masyarakat yang 
tidak dilandasi pada nilai-nilai universal kemanusiaan (jujur, dapat dipercaya, ikhlas, 
dan lain-lain) dan tidak bertumpu pada prinsip-prinsip universal kemasyarakatan 
(transparansi, akuntabilitas, partisipasi, demokrasi dan lain-lain). 
Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan 
proyek pemerintah yang secara substansi berupaya memberdayakan masyarakat dan 
pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan kelompok 
peduli setempat, sehingga dapat dibangun "gerakan bersama" dalam menanggulangi 
kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan di wilayah bersangkutan. Untuk 
mewujudkan hal tersebut, maka dituntut adanya pembagian peran yang jelas antar 
pelaku P2KP, baik yang langsung tergabung dalam organisasi proyek maupun pihak-
pihak yang terlibat, seperti pemerintah daerah, para pemeduli, kelompok-kelompok 
masyarakat, dan lain-lain, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat komunitas 
(Krismanto dkk; 2004:43). 
Untuk memperoleh dana dan P2KP bukanlah sesuatu yang mudah, 
mengingat harus melalui beberapa tahapan yang dikenal dengan siklus atau daur 
P2KP. Adapun siklus yang harus dilaksanakan dalam P2KP adalah sebagai berikut: 
1. Siklus 1: Rembug Kesiapan Masyarakat (RKM) 
Merupakan proses awal dalam siklus P2KP. Siklus ini dilaksanakan karena 
P2KP merupakan upaya penanggulangan kemiskinan yang diintervensi oleh 
pihak luar (pemerintah), sehingga masyarakat harus diberi kesempatan untuk 
 6 
mengambil keputusan berkehendak untuk menerima atau menolak P2KP 
sebagai alternatif pemecahan masalah.  
2. Siklus 2: Refleksi Kemiskinan 
Refleksi kemiskinan dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran kritis 
masyarakat terhadap akar penyebab masalah kemiskinan. 
3. Siklus 3: Pemetaan Swadaya 
Dalam siklus ini masyarakat melaksanakan proses belajar untuk: 
a.  Menggali informasi; bagaimana kondisi nyata dari masalah-masalah yang 
dikemukakan dan dirumuskan pada saat refleksi kemiskinan. 
b.  Mengkaji informasi dan fakta yang sudah didapatkan dianalisa dan dikaji 
bersama. 
4. Siklus 4: a. Pembangunan Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) 
Siklus ini merupakan jawaban dari kebutuhan masyarakat terhadap adanya 
organisasi masyarakat warga yang mampu menerapkan nilai-nilai luhur yang 
dimotori oleh pemimpin yang mempunyai kriteria yang sudah ditetapkan oleh 
masyarakat sebagai jawaban dari hasil analisa kelembagaan dan refleksi 
kepemimpinan yang sudah dilaksanakan dalam siklus P2KP.  
5. Siklus 4: b. Pengembangan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) 
Pengembangan KSM tidak harus membentuk baru, tetapi bisa menggunakan 
kelompok-kelompok sosial yang sudah ada di masyarakat asalkan warga miskin 
mempunyai peluang untuk terlibat di dalam kelompok. Oleh karena itu hasil 
identifikasi kelompok sosial, hubungan sosial, modal sosial dan hasil kajian 
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bersama ekonomi dan lingkungan dalam siklus pemetaan swadaya menjadi 
dasar untuk pengelampokan masyarakat terutama bagaimana strategi agar warga 
miskin terlibat.  
6. Siklus 5 : Program Jangka Menengah (PJM) Program Penanggulangan 
Kerniskinan (Pronangkis) 
(Pedoman Teknis P2KP I Tahap II). 
PJM Pronangkis merupakan perencanaan partisipatif warga untuk 
mengembangkan program penanggulangan kemiskinan, baik jangka pendek 
selama satu tahun maupun jangka menengah selama tiga tahun. Program yang 
dikembangkan berdasar hasil kajian masalah (kebutuhan) dan analisa potensi 
dalam pemetaan swadaya. 
Kegiatan penyusunan PJM Pronangkis merupakan kegiatan tahap kunci 
pelaksanaan P2KP dalam rangka menerapkan pendekatan pembangunan 
berbasis kebutuhan riil masyarakat, yang dilakukan melalui serangkaian 
kegiatan musyawarah atau rembug-rembug warga untuk menyusun rencana 
Program Penanggulangan Kemiskinan (Pronangkis) oleh masyarakat, serta 
penyebarluasan ke pihak-pihak terkait (stakeholders) (Modul Pelatihan Relawan 
Kecamatan Kartasura; 2005:23). 
Terdapat banyak kelurahan/desa yang ada di seluruh Indonesia yang 
menjadi sasaran dari P2KP ini. Kelurahan/dasa yang menjadi sasaran ini 
didasarkan pada skala prioritas berdasarakan P2KP dari pusat. Adapun Nama 
Kelurahan Sasaran P2KP 2 Rekapitulasi Per Kabupaten terlihat pada tabel I.1 
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berikut ini : 
Tabel I.1 
Nama Kelurahan Sasaran P2KP 2 
Rekapitulasi Per Kabupaten 
No 
Nama 
Kabupaten/Kota 
Jml 
Kec. 
Jml 
Kel. 
Pend. 
(Jiwa) 
Pra_s1 
(KK) 
BLM 
(Rp.) 
JAWA TENGAH 35 462 1.938.089 189.347 100.000.000.000 
1 Kab. Purbalingga 3 45 126.642 14.213 8.950.000.000 
2 Kab. Banyumas 3 37 156.293 13.428 7.650.000.000 
3 Kab. Kebumen 4 65 189.705 14.661 11.150.000.000 
4 Kab. Magelang 2 27 156.766 14.759 6.350.000.000 
5 Kab. Boyolali 4 50 190.565 22.525 11.200.000.000 
6 Kab. Grobogan 1 17 116.759 19.035 6.350.000.000 
7 Kab. Sragen 2 18 116.951 11.033 4.900.000.000 
8 Kab. Karanganyar 2 19 110.526 6.965 3.750.000.000 
9 Kab. Wonogiri 4 51 224.828 28.116 13.050.000.000 
10 Kab. Sukoharjo 3 40 249.460 19.293 9.400.000.000 
11 Kab. Klaten 7 93 299.594 25.319 17.250.000.000 
Sumber: Pedoman Umum P2KP 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa Kabupaten Sukoharjo merupakan 
salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang merupakan sasaran dari P2KP  
Tahap II ini. Di Kabupaten Sukoharjo ini hanya 3 kecamatan yang memperoleh 
BLM P2KP, namun jumlah penduduk yang termasuk dalam kategori miskin 
terbilang cukup banyak yakni sebesar 19.293 KK. Oleh karena itu peneliti 
memilih lokasi penelitian ini karena dari data di atas di Kabupaten Sukoharjo 
ini dianggap layak untuk diteliti karena jumlah KK miskin yang relatif banyak. 
Kriteria atau batasan kemiskinan masing-masing Kalurahan dalam P2KP 
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ditetapkan sendiri oleh masyarakat yang menempati atau tinggal di wilayah 
Kalurahan tersebut. Kriteria kemiskinan dan ciri-ciri kemiskinan Kalurahan 
Ngadirejo sesuai refleksi kemiskinan yang telah dilakukan oleh relawan dan 
disempurnakan oleh BKM adalah: 
1. Ekonomi 
a.  Pekerjaan tidak tetap 
b. Penghasilan per KK di bawah UMR 
c.  Tidak mempunyai asset yang bisa dijual  
d.  Tidak punya keterampilan 
e.  Tidak punya modal 
2. Sosial: 
a. Kurangnya pelayanan terhadap warga masyarakat, khususnya kesehatan.  
b.  Tingkat pendidikan rendah. 
c.  Jompo yang tidak mampu membiayai hidupnya.  
d.  Pengangguran 
e.  Anak putus sekolah 
3. Lingkungan/fisik: 
a.  Sarana dan prasarana jalan rusak. 
b.  Tidak punya rumah atau tempat tinggal.  
c.  Pembuangan sampah sembarangan. 
d.  Limbah keluarga belum ditangani dengan baik. 
(PJM Pronangkis Kelurahan Ngadirejo; 2005:4) 
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Permasalahan penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Ngadirejo 
juga sangat mendesak untuk mendapatkan penanganan dengan cara yang tepat pula. 
PJM Pronangkis disusun berdasarkan isu strategis (masalah-masalah riil yang terjadi) 
dari hasil pemetaan swadaya, perencanaan partisipatif, hingga penyusunan draft PJM 
Pronangkis oleh BKM bersama-sama kader masyarakat, tim pemetaan swadaya, 
lurah, BPD, LKMD/LPMD, PKK, stakeholders lainnya, dan masyarakat, yang 
meliputi aspek-aspek sebagai berikut: 
1. Aspek sarana dan prasarana dasar lingkungan dan pemukiman: 
a.  Banyaknya jalan kebayanan yang kondisinya rusak, sempit, dan masih 
berupa tanah sehingga apabila musim hujan tiba jalan licin dan tidak 
dapat dilalui kendaraan bermotor. 
b.  Masih terdapatnya wilayah yang terisolasi karena belum dibangunnya 
jalan yang menghubungkan dengan wilayah lain. 
c. Masih banyaknya saluran drainase (pembuangan limbah rumah tangga) 
kondisinya rusak. 
d. Masih banyaknya rumah tidak layak huni, yaitu yang kondisi fisik 
rumahnya terdiri dari lantai tanah dan dinding masih gedheg atau 
anyaman bambu. 
e.  Masih ada rumah dari keluarga miskin yang tidak dilengkapi dengan 
jamban keluarga. 
f.  Pada waktu musim hujan masih ada jalan yang becek.  
2. Aspek Ekonomi: 
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a.  Masih banyaknya usaha ekonomi produktif yang kesulitan mengakses 
modal usaha dan mitra usaha. 
b.  Banyak usaha produktif yang berpola tradisional, baik yang berkait 
dengan pola produksi, teknologi, kemitraan usaha dan pola pemasaran. 
Mereka sangat memerlukan sekali pelatihan kewirausahaan/manajemen 
usaha dan manajemen pemasaran sehingga usahanya tumbuh 
berkembang dengan baik dan prospektif. 
c.  Kesulitan dalam hal pemasaran hasil produksi dikarenakan banyak 
produk sejenis yang mutunya lebih baik. 
d.  Kemampuan dan keterampilan yang sangat kurang menunjang dalam hal 
peningkatan mutu produksi. 
e.  Tidak ada perhatian dengan diversifikasi usaha. 
f.  Banyaknya pengangguran, keluarga terlantar (jompo), dan yatim piatu 
yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah dan lingkungannya 
sehingga mereka hidup di bawah standart kelayakan. 
g.  Kurang terperhatikannya warga penyandang cacat dalam berbagai 
kegiatan. 
h.  Banyak warga miskin yang masih terikat dengan sistem ijon. 
i.  Sarana transportasi yang tidak mendukung karena minimnya angkutan 
yang dapat menjangkau semua wilayah kelurahan. 
j.  Sikap masyarakat terhadap jenis usaha tertentu kadang hanya sebatas 
ikut-ikutan. 
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3. Aspek Sumber Daya Manusia/Sosial: 
a.  Banyak warga miskin yang tidak dapat menyekolahkan anaknya ke 
jenjang yang lebih tinggi (minimal SMP) karena biaya pendidikan yang 
tidak terjangkau. 
b.  Banyaknya pemuda/pemudi kurang memiliki keterampilan (skill) yang 
enterprenaurship. 
c.  Cara pandang masyarakat terhadap jenjang pendidikan yang masih 
kurang. 
d.  Sikap masyarakat yang mudah merasa cukup puas. 
(PJM Pronangkis Kelurahan Ngadirejo; 2005:15) 
Dalam pelaksanaan identifikasi permasalahan yang ada di masyarakat 
oleh tim pemetaan swadaya diperoleh data tentang masalah yang berkait dengan 
aspek sarana prasarana dasar lingkungan pemukiman, masalah perekonomian, sosial, 
dan sumber daya manusia. Pemetaan permasalahan ini dijadikan dasar untuk 
menentukan strategi kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan di Kelurahan 
Ngadirejo, yaitu:  
Tabel I.2 
Permasalahan Kelurahan Ngadirejo 
Aspek Deskripsi Masalah 
Deskripsi 
Dampak bagi 
Gakin 
Deskripsi 
Kemanfaatan 
bagi Gakin 
Sarana 
prasarana dasar 
lingkungan dan 
perumahan 
Jalan rusak 
Transportasi tidak 
lancar 
Akan menunjang 
kegiatan ekonomi 
Pembangunan 
gorong-gorong 
Kondisi tanah 
labil 
Tidak banjir 
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Perekonomian 
Kesulitan mengakses 
modal usaha 
Usaha sulit 
berkembang 
Diharapkan bisa 
mengembangkan 
modal usaha 
Sosial 
Banyaknya 
jompo/lansia yang 
terlantar 
Banyak lansia 
yang tidak 
diperhatikan 
Umur kematian 
meningkat, 
kesehatan lansia 
meningkat 
Banyaknya anak 
putus sekolah dari 
gakin 
Tingkat 
pendidikan rata-
rata lulus SMP, 
angka 
pengangguran 
meningkat 
Pengangguran 
dapat dikurangi, 
kapasitas usia 
produktif 
meningkat 
Santunan alat tulis 
Belajar siswa 
lancar 
Tercukupi fasilitas 
belajar 
Penjualan kolektif 
Meringankan 
kebutuhan 
sembako 
Harga murah 
Sumber:PJM Pronangkis BKM Ngadirejo Sejahtera 
 
B. PERUMUSAN MASALAH 
Dari uraian yang telah disampaikan tersebut maka dapat dirumuskan 
batasan permasalahan penelitian sebagai berikut:  
1.  Bagaimana partisipasi masyarakat miskin terhadap Bantuan Langsung 
Masyarakat (BLM) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 
(P2KP) di Kelurahan Ngadirejo dalam tahap perencanaan? 
2. Bagaimana partisipasi masyarakat miskin terhadap Bantuan Langsung 
Masyarakat (BLM) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 
(P2KP) di Kelurahan Ngadirejo dalam tahap pelaksanaan? 
3. Bagaimana partisipasi masyarakat miskin terhadap Bantuan Langsung 
 14 
Masyarakat (BLM) Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan 
(P2KP) di Kelurahan Ngadirejo dalam tahap pemanfaatan hasil? 
 
C. TUJUAN PENELITIAN 
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat miskin terhadap Bantuan 
Langsung Masyarakat (BLM) Program Penanggulangan Kemiskinan di 
Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Ngadirejo dalam tahap perencanaan. 
2.  Untuk mengetahui partisipasi masyarakat miskin terhadap Bantuan 
Langsung Masyarakat (BLM) Program Penanggulangan Kemiskinan di 
Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Ngadirejo dalam tahap pelaksanaan. 
3. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat miskin terhadap Bantuan 
Langsung Masyarakat (BLM) Program Penanggulangan Kemiskinan di 
Perkotaan (P2KP) di Kelurahan Ngadirejo dalam tahap pemanfaatan hasil. 
 
D. MANFAAT PENELITIAN 
1. Manfaat teoritis 
 Dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan untuk penelitian 
yang sejenis 
2.  Manfaat praktis: 
a. Membantu memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan bagi 
instansi terkait guna mengambil kebijakan-kebijakan tertentu, guna 
 15 
kepentingan masyarakat bersama. 
b. Memberikan informasi empirik tantang partisipasi masyarakat miskin 
terhadap BLM P2KP pada masyarakat Kalurahan Ngadirejo, sehingga 
akhirnya informasi tersebut dapat dipakai untuk mengembangkan atau 
mengambil kebijakan atau keputusan untuk menentukan arah lebih lanjut. 
 
E. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA FEMIKIRAN 
1.  Tinjauan Pustaka 
Dalam penelitian ini menggunakan beberapa literatur atau daftar bacaan guna 
mendukung hasil penelitian yang telah dilakukan. Tinjauan pustaka dalam 
penelitian ini meliputi penjelasan mengenai konsep-konsep yang menjadi variabel 
dalam penelitian dan penjelasan mengenai landasan teori yang digunakan. 
a. Penjelasan Konsep 
Konsep merupakan variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. 
Oleh karena itu penjelasan konsep dalam penelitian ini meliputi variabel 
partisipasi, Bantuan Langsung Masyarakat Proyek Penanggulangan Kemiskinan 
di Perkotaan (BLM P2KP) dan masyarakat miskin. Untuk lebih jelasnya dapat 
dilihat pada uraian di bawah ini: 
1) Partisipasi 
Dalam kamus sosiologi, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang 
di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan 
masyarakatnya. Keikutsertaan tersebut dilakukan sebagai akibat dari 
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terjadinya interaksi sosial antara individu yang bersangkutan dengan 
anggota masyarakat lain. 
Konsep partisipasi yang dikemukakan oleh Dwight V. King 
digambarkan sebagai keikutsertaan rakyat atau masyarakat tertentu dalam 
mensukseskan program-program pemerintah. Sedangkan Bornby 
mengartikan partisipasi sebagai tindakan untuk "mengambil bagian'', yaitu 
kegiatan dengan maksud untuk memperoleh manfaat (Raharjo; 1983:78). 
Partisipasi menurut Pariatra Westra adalah penyertaan mental serta 
emosi pekerja ke alam situasi kelompok yang mendorong agar mereka 
mengembangkan kemampuannya ke arah tujuan kelompok yang 
bersangkutan dan ikut bertanggung jawab akan kelompok itu (Westra; 
1976:147). 
Sementara itu pendapat lain dikemukakan oleh Drs. Moekijat bahwa 
partisipasi adalah keterlibatan baik rohani maupun perasaan dan seseorang 
dalam suatu kelompok untuk memberikan sumbangan kepada tujuan-tujuan 
kelompok untuk memikul bagian tanggung jawab untuk mereka (Moekijat; 
1984:104). 
Pengertian partisipasi berarti keterlibatan dalam hal proses pengambilan 
keputusan, menentukan kebutuhan, dan menunjukkan tujuan serta prioritas. 
Dan berdasarkan penjelasan Darjono, SH (dalam Santoso Sastropoetro; 
1986:21), bidang-bidang untuk partisipasi masyarakat adalah: 
a)  dalam proses pengambilan keputusan atau proses perencanaan 
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b)  dalam proses pelaksanaan program 
c)  dalam proses monitoring serta evaluasi terhadap program 
Prof. S. Hamidjojo mengemukakan bahwa untuk mencapai perubahan 
mengarah kepada perbaikan diperlukan suatu strategi sebagai pola 
penentuan serangkaian tujuan-tujuan dari perubahan yang diinginkan dari 
partisipasi sosial. Strategi itu mencakup konsepsi atau partisipasi tentang 
masukan materi (inovasi dengan dana dan tenaga yang dianggap paling 
efektif dan efisien dan dituangkan dalam sistem untuk menimbulkan 
perubahan ke arah kebaikan). Beberapa syarat untuk memelihara partisipasi 
sosial antara lain: a) adanya suatu masalah, b) cita-cita, c) iklim sosial, d) 
strategi, e) obyek partisipasi, f) pembaharu, g) wadah dan saluran 
(Hamidjojo dalam Santoso Sastropoetro; 1986:29). 
Dawam Raharjo membagi partisipasi ke dalam dua bentuk, yaitu 
partisipasi vertikal dan partisipasi horizontal. Disebut partisipasi vertikal 
karena bisa terjadi dalam kondisi tertentu masyarakat terlibat atau 
mengambil bagian dalam suatu program pihak lain dalam hubungan dimana 
masyarakat berada pada posisi sebagai bawahan, pengikut/klien. Sedangkan 
yang dimaksud partisipasi horizontal yaitu masyarakat mempunyai 
kemampuan untuk berprakarsa, dimana setiap anggota masyarakat 
berpartisipasi horizontal satu sama lain, baik dalam usaha bersama atau 
dengan pihak lain (Raharjo; 1983:78). 
Sementara itu Keith Davis (dalam Santoso Sastropoetro; 1986:16) 
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mengemukakan bentuk dan jenis partisipasi adalah sebagai berikut: 
Bentuk partisipasi: 
a) Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa. 
b)  Sumbangan spontan berupa barang atau uang. 
c)  Sumbangan dari luar dalam bentuk proyek yang bersifat berdikari.  
d)  Proyek yang dibiayai oleh komuniti setelah ada konsensus dalam rapat 
komuniti. 
e)  Sumbangan dalam bentuk jasa kerja. 
f)  Aksi massal mengerjakan proyek secara sukarela. 
g)  Mengerjakan perjanjian bersama untuk bekerja sama mencapai tujuan 
atau cita-cita. 
h) Melakukan pembangunan secara endogen atau dalam lingkungan 
keluarga. 
i)  Pembangunan proyek-proyek komuniti yang otonom.  
Sedangkan jenis-jenis partisipasi antara lain: 
a)  Partisipasi dengan pikiran (psycological participation). 
b)  Partisipasi tenaga (physical participation). 
c) Partisipasi pikiran dan tenaga yaitu partisipasi aktif (active 
participation). 
d)  Partisipasi dengan keahlian (participation with skill). 
e)  Partisipasi dengan uang (money participation). 
 g)  Partisipasi dengan jasa (services participation). 
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Pendekatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat dilakukan 
melalui 3 tahap yakni partisipasi dalam perencanaan, partisipasi dalam 
pelaksanaan dan partisipasi dalam pemanfaatan hasil (Slamet; 1994:23). 
Adapun uraian mengenai tahapan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan dapat diuraikan sebagai berikut: 
a) Partisipasi dalam perecanaan (idea planning stage). 
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan melalui 
dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak untuk 
berpartisipasi langsung di dalam proses pengambilan keputusan tentang 
program-program pembangunan di wilayah setempat. Dalam proses ini 
meliputi menerima dan memberi informasi, gagasan, tanggapan, saran 
ataupun menerima dengan syarat dan merencanakan pembangunan. 
b)  Partisipasi dalam pelaksanaan (implementation stage). 
Partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan adalah sebagai pemerataan 
sumbangan masyarakat dalam bentuk tenaga, uang, waktu dan lain 
sebagainya. 
c)  Partisipasi dalam pemanfaatan (utilization stage). 
Partisipasi dalam pemanfaatan adalah memetik hasil atau pemanfaatan 
hasil pembangunan tersebut. 
Berdasarkan hasil penelitian Goldman dan Blustain di Jamaika bahwa 
masyarakat bergerak untuk berpartisipasi jika: 
a)  Partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal dan 
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sudah ada di tengah masyarakat yang bersangkutan. 
b)  Partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang 
bersangkutan. 
c)  Manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi 
kepentingan masyarakat setempat. 
d)  Dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan 
oleh masyarakat. Partisipasi masyarakat ternyata berkurang jika mereka 
tidak atau kurang berperan dalam pengambilan keputusan (Ndraha; 
1987:105). 
Sementara itu, Dusseldorp membedakan partisipasi berdasarkan 
derajat kesukarelaannya sebagai berikut: 
a) Partisipasi bebas. Yaitu partisipasi yang dilandasi oleh rasa kesukarelaan 
yang bersangkutan untuk mengambil bagian dalam suatu kegiatan. 
b)  Partisipasi spontan. Yaitu partisipasi yang terbentuk secara spontan dari 
keyakinan atau pemahaman sendiri tanpa adanya pengaruh yang 
diterimanya dari penyuluhan atau bujukan yang dilakukan oleh pihak 
lain baik individu maupun lembaga masyarakat. 
c)  Partisipasi terinduksi. Yaitu partisipasi karena adanya pengaruh, 
bujukan, penyuluhan dari pemerintah, lembaga masyarakat maupun oleh 
lembaga sosial setempat atau individu (Mardikanto; 1982:105-107). 
Dari beberapa uraian diatas, partisipasi dapat diartikan sebagai 
keterlibatan masyarakat baik secara fisik maupun non fisik yaitu berupa 
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menyumbangkan tenaga, pikiran dan harta kekayaan untuk mengambil 
bagian dalam proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan 
pemanfaatan hasil baik secara bebas sukarela, spontan dengan pemahaman 
sendiri maupun karena terinduksi oleh bujukan dan arahan pihak lain, 
dengan usaha-usaha untuk ke arah pencapaian tujuan.  
2)  Bantuan Langsung Masyarakat Proyek Penanggulangan Kemiskinan di 
Perkotaan (BLM P2KP) 
Proses pembelajaran masyarakat untuk menanggulangi masalah 
kemiskinan dilakukan melalui praktek langsung di lapangan oleh 
masyarakat sendiri dengan melaksanakan apa yang sudah direncanakan 
dengan dukungan dana BLM. 
Substansi makna dana BLM P2KP sesungguhnya merupakan media 
pembelajaran masyarakat untuk terus membangun kapital sosial dan 
menumbuhkan nilai-nilai universal kemanusiaan maupun prinsip-prinsip 
kemasyarakatan sehingga pada gilirannya akan mampu menyelesaikan 
persoalan sosial, ekonomi dan lingkungan atau pemukiman mereka. Lebih 
dari itu, komponen dana BLM diadakan juga dengan tujuan membuka akses 
bagi masyarakat miskin ke sumber dana yang dapat langsung digunakan 
oleh masyarakat miskin untuk upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. 
Makna dana BLM P2KP harus disikapi sebagai pelengkap sarana proses 
pembelajaran untuk perubahan sikap dan perilaku masyarakat dalam 
melaksanakan kegiatan penanggulangan kemiskinan berbasis nilai-nilai 
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universal. Sehingga tolok ukur dari pembelajaran BLM dapat dilihat pada 
sejauh mana BLM dimanfaatkan oleh masyarakat secara bertanggung jawab 
dan proporsional. 
Sehingga arti dari BLM P2KP adalah dana stimulant dari  pemerintah 
yang dimaksudkan sebagai media pembelajaran masyarakat untuk terus 
membangun kapital sosial dan menumbuhkan nilai-nilai universal 
kemanusiaan maupun prinsip-prinsip kemasyarakatan. 
3)  Masyarakat Miskin 
Menurut Mayor Polak, masyarakat (society) diartikan sebagai wadah 
segenap antar-hubungan sosial yang terdiri atas banyak sekali kolektivitas-
kolektivitas serta kelompok-kelompok yang lebih kecil atau subkelompok. 
Semuanya itu tersusun hierarkis (dari atas ke bawah) atau berseimbangan, 
sejajar dan setaraf ataupun saling tembus-menembus (berantar-penetrasi). 
Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa 
manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan 
pengaruh mempengaruhi satu sama lain (Hasan Shadily; 1984:47). 
Di dalam “Electronic Journal of Sociology” (1995) ISSN: 1198 3665, 
yang berjudul “Dynamics of Power and Cooperationin Rural Development” 
diuraikan sebagai berikut : 
In recent years, analyses of poverty have become increasingly narrow, 
often leading to a focus on conventional images of public assistance. 
Poverty means more than "the condition or quality of being poor; need; 
indigence; lack of means of subsistence." It also means "deficiency in 
necessary properties or desirable qualities, or in a specific quality, etc." 
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(Dubow, Saul. 1995. Cambridge University Press). 
.  
Hal tersebut di atas dapat diartikan: Di tahun terakhir, analisa 
kemiskinan menjadi semakin terus meningkat, sering mendorong ke arah 
suatu fokus atas gambaran bantuan publik konvensional. Kemiskinan dapat 
diartikan  lebih dari "kondisi atau mutu menjadi lemah/miskin, kebutuhan, 
ketidakwajaran, ketiadaan alat/ makna penghidupan" Itu juga berarti " 
kekurangan di dalam kebutuhan dasar atau kualitas yang diinginkan, atau di 
dalam suatu mutu spesifik, dan lain-lain. 
Masyarakat merupakan salah satu pergaulan hidup oleh karena manusia 
itu hidup bersama. Dalam penelitian ini masyarakat diartikan sebagai 
society. Masyarakat sebagai society di dalamnya terdapat interaksi sosial, 
perubahan sosial, perhitungan-perhitungan rasional like-intern, 
hubungannya menjadi bersifat kepraminan. Masyarakat sebagai society 
tidak menekankan unsur likalitas maupun derajat hubungan sosial atau 
sentiment (Hasan Shadily dalam Abdul Syam; 1987:3). 
Kemiskinan dalam arti umum adalah kondisi kekurangan untuk 
memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak (Fuad Amsyiri dalam Bagong 
Suyanto; 1995:179). Sedangkan menurut Soerjono Saekanto, kemiskinan 
diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup 
memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan 
juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam 
kelompok tersebut (Soerjono Soekanto; 1994:406). 
 24 
Sementara dalam jurnal internasional sosiologi yang lain “The Journal 
of Development Studies” (2004) Vol.37 (4) yang berjudul “New State 
Spaces, Urban Governence and The Rescaling of Statehood” disebutakan 
sebagai berikut : 
Why have discussions of poverty been narrowly defined? There are 
several reasons. First is the driving force of capitalism. In order for 
capitalism to survive and flourish, there needs to be a ready pool of 
laborers prepared to take low wages in order to have work. In this way, the 
industrial classes do not have to pay high wages and instead are able to 
accumulate wealth without sharing it with their workers. Social Darwinism 
furthers the differences between those who are economically advantaged 
and those who are not. By adapting the biological premise of survival of the 
fittest, the assumption is that those who are in power and control economic 
resources are there because they are "better fit" than those who are not. 
Conversely, those who are poor are there because they are less adept at 
survival and success in our society. Both of these reasons allow those who 
benefit from the current state of affairs to feel justified in their wealth and 
means. The current system maintains the advantages of the privileged, and, 
not surprisingly, they resist change and favor the status quo (Neil Brenner, 
New State Spaces, Urban Governence and The Rescaling of Statehood. New 
York and Oxford: Oxford University Press, 2004).  
 
Artinya : Mengapa ada berapa bahasan mengenai kemiskinan? Ada 
beberapa alasan. Pertama kekuatan mengendalikan kapitalisme. Dalam hal 
untuk bertahan, di sana memerlukan buruh dan mempersiapkan buruh untuk 
mengambil upah rendah untuk bekerja. Dengan cara ini, kelas industri tidak 
harus membayar upah tinggi dan malahan dapat menimbun kekayaan tanpa 
berbagi dengan pekerja mereka. Sosial darwinism lebih jauh perbedaan 
diantara siapa pun secara ekonomis. Dengan menyadur pernyataan yang 
mendasari penalaran biologis kelangsungan hidup, anggapan siapa dalam 
kuasa dan kendali sumber daya ekonomis di sana karena mereka" lebih 
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berdaya" daripada itu. Sebaliknya, itu siapa miskin di sana karena mereka 
kurang ahli kelangsungan hidup dan sukses di masyarakat kami. keduanya 
dari alasan ini mengizinkan itu siapa pertolongan dari kondisi arus 
merasakan membenarkan di kekayaan mereka dan berarti. Sistem arus 
memelihara keuntungan diberi hak istimewa, dan, tidak anehnya, mereka 
melawan merubah dan faktor keadaan tetap pada suatu saat tertentu.  
Kemiskinan dikaitkan dengan pembangunan masyarakat perkotaan 
diartikan sebagai adanya kelompok atau lapisan masyarakat yang tidak 
mampu menyelenggarakan hidupnya secara layak dan tidak berdaya 
menghadapi tantangan pembangunan yang terjadi dengan ciri-ciri sebagai 
berikut: 
a)  rendahnya kepemilikan asset fisik 
b)  rendahnya kwalitas sumber daya manusia 
c)  tersingkir dari pranata sosial formal yang ada  
d)  tersingkir dari sumber daya alam 
e)  tidak memiliki akses ke pelayanan dasar 
f)  tidak memiliki akses ke sumber daya modal 
g)  tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan 
h)  memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dari segi mata pencaharian.  
(Modul Pelatihan Relawan Kecamatan Kartasura; 2005:3). 
Jadi, secara umum masyarakat miskin dapat diterjemahkan sebagai 
masyarakat yang "belum berdaya" yakni masyarakat yang berada pada 
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situasi kerentanan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk melepaskan 
diri dari kemiskinannya. 
b.  Landasan Teori 
Penelitian ini menggunakan salah satu dari tiga paradigma dalam Sosiologi 
yang dikemukakan oleh Ritzer, yakni paradigma definisi sosial. Menurut Ritzer, 
exemplar paradigma ini adalah salah satu aspek yang sangat khusus dan karya 
Weber, yakni dalam analisanya tentang tindakan sosial (social action). Weber 
sebagai pengemuka exemplar dari paradigma ini mengartikan sosiologi sebagai 
studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial (Rizer; 2002:38). 
Inti tesisnya adalah "tindakan yang penuh arti" dari individu. Yang 
dimaksudkannya dengan tindakan sosial itu adalah tindakan individu sepanjang 
tindakannya itu mempunyai makna atau arti subyektif bagi dirinya dan 
diarahkan kepada tindakan orang lain (Ritzer; 2002:38). 
Menurut Ritzer, secara definitif Weber merumuskan Sosiologi sebagai ilmu 
yang berusaha untuk menafsirkan dan memahami (interpretative 
understanding) tindakan sosial serta antar hubungan sosial untuk sampai pada 
penjelasan kausal. Dalam definisi ini terkandung dua konsep dasarnya. Pertama 
konsep tindakan sosial. Kedua konsep tentang penafsiran dan pemahaman. 
Konsep terakhir ini menyangkut metode untuk menerangkan yang pertama 
(Ritzer; 2002:38). 
Tindakan sosial yang dimaksudkan Weber dapat berupa tindakan yang 
nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Juga dapat berupa tindakan yang 
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bersifat "membatin" atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena 
pengaruh positif dari situasi tertentu (Ritzer; 2002:38). 
Weber mengemukakan lima ciri pokok yang menjadi sasaran penelitian 
Sosiologi yaitu: 
1)  Tindakan manusia, yang menurut si aktor mengandung makna yang 
subyektif ini meliputi berbagai tindakan nyata. 
2)  Tindakan nyata yang bersifat membatin sepenuhnya dan bersifat 
subyektif. 
3)  Tindakan yang meliputi pengaruh positif dari suatu situasi, tindakan 
yang sengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara 
diam-diam. 
4)  Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa 
individu.  
5}  Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada 
orang lain itu (Ritzer; 2002:39). 
Konsep kedua dari Weber adalah konsep tentang antar hubungan sosial 
(social relationship). Didefinisikannya sebagai tindakan yang beberapa orang 
aktor yang berbeda-beda, sejauh tindakan itu mengandung makna dan 
dihubungkan serta diarahkan kepada tindakan orang lain. Tidak semua 
kehidupan kolektif memenuhi syarat sebagai antar hubungan sosial.   Dimana 
tidak ada saling penyelesaian (mutual orientation) antara orang yang satu 
dengan orang yang lain maka di situ tidak ada antar hubungan sosial. Meskipun 
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ada sekumpulan orang yang diketemukan bersamaan (Ritzer; 2002:41). 
Adapun teori yang paling tepat digunakan dalam penelitian ini adalah teori 
aksi. Teori ini sepenuhnya mengikuti karya Weber. Beberapa asumsi 
fundamentalnya antara lain sebagai berikut: 
1) Tindakan manusia muncul dari kesadarannya sendiri sebagai subyek dan 
dari situasi eksternal dalam posisinya sebagai obyek.  
2)  Sebagai subyek manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai 
tujuan-tujuan tertentu. Jadi tindakan manusia bukan tanpa tujuan. 
3)  Dalam bertindak manusia menggunakan cara, teknik, metode serta 
perangkat yang diperkirakan cocok untuk mencapai tujuan tersebut. 
4)  Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tak 
dapat diubah dengan sendirinya. 
5)  Manusia memilih, menilai dan mengevaluasi terhadap tindakan yang 
akan, sedang dan yang telah dilakukannya. 
6)  Ukuran-ukuran, aturan-aturan atau prinsip-prinsip moral diharapkan 
timbul pada saat pengambilan keputusan. 
7)  Studi mengenai antar hubungan sosial memerlukan pemakaian  teknik 
penemuan yang bersifat subyektif seperti metode verstehen, imajinasi, 
sympathetic reconstruction atau seakan-akan mengalami sendiri 
(vicarious experience) (Hinkle dengan merujuk karya Mac Iver, 
Znaniecki dan Parsons dalam Ritzer; 2002:46) 
C.H. Cooley menerima konsep evolusi sosial, namun ia berpendapat bahwa 
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sesuatu yang mempunyai arti penting dalam kehidupan bermasyarakat adalah 
apa yang disebutnya sebagai kesadaran subyektif. Menurutnya, perasaan 
individual, sentimen dan ide-ide merupakan faktor yang mendorong manusia 
untuk berinisiatif atau mengakhiri tindakannya terhadap orang lain (Cooley 
dalam Ritzer; 2002:47). 
Talcot Parsons merupakan pengikut Weber yang utama. Parsons dengan 
hati-hati sekali mambedakan antara Teori Aksi dengan Teori Behavior. 
Menurutnya, suatu teori yang menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan dan 
mengabaikan aspek subyektif tindakan manusia tidak termasuk ke dalam teori 
aksi. Behaviorisme menurut Parsons adalah seperti itu (Parsons dalam Ritzer; 
2002:48). 
Parsons menyusun skema unit-unit dasar tindakan sosial dengan 
karakteristik sebagai berikut: 
1)  Adanya individu selaku aktor. 
2)  Aktor dipandang sebagai pemburu tujuan-tujuan tertentu. 
3)  Aktor mempunyai alternatif cara, alat serta teknik untuk mencapai 
tujuannya. 
4)  Aktor berhadapan dengan sejumlah kondisi situasional yang dapat 
membatasi tindakannya dalam mencapai tujuan. Kendala tersebut berupa 
situasi dan kondisi, sebagian ada yang tidak dapat dikendalikan oleh 
individu. Misalnya kelamin dan tradisi. 
5)  Aktor berada di bawah kendala dari nilai-nilai, norma-norma dan 
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berbagai ide abstrak yang mempengaruhinya dalam memilih dan 
menentukan tujuan serta tindakan alternatif untuk mencapai tujuan. 
Contohnya kendala kebudayaan. 
Aktor mengejar tujuan dalam situasi dimana norma-norma mengarahkannya 
dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Norma-norma itu 
tidak menetapkan pilihannya terhadap cara atau alat, tetapi ditentukan oleh 
kemampuan aktor untuk memilih. Kemampuan inilah yang disebut Parsons 
sebagai voluntarism. Voluntarisme adalah kemampuan individu melakukan 
tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dart sejumlah alternatif yang 
tersedia dalam rangka mencapai  tujuannya. Aktor menurut konsep 
voluntarisme mi adalah pelaku aktif dan kreatif serta mempunyai kemampuan 
menilai dan memilih dari alternatif tindakan. 
Teori aksi ini sangat tepat apabila dipakai sebagai pisau analisis dalam 
penelitian ini karena masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan-
keputusan subyektif tentang sarana dan cara untuk mencapai tujuan tertentu 
yang telah dipilih, yang kesemuanya itu dibatasi kemungkinan-
kemungkinannya oleh sistem kebudayaan dalam bentuk ide-ide dan nilai-nilai 
sosial. 
2.  Kerangka Pemikiran 
Masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup oleh karena manusia itu hidup 
bersama. Sedangkan masyarakat miskin adalah masyarakat yang "belum berdaya", 
yakni masyarakat yang berada pada situasi kerentanan, keterisolasian, dan 
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ketidakmampuan untuk melepas diri dari kemiskinannya. 
Masyarakat miskin membutuhkan berbagai cara untuk dapat melepaskan diri 
dari kemiskinannya tersebut dan mereka membutuhkan bantuan dari orang lain untuk 
dapat melakukan banyak hal karena mereka tidak berdaya melakukan segala 
sesuatunya sendiri. Dalam hal ini P2KP yang merupakan salah satu program dari 
pemerintah berusaha menjembatani dalam rangka pengentasan kemiskinan tersebut 
melalui Bantuan Langsung Masyarakat (BLM). 
BLM P2KP merupakan dana yang bersifat stimulan yang diperuntukkan bagi 
masyarakat miskin supaya mereka dapat lebih berdaya. Tentu saja untuk lebih 
memberdayakan mereka tidak hanya menggantungkan pada bantuan dari pemerintah 
itu semata, tetapi juga harus didukung swadaya dari masyarakat sekitar. Adapun 
bentuk-bentuk swadaya itu tidak hanya berupa uang tetapi juga dapat berupa tenaga, 
waktu dan pikiran. Oleh karena itu dibentuklah panitia yang biasa disebut Badan 
Keswadayaan Masyarakat (BKM) untuk mengurusi masalah operasional supaya 
BLM P2KP bisa benar-benar sampai ke tangan orang yang membutuhkan. 
Partisipasi masyarakat dalam bentuk apapun memang sangat dibutuhkan guna 
memperoleh dana tersebut. Partisipasi masyarakat miskin terlebih sangatlah 
diperlukan mengingat sasaran program ini adalah untuk mengentaskan masyarakat 
miskin tersebut agar dapat melepaskan dirinya dari kandisinya saat ini supaya mereka 
menjadi "masyarakat yang berdaya". Oleh karena itu, masyarakat miskin akan 
berpartisipasi secara aktif. Bentuk partisapasi mereka mungkin bukanlah dengan 
menyumbangkan harta, akan tetapi mereka akan dengan sukarela menyumbangkan 
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tenaga dan pikiran yang mereka punya guna mewujudkan suksesnya program 
tersebut. 
Adapun kerangka pemikiran di atas dapat dibuat skema sebagai berikut:  
Bagan I.1 Model Kerangka Pemikiran Partisipasi Masyarakat Miskin terhadap 
BLM P2KP 
         Pemerintah 
 
BLM P2KP 
 
     Partisipasi        Desa/Kelurahan 
 
Masyarakat Miskin   Panitia / BKM 
 
Kesejahteraan masyarakat 
miskin meningkat 
 
 
F. DEFINISI KONSEPTUAL 
1.  Partisipasi 
Adalah keterlibatan masyarakat baik secara fisik maupun non fisik yaitu berupa 
menyumbangkan tenaga, pikiran dan harta kekayaan untuk mengambil bagian dalam 
proses pengambilan keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil 
baik secara bebas sukarela, spontan dengan pemahaman sendiri maupun karena 
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terinduksi oleh bujukan dan arahan pihak lain, dengan usaha-usaha untuk ke arah 
pencapaian tujuan. 
2.  BLM P2KP 
Adalah dana stimulant dari pemerintah yang dimaksudkan sebagai media 
pembelajaran masyarakat untuk terus membangun kapital sosial dan menumbuhkan 
nilai-nilai universal kemanusiaan maupun prinsip-prinsip kemasyarakatan. 
3.  Masyarakat Miskin 
Adalah masyarakat yang "belum berdaya”, yakni masyarakat yang berada pada 
situasi kerentanan, keterisolasian, dan ketidakmampuan untuk melepaskan diri dari 
kemiskinannya. 
 
G. DEFINISI OPERASIONAL 
1.  Partisipasi 
Konsep partisipasi akan dapat dilihat melalui indikator-indikator sebagai 
berikut: 
a.  Menyumbangkan tenaga, pikiran, waktu dan materi dalam perencanaan 
program BLM P2KP. 
b.  Menyumbangkan tenaga, pikiran, waktu dan materi dalam pelaksanaan 
program BLM P2KP. 
c.  Ikut bertanggung jawab, memelihara dan memanfaatkan hasil program 
BLM P2KP. 
2.  Masyarakat Miskin 
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Konsep masyarakat miskin dapat dilihat melalui indikator-indikator sebagai 
berikut: 
a.  Kondisi pemukiman yang tidak layak huni 
b.  Penghasilan keluarga yang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau 
penghasilan di bawah standar UMR 
c.  Tidak memiliki pekerjaan dan atau penghasilan yang tetap 
d.  Tidak memiliki modal dan atau keterampilan untuk membuka usaha  
3.  BLM P2KP 
Kegiatan penyampaian dana P2KP meliputi indikator-indikator sebagai berikut: 
a.  Dimensi ekonomi, di mana bentuk-bentuknya adalah: 
1)  Ekonomi bergulir yang berupa pinjaman bergulir 
2)  Ekonomi hibah yang berupa pelatihan-pelatihan yang antara lain berupa 
pelatihan menjahit, pelatihan sablon, pelatihan komputer, pelatihan 
pembuatan kripik tempe, pelatihan pembuatan rengginan, pelatihan 
pembuatan krupuk rambak dan pelatihan pembuatan minyak kelapa 
murni (VCO). 
b.  Dimensi sosial, di mana bentuknya adalah: 
1)  Pemberian santunan sembako bagi keluarga miskin 
2)  Pemberian santunan beasiswa kepada anak usia sekolah dari keluarga 
miskin 
3)  Pemberian santunan kepada anak yatim dan keluarga miskin  
4)  Pemberian santunan kepada warga jompo dari keluarga miskin  
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5)  Pengobatan gratis untuk keluarga miskin 
c.  Dimensi lingkungan/fisik, di mana bentuk-bentuknya yaitu:  
1)  Pembangunan jalan 
2)  Pembangunan saluran air 
3)  Plesterisasi lantai rumah keluarga miskin 
 
H. METODE PENELITIAN  
1.  Lokasi Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Kalurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura 
Kabupaten Sukoharjo. Pemilihan tempat tersebut didasarkan atas beberapa 
pertimbangan antara lain alasan teoritis dan praktis. Alasan teoritisnya adalah bahwa 
daerah tersebut dipandang peneliti dapat memberikan informasi yang cukup untuk 
penelitian ini, karena di daerah ini merupakan salah satu dari 2 kalurahan yang 
menerima dana P2KP. Sementara Kecamatan Kartasura terdiri dari 12 
kelurahan/desa, maka 10 daerah sisanya merupakan desa meskipun juga menerima 
dana BLM P2KP. Sedangkan alasan praktisnya adalah alasan yang menyangkut hal-
hal yang sifatya praktis, seperti efektifitas biaya, waktu dan tenaga mengingat peneliti 
tinggal di daerah tersebut. 
2.  Jenis Penelitian 
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan 
secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok dengan interaksi 
sosial yang ada di dalam suatu kelompok masyarakat Kalurahan Ngadirejo yang 
 36 
menerima dana BLM P2KP tersebut. Penelitian deskriptif kualitatif ini bermaksud 
memberikan uraian mengenai suatu gejala sosial yang diteliti dengan 
mendeskripsikan kualitas suatu gejala yang menggunakan ukuran perasaan sebagai 
dasar penilaian. 
3.  Sumber Data 
Data yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari data primer dan data 
sekunder. Data primer ditempuh melalui wawancara mendalam dan observasi terbatas 
guna mengumpulkan data yang akurat dari informan. Wawancara yang dilakukan 
dengan cara berpedoman pada pedoman wawancara sehingga tujuan dari penelitian 
bisa tercapai. Namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan seorang peneliti untuk 
mengembangkan pertanyaannya guna mendapatkan kejelasan dari beberapa hal yang 
dianggap perlu untuk diteliti juga. Sedangkan data sekunder berupa studi pustaka dan 
dokumen sebagai data pendukungnya. Studi pustaka dan dokumen yang dilakukan 
adalah dengan cara mengutip beberapa dokumen yang dianggap perlu dalam kegiatan 
penelitian ini antara lain; mengutip data monografi penduduk, data KK miskin, 
melihat arsip-arsip foto kegiatan yang telah dilakukan, dan lain sebagainya. 
4.  Teknik Pengumpulan Data 
a.  Wawancara mendalam 
Wawancara ialah tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara 
langsung. Maksudnya ialah proses memperoleh data untuk tujuan penelitian 
dengan cara tanya jawab tatap muka antara pewawancara dengan informan. 
Wawancara ini bersifat open ended dan dilakukan seeara informal guna 
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menanyakan pendapat informan tentang suatu peristiwa tertentu. Di sini peneliti 
akan menanyakan pandangan informan tentang banyak hal yang sangat 
bermanfaat untuk penelitian lebih jauh. Wawancara ini juga akan dilakukan 
berulang-ulang sampai peneliti benar-benar mendapatkan kejelasan dari 
masalah yang akan ditelitinya tersebut. 
Sedangkan menurut Y. Slamet, teknik wawancara adalah cara yang dipakai 
untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial   antara peneliti 
dengan yang diteliti. Di dalam interaksi itu peneliti berusaha menangkap gejala 
yang sedang diteliti melalui kegiatan tanya jawab. 
Dalam penelitian ini peneliti melakukan teknik wawancara terhadap para 
informannya dengan mengacu pada pedoman wawancara yang telah 
dipersiapkan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar dalam mewawancarai 
informan, peneliti mempunyai patokan untuk dijadikan pedoman sehingga 
wawancara yang dilakukan menjadi tetap fokus pada tujuan awal yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini yakni mengetahui sejauh mana partisipasi 
masyarakat miskin terhadap BLM P2KP. 
b.  Pengamatan atau observasi 
Yaitu dengan melakukan pengamatan terhadap masyarakat di lokasi 
penelitian. Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber yang 
berupa peristiwa, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. 
Pengamatan secara terfokus dilakukan pada masyarakat Kelurahan Ngadirejo 
dalam menerima dana stimulan BLM P2KP. Masyarakat setelah menerima dana 
 38 
tersebut apakah mengalami suatu perubahan baik dalam diri masyarakat itu 
sendiri ataupun di luar  masyarakat Kelurahan Ngadirejo secara umum. 
Observasi juga berarti peneliti melihat dan mendengarkan (termasuk 
menggunakan tiga indera yang lain) apa yang dilakukan dan dikatakan atau 
diperbicangkan para informan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari. Aktivitas 
yang diamati terutama yang berkaitan dengan topik penelitian, tanpa melakukan 
intervensi atau memberi stimulus pada aktivitas subjek penelitian. 
Pengamatan yang dilakukan peneliti dalam melakukan penelitian ini antara 
lain: mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat miskin pada 
saat pencairan BLM P2KP, mengamati lokasi yang menjadi sasaran program 
yang berupa kegiatan lingkungan yaitu pembuatan saluran air, jalan, gorong-
gorong dan sebagainya. 
c.  Dokumentasi 
Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan 
pencatatan-pencatatan atau pengutipan dari dokumen yang ada di lokasi. 
Penelitian ini juga berfungsi untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan 
dalam penelitian ini, khususnya sebagai teknik pengumpulan data. Pengertian 
yang lain mengenai teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah 
pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. 
Kegiatan pengutipan ini antara lain mengutip data monografi penduduk 
terdiri dari jumlah penduduk, agama yang dianut penduduk dan lain sebagainya. 
Adapun pengutipan yang lain adalah mengutip jumlah keluarga miskin yang 
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masuk dalam kriteria KK miskin di Kelurahan Ngadirejo ini. 
 
5.  Teknik Pengambilan Sampel 
a.  Populasi dan Sampel 
Menurut Sugiyono, populasi adalah subjek yang mempunyai kuantitas dan 
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan 
kemudian ditarik simpulan (dalam Susanto; 2006:113).  Dalam penelitian ini 
populasinya adalah seluruh masyarakat miskin yang berada di wilayah 
Kelurahan Ngadirejo. 
Sedangkan pengertian sampel menurut Nawawi artinya adalah sebagian dari 
populasi untuk mewakili seluruh populasi (dalam Susanto; 2006:114).  
Dari pengertian tersebut maka, sampel dalam penelitian ini adalah sebagian 
masyarakat miskin yang menerima BLM P2KP, yang  terdiri dari masyarakat 
miskin yang menerima dan memanfaatkan    hasilnya, masyarakat miskin yang 
menerima tapi tidak memanfaatkannya dan masyarakat miskin yang sama sekali 
tidak menerima sekaligus memanfaatkan BLM P2KP tersebut. 
b.  Teknik Pengambilan Sampel 
Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel yang dikenal 
dengan sebutan "purposive sampling", di mana peneliti cenderung memilih 
informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data 
yang mantap dan mengetahui masalahnya secara dalam.  Namun demikian 
informan yang dipilih dapat menunjukkan informan lain yang lebih tahu, maka 
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pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kemantapan 
peneliti dalam memperoleh data (Patton dalam H.B. Sutopo; 2002:56). 
Metode purposive sampling yang digunakan disini adalah dengan cara 
pengambilan sampel variasi maksimum atau maximum variation sampling. 
Startegi pengambilan sampel variasi maksimum dimaksudkan untuk dapat 
menangkap atau menggambarkan suatu tema sentral dari studi melalui 
informasi yang saling menyilang dari berbagai tipe responden (Slamet, Y; 
1994:65). Dalam penelitian ini, untuk menjadikan informannya, peneliti 
mengambil 12 orang informan yang terdiri dari 2 orang masyarakat miskin yang 
menjadi panitia di tingkat kelurahan (BKM), 3 orang masyarakat miskin yang 
menjadi panitia di tingkat RT (KSM), 5 orang keluarga miskin yang tidak 
terlibat menjadi panitia di tingkat mana pun, 1 orang panitia di tingkat 
keluarahan (BKM) yang tidak masuk kategori miskin, dan 1 orang perangkat 
kelurahan. 
Dari seluruh calon informan tersebut hanya merupakan patokan yang 
bersifat fleksibel. Apabila ternyata nanti pada waktu melakukan penelitian 
peneliti kurang puas dengan jawaban informan-informan tersebut diatas, maka 
peneliti bisa menambah jumlah informan dengan menanyakan informan lain 
yang dianggap lebih tahu kepada informan sebelumnya.  
6.  Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian kualitatif ada macam-macam cara yang dapat diikuti dalam 
rangka analisis data. Tidak ada satu cara tertentu yang dapat dijadikan pegangan bagi 
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semua penelitian. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah model analisis 
interaktif yang biasa dipakai dalam penelitian deskriptif dan eksplanatif. Oleh karena 
itu, penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif. Dalam model ini ada tiga 
komponen analisa, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Aktivitasnya dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data 
sebagai suatu proses siklus. Adapun pengertian dari tiga komponen analisa tersebut 
adalah: 
a.  Reduksi data 
Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang 
mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak 
penting dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan penelitian dapat 
dilakukan. 
b.  Sajian data 
Sajian data merupakan satu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam 
bentuk narasi, kalimat, matriks, gambar atau skema, tabel maupun grafik yang 
disusun secara logis dan sistematis sehingga mudah dilihat, dibaca dan 
dipahami yang mempermudah melakukan penarikan simpulan. 
c.  Penarikan simpulan dan verifikasi 
Dari awal pengumpulan data peneliti sudah harus memahami arti dari 
berbagai data yang diperoleh. Simpulan akhir baru akan diperoleh setelah 
proses pengumpulan data berakhir. Agar cukup mantap dan benar-benar bisa 
dipertanggungjawabkan, setelah penarikan simpulan perlu verifikasi. Pada 
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dasarnya makna data perlu diuji validitasnya supaya simpulan penelitian 
menjadi lebih kokoh dan dapat dipercaya (HB. Sutopo; 2002:93). Dalam 
penelitian ini, peneliti menggunakan model analisis interaktif yaitu: reduksi 
data, sajian data serta penarikan simpulan dan verifikasi berjalan bersama pada 
waktu kegiatan pengumpulan data sebagai suatu siklus yang berlangsung 
sampai akhir penelitian 
Untuk lebih jelasnya langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a.  Pengumpulan data 
Pada tahap ini peneliti mengumpulkan data yang sekiranya diperlukan dan 
dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini. Peneliti berusaha 
mengampulkan data dengan cara melakukan berbagai teknik yang telah 
dikemukakan di atas. 
b.  Reduksi data 
Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data 
(kasar) yang ada dalam fieldnote. Proses ini berlangsung terus sepanjang 
pelaksanaan penelitian yang dimulai dari bahkan sebelum pengumpulan data. 
Proses reduksi ini terus berlangsung sampai laporan akhir penelitian selesai 
ditulis. Reduksi data adalah bagian dari analisis yang mempertegas, 
memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting, dan 
mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. 
c.  Sajian data 
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Adalah suatu rakitan organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan 
penelitian dapat dilakukan. Dengan melihat suatu penyajian data, peneliti akan 
mengerti apa yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada 
analisis ataupun tindakan lain berdasarkan pengertian tersebut. Penyajian data 
merupakan bagian analisis, sehingga kegiatan perencanaan kolom dalam bentuk 
matriks bagi data kualitatif  dalam bentuknya yang khusus, sudah berarti 
memasuki daerah analisis penelitian. 
Dalam penelitian ini peneliti berusaha menyajikan data semaksimal 
mungkin agar hasil dari penelitian ini dapat langsung dimengerti oleh para 
pembaca.Di samping menguraikan data dalam bentuk uraian mengingat jenis 
penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, peneliti juga menampilkan 
atau menyajikan hasil penelitian dalam bentuk matriks sehingga lebih ringkas 
agar lebih mudah untuk dimengerti. 
d.  Penarikan simpulan 
Dalam awal pengumpulan data, peneliti sudah harus mulai mengerti   apa 
arti dari hal-hal yang ditemui dengan melakukan pencatatan peraturan-
peraturan, pola-pola, pernyataan-pernyataan, konfigurasi-konfigurasi yang 
mungkin, arahan sebab akibat, dan proposisi-proposisi. Kesimpulan akhir tidak 
akan terjadi sampai proses pengumpulan data berakhir. Kesimpulan yang perlu 
diverifikasikan yang dapat berupa suatu pengulangan yang meluncur cepat, 
sebagai pemikiran kedua yang timbul melintas dalam pikiran peneliti pada 
waktu menulis dengan melihat kembali sebentar pada fieldnote. 
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Kegiatan penarikan kesimpulan yang dilakukan dalam penelitian ini baru 
dapat dilakukan seteleh proses penelitian berakhir. Penarikan kesimpulan 
dilakukan dengan cara menghubungkan sebab akibat dari data yang diperoleh di 
lapangan, kemudian melakukan pengulangan sehingga diperoleh suatu 
kesimpulan yang dilakukan dengan sesekali melihat fieldnote sehingga 
penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan baik dan kesimpulan yang 
diambil dapat maksimal. 
Semua komponen analisis yang berlaku saling menjalin, baik sebelum,   pada 
waktu, dan sesudah pelaksanaan pengumpulan data secara paralel, merupakan analisis 
yang umumnya disebut sebagai model analisis mengalir (flow model of analysis). 
Komponen analisis tersebut dapat juga dilakukan dengan cara bahwa semua 
komponen analisis tersebut aktivitasnya berbentuk interaksi dengan 
proses pengumpulan data sebagai proses siklus. 
Bagan I.2 Model Bagan Analisis Interaktif 
 Pengumpulan data  
 
Reduksi data      Sajian data 
 
Penarikan simpulan 
(H.B Sutopo; 2002:96) 
 
7.  Validitas data 
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Banyak cara yang dapat ditempuh dalam proses penelitian kualitatif, di mana 
salah satu cara mengkur validitas data kualitatif dengan cara trianggulasi. Validitas 
adalah kebenaran. Dalam penelitian kualitatif penilaian kebenaran tidak diukur 
berdasarkan frekuensi dan variansi, melainkan dilandaskan pada diketemukannya hal-
hal yang esensial, hal yang intrinsik benar. Penelitian kualitatif mengejar kebenaran 
lewat daketemukannya sumber terpercaya sehingga hal yang hakiki, yang intrinsik, 
yang esensial dapat diketemukan (Noeng Muhadjir, 2000:53). 
Validitas data diperlukan untuk memperoleh data yang tepat dan kesimpulan 
yang benar serta mantap. Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara trianggulasi 
data (sumber) yang tidak sejenis di mana peneliti dalam pengumpulan data 
menggunakan metode yang berbeda atau dengan mengumpulkan data sejenis dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda, di mana data diperoleh dan 
wawancara, observasi dan dokumentasi. Trianggulasi seperti ini juga biasa disebut 
sebagai methodological trianggulation. 
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BAB II 
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 
 
A. KEADAAN GEOGRAFIS 
Secara administratif kelurahan Ngadirejo merupakan bagian atau 
terletak di wilayah Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Propinsi Jawa 
Tengah. Kelurahan Ngadirejo memiliki orbitasi sebagai berikut: jarak dari 
pemerintahan kecamatan 1 km, sedangkan dari ibukota kabupaten 20 km dan dan 
ibukota propinsi 50 km. 
Dari jarak tersebut dapat diketahui bahwa posisi Kelurahan Ngadirejo 
sangat strategis karena letaknya berdekatan dengan ibukota kecamatan. Meskipun 
jarak yang harus ditempuh untuk mencapai ibukota kabupaten cukup jauh, namun 
sarana transportasi umum yang melewati jalur ke ibukota kabupaten cukup 
banyak tersedia, sehingga memudahkan masyarakat untak melakukan mobilitas ke 
manapun untuk mengurusi urusan administrasinya. Kelurahan Ngadirejo 
mempunyai luas 77,86 Ha dengan batas-batas wilayah sebagai berikut: 
1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Singopuran dan Desa Pabelan 
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Ngemplak dan Desa Gumpang 
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kelurahan Kartasura dan Desa 
Singopuran 
4. Sebelah Timur : berbatasan dengan Desa Gumpang dan Desa Pabelan  
Kelurahan Ngadirejo yang dikatakan sebagai dataran rendah tersebut 
mengakibatkan penggunaan lahan sebagian besar diperuntukkan bagi pemukiman 
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Kelurahan Ngadirejo yang dikatakan sebagai dataran rendah tersebut 
mengakibatkan penggunaan lahan sebagian besar diperuntukkan bagi pemukiman 
penduduk, sehingga di kelurahan ini mempunyai penduduk yang sangat padat. 
Dari luas tersebut dapat dilihat dalam penggunaan dan peruntukkan tanah di 
Kelurahan Ngadirejo adalah sebagai berikut: 
Tabel II. 1 
Penggunaan dan Peruntukan Tanah 
Kelurahan Ngadirejo 
 
No Penggunaan & Peruntukan Tanah Luas (Ha) Prosentase (%) 
1 Pekarangan / Bangunan dll 74,01 95,1 % 
2 Lain-lain (sungai, jalan, kuburan) 3,85 4,9 % 
Jumlah 77,86 100% 
Sumber: data monografi tohun 2008 
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sebagian besar tanah 
dipergunakan untuk pekarangan atau bangunan tempat tinggal. Keadaan tersebut 
dikarenakan wilayah Kelurahan Ngadirejo ini tidak memiliki areal persawahan 
sehingga peruntukan tanah lebih banyak digunakan untuk mendirikan bangunan 
yang sebagian bangunan tersebut tidak hanya dipergunakan untuk rumah tempat 
tinggal saja melainkan juga digunakan sekaligus untuk berusaha. 
 
B. KEADAAN DEMOGRAFI 
1. Jumlah Penduduk 
Kelurahan Ngadirejo terbagi menjadi 9 RW dan 29 RT. Menurut data 
monografi Kelurahan Ngadirejo tahun 2006, jumlah penduduk kelurahan ini 
mencapai 9.642 jiwa dengan jumlah KK sebanyak 2.697 KK yang terbagi 
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menjadi 4.774 jiwa penduduk laki-laki dan 4.868 jiwa penduduk perempuan. 
Jumlah penduduk tersebut terbilang cukup besar dan dimungkinkan masih 
banyak penduduk yang belum terdaftar di dalam data tersebut, hal tersebut 
dikarenakan banyak warga pendatang yang belum memiliki KK atau KTP di 
Kelurahan Ngadirejo ini. Dan data tersebut juga dapat dilihat bahwa jumlah 
penduduk perempuan sedikit lebih banyak jika dibandingkan dengan 
penduduk laki-laki 
2. Komposisi Penduduk 
a. Komposisi PendudukMenurut Kelompok Umur dun Kelamin 
Komposisi penduduk menurut kelompok umur dan kelamin dapat 
dilihat dari tabel sebagai berikut: 
Tabel II.2 
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Kelamin 
Kelurahan Ngadirejo 
No Kelompok 
Umur (Tahun) 
Laki-Laki Perempuan Jumlah Prosentase 
(%) 
1 0 - 4 511 486 997 10,34% 
2 5 - 9 442 348 790 8,2% 
3 10 - 14 365 368 733 7,6% 
4 15 - 19 397 427 824 8,55% 
5 20 – 24 464 510 974 10,1% 
6 25 – 29 474 496 970 10,06% 
7 30 – 39 807 844 1.651 17,12% 
8 40 – 49 603 593 1.196 12,4% 
9 50 – 59 373 406 779 8,08% 
10 >60 338 390 728 7,55% 
Jumlah 4.774 4.868 9.642 100% 
Sumber: data monografi tahun 2008 
Dari data tersebut di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah penduduk 
terbanyak kelurahan ini adalah kelompok umur 30 - 39 tahun yakni 
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sejumlah 1.615 jiwa atau 17,12% dan urutan terbanyak kedua adalah 
kelompok umur 40 - 49 tahun sebanyak 1.196 jiwa dengan prosentase 
12,4%. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang 
tergolong usia produktif relatif cukup besar. 
b. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
Penduduk di wilayah Kelurahan Ngadirejo memiliki jenis mata 
pencaharian yang beraneka macam. Keadaan tersebut dikarenakan 
Kelurahan Ngadirejo merupakan daerah yang strategis sehingga 
memungkinkan penduduknya untuk melakukan mobilisasi ke berbagai 
daerah lain dengan mudah. Oleh karena itu tidaklah heran jika jenis mata 
pencahariannya pun sangat beragam. Adapun jenis mata pencaharian 
penduduk Kelurahan Ngadirejo dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut: 
Tabel  II.3 
Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
Kelurahan Ngadirejo 
No Mata Pencaharian Jumlah Prosentase (%) 
1 Buruh / swasta 4.900 87,58% 
2 Pegawai negeri 166 2,97% 
3 Pengrajin 250 4,48% 
4 Pedagang 50 0,88% 
5 Penjahit 15 0,27% 
6 Tukang batu 45 0,8% 
7 Tukang kayu 25 0,45 % 
8 Peternak 25 0,45% 
9 Montir 9 0,16% 
10 Dokter 4 0,07% 
11 Sopir 31 0,55 % 
12 Pengemudi becak 45 0,8 % 
13 TNI / Polri 25 0,45% 
14 Pengusaha 5 0,09% 
Jumlah 5.595 100% 
Sumber : data monografi tahun 2008 
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Dari data di atas dapat dilihat bahwa peringkat terbanyak diduduki 
oleh penduduk yang bermatapencaharian sebagai buruh/swasta sebanyak 
4.900 orang atau 87,58% Penduduk dengan mata pencaharian sebagai 
pengrajin menempati urutan kedua dengan jumlah sebanyak 250 orang atau 
4,48 %. Urutan ketiga ditempati oleh penduduk yang bermatapencaharian 
sebagai pegawai negeri yakni sejumlah 166 orang atau 2,97 %.  
Mata pencaharian sebagai buruh/swasta merupakan jenis mata 
pencaharian yang paling banyak digeluti oleh penduduk di Kelurahan 
Ngadirejo karena di kelurahan mi berdiri beberapa perusahaan yang 
memungkinkan menyerap tenaga kerja yang berasal dari lingkungan 
Kelurahan Ngadirejo ini. Di samping itu, di daerah sekitar Kelurahan 
Ngadirejo ini juga terdapat beberapa perusahaan yang juga banyak menyerap 
tenaga kerja yang berasal dan kelurahan ini sehingga banyak penduduk yang 
bermatapencaharian sebagai buruh/swasta. 
Mata pencaharian sebagai pengrajin merupakan jenis mata pencaharian 
urutan kedua yang banyak digeluti oleh penduduk di kelurahan ini karena  
ada beberapa sentra industri di wilayah ini meskipun hanya merupakan 
industri yang berskala home industry namun juga dapat menyerap tenaga 
kerja dari penduduk di kelurahan ini. Industri yang ada di kelurahan ini 
antara lain: industri emping mlinjo, industri roti, industri tempe dan industri 
kerak/krupuk. Sedangkan jenis mata pencaharian dengan urutan terbanyak 
ketiga adalah pegawai negeri. Banyak penduduk dari Kelurahan Ngadirejo 
yang berprofesi sebagai pegawai negeri. Namun penduduk yang 
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bermatapencaharian sebagai pegawai negeri ini kebanyakan juga bekerja di 
luar wilayah Ngadirejo yakni di sekitar wilayah Kecamatan Kartasura dan se-
eks Karesidenan Surakarta. Wilayah Kelurahan Ngadirejo merupakan 
wilayah yang tidak memiliki areal persawahan sehingga tidak ada penduduk 
yang bermatapencaharian sebagai petani 
c. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 
Tingkat pendidikan penduduk sangat berpengaruh terhadap tingkat 
ekonomi seseorang. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan dapat 
dilihat dalam tabel sebagai berikut: 
Tabel II.4 
Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 
Kelurahan Ngadirejo 
 
No Tingkat Pendidikan Jumlah Prosentase (%) 
1 Tidak tamat SD / sederajat 284 5,95% 
2 Tamat SD / sederajat 960 20,11% 
3 Tamat SMP / sederajat 240 5,03% 
4 Tamat SMA / sederajat 2.625 55% 
5 Tamat D-1 21 0,44% 
6 Tamat D-2 48 1,01% 
7 Tamat D-3 275 5,76% 
8 Tamat S-1 305 6,39% 
9 Tamat S-2 15 0,31% 
Jumlah 4.773 100% 
Sumber: data monografi tahun: 2008 
 Tingkat pendidikan penduduk di Kelurahan Ngadirejo terbilang cukup 
baik. Dari jumlah keseluruhan 4.773 orang hanya 284 orang saja yang tidak 
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tamat SD atau sekitar 5,95 %. Bahkan dari jumlah sekian sejumlah 15 orang 
tamat pendidikan S-2 atau sekitar 0,31 %.  
Apabila kita lihat bersama urutan tingkat pendidikan mulai dari urutan 
pertama sampai ketiga adalah; urutan pertama yakni penduduk tamat SMA / 
sederajat sejumiah 2.625 orang atau 55 %. Urutan kedua adalah penduduk 
tamat SD/sederajat sejumlah 960 orang atau 20,11 %, dan urutan ketiga 
adalah penduduk tamat S-1 yakni sejumlab 305 orang atau 6,39 %. Dari 
urutan tersebut dapat terlihat bahwa tingkat pendidikan penduduk di 
Kelurahan Ngadirejo terbilang cukup baik dan memungkinkan tingkat 
ekonomi penduduk di kelurahan ini juga dapat dikatakan cukup baik pula.  
d.  Komposisi Penduduk Menurut Agama  
Komposisi penduduk menurut agama dapat dilihat melalui tabel 
sebagai berikut: 
 
Tabel II. 5 
Komposisi Penduduk Menurut Agama 
Kelurahan Ngadirejo 
 
No Agama Jumlah Prosentase (%) 
1 Islam 8.049 83,12% 
2 Kristen 878 9,07% 
3 Katholik 754 7,79% 
4 Hindhu 1 0,01% 
5 Budha 1 0,01% 
Jumlah 9.683 100% 
Sumber data monografi tahun 20086 
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Dari data tersebut diatas dapat dilihat jumlah penduduk yang memeluk 
agama Islam merupakan jumlah yang mayoritas yakni sejumlah 8.049 orang 
atau 83,12 %. Pemeluk Agama Kristen menempati urutan kedua yakni 
sejumlah 878 orang atau 9,07 % dan pemeluk Agama Katholik menempati 
urutan ketiga yaitu sejumlah 754 orang atau 7,79 %. Sedangkan pemeluk 
agama Hindhu dan Budha jumlahnya sama yakni masing-masing 1 orang 
atau 0,0 1 %. 
 
C. SARANA DAN PRASARANA 
1. Sarana Pendidikan 
Kelurahan Ngadirejo merupakan wilayah yang sangat strategis 
sehingga sarana pendidikan yang ada di wilayah Kecamatan Kartasura, 
Kabupaten Sukoharjo dan Kota Solo dapat diakses dengan mudah. Oleh 
karena itu di kelurahan ini hanya memiliki sarana pendidikan yang berupa TK, 
SD dan TPA saja. Adapun penduduk yang ingin melanjutkan ke jenjang 
pendidikan SMP, SMA maupun Pergurnan Tinggi dapat melanjutkan ke 
sekolah-sekolah yang berada di sekitar wilayah Ngadirejo tersebut dengan 
mudah. 
Jumlah sarana pendidikan di Kelurahan Ngadirejo dapat dilihat melalui 
tabel sebagai berikut: 
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Tabel II. 6 
Sarana Pendidikan 
Kelurahan Ngadirejo 
 
No Sarana Pendidikan Jumlah (buah) 
1 SD / sederajat 4 
2 TK 6 
3 TPA 12 
Jumlah 22 
Sumber: data monografi tahun 2008 
2. Sarana Peribadatan 
Jumlah sarana peribadatan yang ada di Kelurahan Ngadirejo dapat 
dilihat melalui tabel sebagai berikut: 
Tabel II. 7 
Sarana Peribadatan 
Kelurahan Ngadirejo 
 
No Sarana Peribadatan Jumlah (buah) 
1 Masjid 12 
2 Langgar / surau / mushola 10 
3 Gereja Kristen 4 
Jumlah 26 
Sumber: data monografi tahun 2008 
Dari data di atas dapat dilihat bahwa hanya 2 (dua) jenis agama yang 
memiliki tempat peribadatan yakni Islam dan Kristen saja. Agama Islam 
memiliki jumlah tempat peribadatan yang paling banyak karena Islam juga 
merupakan agama mayoritas di kelurahan ini. Sedangkan Agama Kristen 
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lain yakni Katholik, Hindhu dan Budha tidak mempunyai tempat ibadah di 
kelurahan ini. Akan tetapi apabila mereka ingin beribadah di tempat ibadah, 
mereka akan dengan mudah melakukannya di tempat ibadah di luar 
Kelurahan Ngadirejo ini. Tempat ibadah yang ada di wilayah Kecamatan 
Kartasura dan wilayah Kota Solo merupakan pilihan alternatif bagi mereka 
karena mereka dapat menjangkau tempat-tempat tersebut dengan cepat dan 
mudah. 
3. Sarana Kesehatan 
Seperti halnya sarana pendidikan dan sarana peribadatan yang ada di 
wilayah kelurahan ini, sarana kesehatan di kelurahan ini juga terbilang tidak 
cukup lengkap yang dikarenakan di wilayah sekitar kelurahan ini juga 
banyak berdiri sarana kesehatan yang lebih lengkap. Namun apabila dalam 
kondisi darurat dan seseorang memerlukan pengobatan dengan segera, di 
kelurahan ini ada beberapa tempat dokter praktek atau balai pengobatan 
untuk dapat dimintai pertolongannya. Adapun jumlah sarana kesehatan di 
kelurahan ini dapat dilihat melalui tabel sebagai berikut: 
Tabel II.8 
Sarana Kesehatan 
Kelurahan Ngadirejo 
No Sarana Kesehatan Jumlah 
1 Poliklinik / balai pengobatan 1 
2 Apotik 1 
3 Posyandu 6 
4 Tempat praktek dokter 3 
Jumlah 10 
Sumber: data monografi tahun 2008 
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Tempat dokter praktek dan balai pengobatan dapat digunakan sebagai 
rujukan penduduk ontuk memperoleh bantuan medis. Apabila penyakit yang 
dirasakan cukup serius, mereka bisa melakukan pengobatan ke tempat 
kesehatan yang lebih lengkap yaitu rumah sakit yang juga dengan mudah 
diakses oleh penduduk. 
4. Sarana Pemerintahan 
Sarana pemerintahan di Kelurahan Ngadirejo ini terbilang sudah 
lengkap meskipun kondisinya ada beberapa yang rusak. Namun demikian 
cukup untuk dapat menunjang kegiatan pemerintahan yang ada di kelurahan 
ini. Di bawah ini merupakan tabel jumlah sarana pemerintahan yang terdapat 
di Kelurahan Ngadirejo sebagai berikut: 
Tabel 11. 9 
Sarana Pemerintahan 
Kelurahan Ngadirejo 
No Sarana Pemerintahan Jumlah Keterangan  
1 Kantor Kelurahan 1 Rusak 
2 Mesin ketik 2 Rusak 
3 Pesawat telpon 1 Ada 
4 Meja 20 Ada 
5 Kursi 88 Ada 
6 Almari arsip 7 Ada 
7 Komputer 2 Ada 
Jumlah 121  
Sumber : data monografi tahun 2008 
Sarana pemerintahan di Kelurahan Ngadirejo ini sudah bisa dikatakan 
layak untuk mengadakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat.  Dengan 
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kondisi beberapa sarana yang rusak, bisa diajukan permohonan perbaikan 
kepada Pemda setempat yakni Pemda Sukoharjo untuk perbaikan beberapa 
asset yang rusak sehingga dapat memperlancar kegiatan pelayanan kepada 
masyarakat setempat. 
Adapun lokasi penelitian dipilih di kelurahan Ngadirejo karena 
Kelurahan Ngadirejo termasuk Kecamatan Kartasura yang merupakan 
proyek percontohan kecamatan di Kabupaten Sukoharjo. Kecamatan 
Kartasura sendiri terdiri dari 10 desa dan 2 kelurahan. Dari dua kelurahan 
tersebut yakni Kelurahan Kartasura dan Kelurahan Ngadirejo setelah 
dilakukan penelitian jumlah masyarakat miskinnya lebih banyak di 
Kelurahan Ngadirejo mengingat Kelurahan Kartasura berada di pusat 
kecamatan sehingga masyarakatnya lebih mampu dibanding dengan 
masyarakat di Kelurahan Ngadirejo. 
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BAB III 
PROFIL PROGRAM P2KP KELURAHAN NGADIREJO 
 
Sekalipun pembangunan sudah berjalan hampir 40 tahun jumlah 
penduduk miskin relatif besar, krisis multidimensional sejak tahun 1997 semakin 
memperburuk kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Sekitar 50% Daerah Tingkat      
II dilaporkan mengalami kasus-kasus rawan gizi, dan peningkatan angka 
pengangguran. 
Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pada saat itu 
belum mampu mengurangi kemiskinan. Hal ini disebabkan karena program-program 
tersebut melihat kemiskinan pada gejala-gejala yang tampak terlihat dari luar. Selain 
itu program-program demikian belum mendorong kemandirian masyarakat dan 
pemerintah daerah, dan keberlanjutannya pun belum dipikirkan. 
Implikasi lain dan program-program tersebut adalah terjadinya salah 
sasaran, munculnya ketergantungan masyarakat pada bantuan luar, terciptanya   
benih-benih keretakan sosial, dan melemahkan kerjasama antar warga.     
Melemahnya kerjasama antarwarga ikut mendorong perubahan perilaku    
masyarakat, antara lain semakin jauhnya semangat kemandirian, lemahnya 
kebersamaan dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama. 
Singkatnya, perubahan sosial khususnya pembangunan telah memudarkan nilai-nilai 
kemanusiaan seperti kejujuran, keadilan, keikhlasan / kerelawanan. 
Untungnya, sejak tahun 1999 Pemerintah Indonesia, melalui  
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Departemen Pemukiman Prasarana Wilayah (Kimpraswil) melaksanakan Proyek 
Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) guna mengisi kekurangan-
kekurangan di atas. 
 
A. STRUKTUR ORGANISASI 
Pada dasarnya Proyek Penanggulangan Kemiskinan di perkotaan    
(P2KP) adalah proyek Pemerintah Indonesia dalam rangka penanggulangan 
kemiskinan masyarakat di perkotaan. Untuk menyelenggarakan proyek tersebut  
maka ditunjuk Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah yang dalam 
pelaksanaannya bekerja sama dengan berbagai instansi di tingkat pusat dan      
daerah. Untuk pelaksana harian proyek di lapangan, maka dikontrak seperangkat 
konsultan (contracting out) yang bekerja di tingkat pusat maupun daerah.     
Konsultan ini bertanggung jawab langsung ke Departemen Permukiman dan 
Prasarana Wilayah, melalui Project Manajemen Unit (PMU). 
Lebih dari itu, P2KP dirancang sebagai gerakan bersama yang terpadu 
dalam penanggulangan kemiskinan melalui proses pemberdayaan masyarakat dan 
pemerintah daerah. Pemberdayaan ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak   
antara lain pemerintah, swasta, dan warga masyarakat luas. Semua pihak diharapkan 
dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik dalam      
memampukan kemandirian masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. 
1. Struktur Organisasi P2KP 
Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) merupakan 
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proyek pemerintah yang secara substansi berupaya memberdayakan masyarakat 
dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk pemerintah daerah dan  
kelompok peduli setempat, sehingga dapat dibangun "gerakan bersama" dalam 
menanggulangi kemiskinan secara mandiri dan berkelanjutan di wilayah 
bersangkutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka dituntut adanya pembagian 
peran yang jelas antar pelaku P2KP, baik yang langsung tergabung dalam 
organisasi proyek maupun pihak-pihak yang terlibat, seperti pemerintah daerah, 
para pemeduli, kelompok-kelompok masyarakat, dan lain-lain, dari tingkat pusat 
sampai dengan tingkat komunitas. 
Kejelasan tata peran dari pelaku-pelaku P2KP tersebut sangat penting 
dalam upaya membangun hubungan kerja yang integral dan komplementer agar 
tercapai misi utama P2KP, yakni memberdayakan masyarakat dalam 
menanggulangi masalah kemiskinan, yang didukung oleh pemerintah daerah    
serta kelompok peduli setempat. 
Struktur organisasi proyek menggambarkan pola penanganan proyek 
secara menyeluruh dari pusat sampai dengan daerah yang akan dijelaskan di  
bawah ini. 
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 
menetapkan Surat keputusan Tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana inter 
Departemen Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP).  
Tim Pengarah P2KP diketuai oleh Deputi Bidang Otonomi Daerah dan 
Pengembangan Regional Bappenas, serta wakilnya adalah Deputi VI Menko   
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Kesra dan Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen  
Kimpraswil. Tim pengarah beranggotakan unsur-unsur seperti dari Bappenas, 
Kantor Menko Kesra, Departemen Kimpraswil, Depdagri, Departemen    
Keuangan, Departemen Koperasi dan UKM, Deperindag, Biro Pusat Statistik     
dan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) Nasional. 
Tim Pengarah Inter Departemen akan didukung Tim Pelaksana Inter 
Departemen, yang diketuai oleh Direktur Perkotaan dan Pedesaan Bappenas     
serta Direktur Bina teknik Ditjen Perkim Departemen Kimpraswil selaku wakil 
ketua. Tim Pelaksana Inter Departemen P2KP beranggotakan unsur-unsur dari 
Bappenas, Departemen Kimpraswil, Depdagri, Departemen Koperasi & UKM, 
Departemen Keuangan, Deperindag, Kantor Menko Kesra, KPK Nasional dan  
Biro Pusat Statistik. 
Secara operasional, tim pengarah dan tim pelaksana inter departemen  
akan dibantu oleh Kelompok Kerja P2KP Nasional (Pokja P2KP Nasional) yang 
beranggotakan eselon III dari departemen-departemen terkait. Pembentukan    
Pokja P2KP Nasional ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal 
Perumahan dan Permukiman (Dirjen Perkim) Departemen Kimpraswil. 
Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil) adalah 
lembaga penyelenggara proyek (Executing agency) P2KP ini. Oleh sebab itu, 
Departemen Kimpraswil melalui Direktorat Jenderal Perumahan dan    
Permukiman (Ditjen Perkim) bertanggung jawab terhadap keseluruhan 
penyelenggaraan proyek P2KP. Sebagai lembaga penyelenggara proyek P2KP, 
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Departemen Kimpraswil di bawah arahan Tim Pengarah dan Tim Pelaksana     
Inter Departemen (Tim Interdept). 
Direktorat Jenderal Perumahan dan Permukiman Departemen   
Kimpraswil membentuk unit manajemen proyek atau  lebih dikenal sebagai     
PMU (Project Management Unit) yang dipimpin oleh seorang kepala yang 
membawahi beberapa staf. Kepala PMU, dibantu Pemimpin Proyek (Pimpro), 
mendapat mandat penuh serta bertanggung jawab langsung kepada Dirjen     
Perkim dalam melaksanakan tugas-tugas keproyekan P2KP. 
Kepala PMU dan Pimpro akan dibantu oleh konsultan advisory    
(advisory consultant) yang akan bertanggung jawab mengawal/menjaga     
substansi konsep P2KP dan menyusun pedoman-pedoman P2KP, baik pedoman 
umum, pedoman teknis maupun pedoman pelaku serta pedoman-pedoman yang 
memuat konsep-konsep dasar berkaitan pelaksanaan P2KP, misalnya pelatihan, 
sosialisasi, komunitas belajar, exit strategy, PAKET, dan lain-lain. 
Untuk pelaksanaan lapangan, Pimpro mengontrak Konsultan    
Manajemen Pusat (KMP) yang akan bertindak atas nama Pimpro sesuai dengan 
kewenangan yang diberikan Pimpro, untuk melakukan manajemen proyek      
secara menyeluruh termasuk manajemen Konsultan Manajemen Wilayah    
(KMW) yang akan bertugas di tiap satuan wilayah kerja (SWK). Di tiap SWK, 
akan ditangani oleh satu KMW yang berkantor di wilayah bersangkutan dan 
dipimpin oleh seorang Team Leader, yang bertindak sebagai Koordinator SWK 
dengan dibantu oleh beberapa tenaga ahli. Team Leader KMW juga dibantu      
 63 
 
oleh koordinator kota yang bertanggung jawab untuk menangani kurang lebih      
50 kelurahan sasaran atau 5 tim fasilitator. Koordinator kota berkedudukan di 
kota/kabupaten yang ditetapkan KMW sesuai kapasitas kelurahan sasaran dan 
dapat dibantu oleh beberapa tenaga sub-proffesional sesuai kebutuhan. 
Di tingkat kecamatan, pada setiap sekitar 10 kelurahan akan      
didampingi oleh Tim Fasilitator yang terdiri dari sekurangnya seorang      
Fasilitator Senior dan 3 Fasilitator. Jumlah anggota tim fasilitator akan   
disesuaikan untuk lokasi yang jumlah kelurahannya lebih banyak dan lokasi     
yang dianggap cukup terpencil, sesuai ketetapan Pimpro. Tim Fasilitator ini      
akan dikontrak oleh KMW dan bertanggung jawab langsung kepada KMW. 
Di samping itu di tiap kelurahan, masyarakat diharapkan dapat  
mendorong dan memberi kesempatan seluas mungkin relawan-relawan, yang 
nantinya melalui pendampingan dan penguatan kapasitas oleh tim fasilitator 
diharapkan mampu membantu masyarakat dalam melaksanakan proses dan 
kegiatan P2KP secara benar sesuai dengan pedoman P2KP. Relawan-relawan ini 
adalah orang-orang yang peduli, komitmen dan ingin memberikan kontribusi  
nyata bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat miskin dan warga rentan atau 
tertinggal (kelompok marjinal) yang ada di sekitarnya, melalui keterlibatan aktif 
dan konstruktif dalam pelaksanaan P2KP di wilayahnya. 
Secara rinci hubungan kerja antar unsur pelaksana proyek dari tingkat 
pusat sampai dengan tingkat masyarakat dapat dilihat pada bagan III. 1 berikut ini: 
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Keterangan Bagan III. 1 : 
 Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Inter Departemen adalah Tim yang 
beranggotakan Pejabat Eselon I dan II dan Kantor Menteri Koordinator 
Bidang Kesejahteraan Rakyat, Komite Penanggulangan Kemiskinan, 
Bappenas, Departemen Keuangan, Departemen Dalam Negeri,      
Departemen Perindustrian dan Perdaganagan, Departemen Permukiman      
dan Prasarana Wilayah, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil      
Menengah, BPS, yang dibentuk dengan Keputusan Menteri Negara 
Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional. 
 Tim Pokja Nasional adalah Tim yang beranggotakan Pejabat Eselon III      
dari Kantor Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Komite 
Penanggulangan Kemiskinan, Bappenas, Departemen Keuangan,   
Departemen Dalam Negeri, Departemen Perindustrian dan           
Perdagangan, Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah,   
Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, BPS, yang dibentuk 
dengan Keputusan Direktur Jenderal Perumahan dan Permukiman, dan     
yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu Kelompok Kerja Inter  
Departemen. 
 Direktur Bina Teknik adalah Direktur Bina Teknik Direktorat Jenderal 
Perumahan dan Permukiman. 
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 Direktur Perumahan dan Permukiman Wilayah Barat adalah Direktur 
Perumahan dan Permukiman Wilayah Barat Direktorat Jenderal      
Perumahan dan Permukiman. 
 Direktur Perumahan dan Permukiman Wilayah Tengah adalah Direktur 
Perumahan dan Permukiman Wilayah Tengah Direktorat Jenderal   
Perumahan dan Permukiman. 
 Direktur Perumahan dan Permukiman Wilayah Timur adalah Direktur 
Perumahan dan Permukiman Wilayah Timur Direktorat Jenderal     
Perumahan dan Permukiman. 
 Project Management Unit P2KP (PMU-P2KP) adalah sebuah unit kerja yang 
bertanggung jawab atas keberhasilan pelaksanaan proyek P2KP             
dengan tugas pokok melaksanakan koordinasi, pengendalian,           
monitoring dan pembinaan teknis P2KP. 
 Pimpro P2KP adalah Pemimpin Proyek yang bertugas memberikan   
dukungan teknis dan administratif pada semua unsur P2KP guna 
meningkatkan kelancaran dan ketertiban pelaksanaannya. 
 Konsultan Advisory (KA), berkedudukan Jakarta, bertugas            
memberikan masukan PMU/Pimpro dalam mengembangkan konsep-    
konsep dasar P2KP, menyusun Pedoman Umum dan Buku-Buku       
Pedoman lainnya, serta konsep kebijakan operasional sebagai acuan 
pelaksanaan pelaku P2KP. 
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 KE adalah Konsultan Evaluasi, berkedudukan di Jakarta, bertugas    
membantu PMU dalam mengevaluasi kegiatan serta hasil dari seluruh   
proyek P2KP 
 KMP adalah Konsultan Manajemen Pusat, berkedudukan di Jakarta dan 
bertugas membantu proyek dalam hal perencanaan, monitoring dan   
pelaporan pelaksanaan di lapangan yang dilakukan oleh Konsultan 
Manajemen Wilayah (KMW) 
 KMW adalah Konsultan Manajemen Wilayah berkedudukan di lokasi  
proyek, berada di bawah tanggung jawab dan koordinasi KMP, yang  
berperan sebagai pelaku utama pelaksanaan proyek di Tingkat Wilayah   
(yang mencakup beberapa kota/kabupaten). 
 BKM adalah Badan Keswadayaan Masyarakat. 
 KSM adalab Kelompok Swadaya Masyarakat. 
 Relawan/kader adalah Relawan Masyarakat.  
2. Sruktur Organasasi BKM Ke1uruhan Ngadirejo 
BKM di Kelurahan Ngadirejo bernama BKM "Ngadirejo Sejahtera". 
BKM ini merupakan pamtia yang bertugas untuk menjalanakan kegiatan     
Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) sehingga sampai kepada masyarakat 
penerima manfaat. BKM juga bertanggung jawab untuk membuat laporan 
pelaksanaan kegiatan penyaluran dana BLM P2KP di wilayahnya masing-   
masing. BKM bertanggung jawab untuk membuat laporan yang kemudian 
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disampaikan kepada masyarakat dan pihak kelurahan. Dari kelurahan, laporan itu 
akan diteruskan sampai ke tingkat yang paling atas yaitu pemerintah pusat. 
Adapun Struktur Organisasi BKM "Ngadirejo Sejahtera" dapat dilihat 
dalam bagan III.2 berikut ini: 
 
Bagan III.2 Struktur Organisasi BKM "Ngadirejo Sejahtera" 
BKM 
 
Sekretaris 
 
 
 
 
 
Unit Pengelola    Unit Pengelola   Unit Pengelola 
  Lingkungan            Sosial           Ekonomi/Keuangan 
 
 
 
 
KSM  KSM  KSM       KSM  KSM  KSM            KSM  KSM KSM 
Sumber : BKM Ngadirejo Sejahtera 
BKM "Ngadirejo Sejahtera" terdiri dari 13 orang anggota.   
Kepemimpinan BKM itu sendiri bersifat kolektif, yaitu tidak ada yang diangkat 
untak menjadi ketua sehingga hak, kewajiban dan tanggung jawab semua    
anggota adalah sama. Namun demikian, dalam struktur organisasi BKM tersebut 
ditunjuk seseorang untuk diangkat menjadi koordinator yang bertugas untuk 
mengkoordinir semua anggota-anggotanya sehingga visi dan misi daripada     
P2KP di kelurahan ini dapat tercapai BKM di sini dalam menjalankan tugasnya 
dengan sukarela atau tanpa mendapatkan honor/gaji dari pihak manapun. 
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Dalam kegiatan pelaksanaan di lapangan, BKM menunjuk 2 orang 
sekretaris dan 5 orang Unit-unit Pengelola (UP). UP terdiri dari 3 macam yaitu 
Unit Pengelola Lingkungan (UPL) I orang, Unit Pengelola Sosial (UPS) 1       
orang dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) 3 orang. Masing-masing UP ini 
bertugas untuk bertanggung jawab terhadap masing-masing program    
kegiatannya, yaitu kegiatan lingkungan/fisik, sosial dan ekonomi. UP kemudian 
dibantu oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM ) yang minimal 
beranggotakan 5 orang dalam melaksanakan tugasnya. KSM di sini merupakan 
ujung tombak pelaksana di lapangan, yang kemudian membuat pelaporan untuk 
diserahkan kepada UP. UP akan meneruskan laporan tersebut kepada sekretaris 
untuk kemudian dilaporkan kepada BKM oleh sekretaris dan juga diarsipkan. 
BKM akan melaporkannya ke kelurahan sehingga akhirnya sampai di tingkat 
Pemerintahhan pusat. Selain itu, laporan kegiatan dan informasi-informasi    
lainnya juga ditempel di papan informasi yang sudah ada guna transparansi 
kegiatan P2KP itu sendiri. Sekretaris dan UP -UP yang ada ini mendapatkan 
honor/gaji sesuai dengan kemampuan BKM di Kelurahan Ngadirejo ini. 
 
B. PENDANAAN PROYEK 
1. Sumber Dana 
Sumber dana P2KP berasal dari Pinjaman Bank Dunia, melalui IDA-
Credit dan IBRD-Loan dan APBN, APBD Propinsi dan APBD Kota/Kabupaten. 
2. Peruntukan Dana 
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Sumber-sumber dana P2KP digunakan untuk keperluan komponen  
proyek sebagai berikut : 
a. Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kapasitas untuk 
mengedepankan peran Pemerintah Daerah 
Biaya-biaya kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan 
kapasitas untuk mengedepankan peran pemerintah daerah pada dasarnya     
didanai dari sumber dana pinjaman Bank Dunia, yaitu berupa pendampingan    
tim fasilitator, lokakarya dan pelatihan masyarakat. Pemerintah pusat,   
pemerintah propinsi dan pemerintah kota/kabupaten juga mengalokasikan       
dana dari sumber APBN dan APBD masing-masing untuk beberapa kegiatan 
pelatihan dan lokakarya yang diperuntukkan bagi pengembangan kapasitas    
para-pihak yang ada di wilayah kerja masing-masing. Ketentuan mengenai     
jenis pelatihan dan sosialisasi yang dialokasikan dari APBN dan APBD akan 
ditetapkan PMU/Pimpro P2KP Pusat. 
b. Penyediaan Dana Bantuan Langsung ke Masyarakat (BLM) 
Dana Bantuan Langsung ke Masyarakat (BLM) bersumber pada dana 
pinjaman dan Bank Dunia, sementara pemerintah Indonesia (Pusat, propinsi     
dan kota/kabupaten) mengalokasikan dana untuk Biaya Operasional Proyek, 
termasuk BOP PJOK dan BOP Kelurahan.  
c. Penyediaan Dana Penanggulangan Kemiskinan Terpadu (PAKET) 
Dana PAKET bersumber dan pinjaman Bank Dunia, sementara 
pemerintah kota/kabupaten peserta PAKET mengalokasikan dana untuk Biaya 
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Operasional Proyek, termasuk sosialisasi, koordinasi, BOP PJOK PAKET,    
Pokja PAKET dan lain-lain. 
Dana PAKET untuk satu usulan kegiatan/sub proyek hanya untuk 
memenuhi 50% dari kebutuhan biaya yang diusulkan. Oleh karena itu, pihak 
pengusul kegiatan PAKET, khususnya dinas/instansi terkait bersama BKM,  
harus menyediakan kontribusi keswadayaan (dana dan natura) sebesar 50%      
dan total kebutuhan biaya yang disetujui Pokja PAKET.  
d. Dukungan Pelaksanaan atau Bantuan Teknis 
Dukungan pelaksanaan proyek atau bantuan teknis proyek akan 
sepenuhnya dibiayai oleh sumber dana pinjaman Bank Dunia, khususnya 
dialokasikan untuk keperluan biaya langsung personil maupun biaya langsung 
non personil, kegiatan sosialisasi dan pelatihan serta peningkatan kapasitas 
konsultan dan fasilitator. 
Untuk mengelola dana ini, Pemerintah pusat mengalokasikan dana   
untuk biaya operasional bantuan teknis, yang besarnya ditentukan sesuai 
kebutuhan. Sedangkan peruntukan dana yang bersumber dari dana APBN dan 
APBD dialokasikan untuk Biaya Operasional Proyek (BOP) bagi pelaksana 
instansi pemerintah maupun fasilitasi kegiatan P2KP di wilayah dan kegiatan 
lainnya. 
 
C. JENIS KEGIATAN 
Kegiatan yang dilakukan di BKM "Ngadirejo Sejahtera" ini terbagi 
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menjadi 3 jenis kegiatan yaitu kegiatan lingkungan/fisik, kegiatan sosial dan  kegiatan 
ekonomi. Masing-masing jenis kegiatan ini juga terbagi menjadi beberapa sub 
kegiatan lagi sesuai dengan jenis kegiatannya yang terlihat dalam uraian berikut ini: 
1. Kegiatan Lingkungan/Fisik 
Kegiatan Lingkungan/Fisik ini terbagi menjadi 3 jenis kegiatan; yaitu 
pembuatan saluran air, perbaikan jalan dan plesterisasi lantai rumah KK miskin. 
Pembangunan pada bidang kegiatan lingkungan/fisik ini bertujuan untuk 
menjadikan lingkungan di Kelurahan Ngadirejo ini menjadi lingkungan yang 
bersih, sehat, rapi serta indah. 
Pembuatan saluran air bertujuan untuk melancarkan sanitasi air di 
kelurahan ini sehingga pembuangan air menjadi lancar sehingga tidak 
menimbulkan sarang penyakit. Selain itu dapat menjadikan lingkungan ini menjadi 
bersih dan indah. Perbaikan jalan bertujuan untuk membuat jalan yang becek 
menjadi baik sehingga dapat memperlancar arus mobilisasi masyarakat dengan 
melalui jalan yang baik dan tidak becek lagi. Sementara itu, plesterisasi lantai 
rumah KK miskin bertujuan untuk memperbaiki lingkungan rumah sehingga 
menjadi rumah yang bersih dan sehat sehingga layak untuk dihuni/ditinggali. 
2. Kegiatan Sosial 
Kegiatan sosial juga terbagi menjadi beberapa sub kegiatan antara lain 
pemberian santunan beasiswa bagi anak-anak dari keluarga miskin, santunan anak 
yatim bagi anak dari keluarga miskin, santunan sembako bagi keluarga miskin, 
santunan jompo bagi warga miskin, pengobatan gratis bagi warga miskin dan 
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khitan massal untuk anak dari keluarga miskin. Pemberian santunan ini bertujuan 
untuk mengurangi beban hidup keluarga miskin, sehingga kebutuhan mereka dapat 
terpenuhi meskipun tidak dapat mencukupi semuanya. Santunan-santunan yang 
diberikan kepada mereka ini diharapkan tidak hanya berhenti sampai pada akhir 
proyek saja, tapi bisa diteruskan dengan cara menjalin kemitraan dengan pihak lain 
sehingga dapat lebih meningkatkan kualitas hidup warga miskin tersebut. 
3. Kegiatan Ekonomi 
Kegiatan ekonomi terbagi menjadi 2, yaitu ekonomi hibah dan ekonomi 
bergulir. Ekonomi hibah merupakan kegiatan yang dananya tidak perlu 
dikembalikan. Kegiatan dalam ekonomi hibah ini meliputi kegiatan pembangunan 
sarana dan prasarana lingkungan dan kegiatan pelatihan yang meliputi pelatihan 
sablon, pelatihan menjahit, pelatihan komputer, pelatihan pembuatan minyak 
kelapa murni, pelatihan pembuatan kripik tempe, pelatihan pembuatan rambak dan 
pelatihan pembuatan rengginan. Sementara itu untuk ekonomi bergulir kegiatannya 
berupa pemberian pinjaman untuk modal usaha dengan bunga yang relatif ringan. 
Kegiatan pinjaman bergulir ini harus dikembalikan oleh peminjamnya dengan cara 
mengangsur setiap bulan selama 10 kali dengan bunga yang sudah ditetapkan oleh 
BKM yaitu sebesar 1% dengan sistem bunga fiat/tetap. 
Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan bertujuan untuk 
memperlancar kegiatan ekonomi warga sehingga penghasilannya dapat lebih 
meningkat. Sedangkan kegiatan pelatihan bertujuan untuk menambah pengetahuan 
dan keterampilan masyarakat miskin sehingga mereka memiliki modal 
 74 
 
keterampilan untuk membuka usaha baru, yang bertujuan meningkatkan taraf 
hidup keluarganya. Sementara untuk pinjaman bergulir merupakan pinjaman uang 
yang bertujuan untuk memberikan modal atau menambahkan modal usaha kepada 
masyarakat miskin sehingga usaha mereka dapat berjalan dengan baik dan dapat 
meningkatkan usaha mereka agar kesejahtearaan keluarganya juga ikut meningkat 
pula. 
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BAB IV 
PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA 
 
Masalah kemiskinan di Indonesia sudah kian sulit untuk ditanggulangi. 
Semakin hari jumlah penduduk miskin semakin bertambah. Berbagai program 
pemerintah sudah dicanangkan untuk program pengentasan kemiskinan memang 
sudah sangat beragam jenisnya. Akan tetapi program-program yang telah ada 
tersebut nampaknya masih perlu banyak pengkajian yang lebih matang lagi guna 
penyempurnaan yang lebih lanjut supaya bisa tepat pada sasaran yang dituju, 
yakni masyarakat miskin. 
Persoalan kemiskinan sebenarnya bukan hanya tanggung jawab dari 
pemerintah saja, melainkan seluruh elemen bangsa diharapkan juga sama-sama 
ikut bertanggung jawab terhadap pengentasan kemiskinan yang ada di negeri ini. 
Program-program yang telah dirancang dengan bagus oleh pemerintah tersebut 
akan sia-sia saja hasilnya tanpa didukung oleh seluruh lapisan masyarakat. 
Masyarakat dalam hal ini khususnya adalah masyarakat miskin. Masyarakat 
miskin diharapkan juga ikut berpartisipasi dalam hal perencanaan program, 
pelaksanaan, sampai pada pemanfaatan hasil. Bentuk partisipasi yang semacam itu 
bersifat "bottom up", yakni masyarakat dari komponen paling bawah diajak untuk 
ikut merencanakan program apa yang paling sesuai dengan minat dan kebutuhan 
mereka. Diharapkan model partisipasi seperti ini dapat lebih efektif apabila 
diterapkan sebagai rancangan program pengentasan kemiskinan. 
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Melihat kenyataan tersebut di atas pemerintah mencanangkan program 
P2KP dengan maksud agar seluruh masyarakat ikut berpartisipasi. Dengan 
keadaan tersebut, diharapkan masyarakat miskin ikut merencanakan program apa 
yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka sehingga mereka dapat 
melaksanakan program ini dengan sukarela agar tujuan pemerintah untuk 
mengentaskan kemiskinan juga dapat terpenuhi dan sesuai sasaran yang dituju, 
yaitu masyarakat miskin terbebas dari kemiskinannya. Bentuk partisipasi 
masyarakat miskin tersebut dapat terlihat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
sampai pada pemanfaatan hasil BLM P2KP yang terdiri dan 3 (tiga) jenis 
kegiatan, yaitu kegiatan ekonomi, kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi. 
A. Profil Informan 
Informan yang diambil dalam penelitian ini seluruhnya berjumlah 9 
orang, yang seluruhnya merupakan keluarga miskin yang berada di Kelurahan 
Ngadirejo ini dengan karakteristik yang berbeda-beda. Untuk mengetahui 
gambaran umum mengenai kehidupan masing-masing informan ini, maka 
diperoleh profil informan tersebut seperti yang tergambar berikut ini: 
1. Ibu MM 
Beliau adalah seorang janda berusia 49 tahun yang harus menghidupi 1 
orang anak yang kini sudah duduk di kelas I SLTP.Untuk mencukupi 
kebutuhan hidup sehari-harinya, Ibu MM rela melakukan pekerjaan apa saja 
yang penting halal. Ibu MM terkadang membuat rambak, rempeyek, bothok  
dan pepes untuk dijual dengan cara dititipkan di warung-warung. Dengan 
pekerjaan yang demikian itu maka penghasilannya pun tidak menentu. Saat ini 
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Ibu MM beserta anaknya masih tinggal bersama orang tuanya. Meskipun Ibu 
MM sudah membuat rumah sendiri yang dulu dibangunnya bersama almarhum 
suami, namun rumah tersebut belum sepenuhnya jadi sehingga belum layak 
untuk ditinggali. 
2. Bapak  THP 
Usianya 42 tahun. Bersama istri dan empat orang anaknya, beliau telah 
menempati rumah yang sudah berstatus rumah sendiri. Anak yang pertama 
sekarang sudah bekerja di sebuah pabrik. Anak kedua dan ketiga duduk di  
kelas 3 dan kelas I SMK swasta di Solo, sedangkan anak yang terakhir duduk  
di kelas 2 MTsN atau setingkat SLTP. Bapak THP bekerja sebagai buruh 
bangunan, sedangkan istrinya ikut membantu menafkahi keluarga dengan 
bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Meskipun keduanya telah bekerja   
dan anak yang pertama sudah memiliki penghasilan sendiri, beliau mengaku 
kadang masih kerepotan dalam mencukupi kebutuhan sehari-hari apalagi   
kalau bersamaan dengan pembayaran ketiga anaknya yang semuanya sudah 
duduk di sekolah lanjutan. 
3. Ibu SY 
Berusia 42 tahun. Ibu SY mempunyai 3 orang anak, anak pertama    
sudah bekerja, anak yang kedua duduk di kelas I SLTA, sedangkan anak yang 
terakhir masih duduk di kelas I SD. Dulunya Ibu SY bekerja di sebuah pabrik, 
namun kemudian keluar. Sekarang, karena gaji suaminya yang hanya bekerja 
sebagai buruh bangunan, maka Ibu SY menerima tawaran pekerjaan dari 
tetangganya untuk menjadi pengasuh bayi. Penghasilan lbu SY sendiri 
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Rp.300.000,-/bulan, sedangkan suaminya kurang lebih Rp.35.000,-/hari. 
Penghasilan suaminya tersebut tidak pasti setiap harinya karena pekerjaannya 
sebagi buruh bangunan lepas sehingga suaminya tersebut hanya akan  
menerima upah apabila ada orang yang menggunakan jasanya. Meskipun anak 
yang pertama juga sudah bekerja, namun penghasilan anaknya tersebut hanya 
cukup dipakai untuk mencukupi kebutuhan pribadi anaknya itu.  
4. Ibu MRM 
Usianya 41 tahun. Ibu MRM mempunyai 2 orang anak. Anak pertama 
duduk di kelas 2 SLTP dan anak kedua masih kelas 6 SD. Saat ini lbu MRM 
bersama suami dan kedua anaknya masih tinggal di rumah mertuanya. Ibu 
MRM hanyalah seorang ibu rumah tangga, sementara itu suaminya bekerja 
srabutan dengan penghasilan yang tidak pasti setiap harinya. Suaminya   
bekerja sebagai tukang kayu, namun apabila ada yang membutuhkan   
tenaganya untuk menjadi buruh bangunan beliau juga bersedia. Terkadang 
kalau baru sepi order dan ada modal, suaminya tersebut membeli tanah untuk 
dibuat batu bata yang tentu saja pengerjaannya dibantu oleh Ibu MRM sendiri. 
Ibu MRM mengaku penghasilan suaminya kurang lebih Rp.25.000,-/hari, itu 
pun tidak setiap hari mendapat uang dengan jumlah yang sebesar itu karena 
tergantung dan ada atau tidaknya pekerjaan han itu.  
5. Ibu MSL 
Berusia 43 tahun. Ibu MSL mempunyai 2 orang anak, yang pertama  
kelas 2 STM dan yang kecil baru masuk TK Pekerjaannya sebagai ibu rumah 
tangga. Suaminya bekerja di sebuah proyek pembangunan yang  
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memungkinkan untuk sering bekerja sampai keluar kota. Meskipun demikian, 
Ibu MSL mengaku gaji yang diterima suaminya tidak mencukupi untuk 
mencukupi kebutuhan sehari-hari dan untuk menyekolahkan kedua anaknya. 
Oleh karenanya anak yang pertama harus tinggal bersama saudara Ibu MSL, 
sedangkan anaknya yang kecil baru bisa dimasukkan TK padahal seharusnya 
anaknya tersebut sudah mulai masuk TK pada tahun kemarin.  
6 Bapak SMT 
Usianya 50 tahun. Bapak SMT mempunyai 3 orang anak, yang     
pertama sudah menikah dan tinggal bersama suaminya. Sementara itu yang 
kedua baru saja lulus SMK dan masih mencari pekerjaan, sedangkan yang 
paling kecil masih duduk di bangku SD. Sehari-hari Bapak SMT bekerja 
sebagai tukang becak dengan penghasilan yang tidak tetap yakni rata-rata 
Rp.l0.000,- sampai Rp.15.000,- setiap harinya. Sementara itu istrinya 
membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan beerja di sebuah   
pabrik tekstil. Sekarang mungkin beban keluarga Bapak SMT sedikit  
berkurang karena anak keduanya baru saja lulus sekolah. Namun sewaktu 
masih menyekolahkan anaknya tersebut beliau mengaku seringkali kerepotan 
ketika hendak membayar biaya sekolah anak-anaknya. Meskipun anaknya 
tersebut sekolah di sekolahan negeri, tetapi Bapak SMT mengaku biaya 
sekolahnya itu memberatkan dirinya dengan keadaan ekonomi keluarganya 
yang demikian itu. 
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7. Bapak MGY 
Usianya 52 tahun. Beliau sebenarnya hanya mempunyai 1 orang anak 
perempuan yang sudah menikah dan sekarag memiliki 3 orang anak.   
Meskipun Bapak MGY sudah tidak perlu lagi menyekolahkan anaknya,   
namun kini beliau harus ikut menanggung beban keluarga anaknya dengan 3 
orang cucu. Kehidupan rumah tangga anaknya juga terbilang belum mapan, 
sehingga mengharuskan Bapak MGY ikut membantu perekonomian anaknya 
tersebut. Bapak MGY berprofesi sebagai tukang becak dengan pendapatan 
kurang lebih Rp.l0.000,- sampai Rp.15.000,- per hari. Di rumah, istrinya 
bekerja sebagai pembuat kerajinan emping mlinjo. Di samping itu untuk 
tambahan mencukupi kebutuhan keluarganya, Bapak MGY juga memelihara 
beberapa ekor kambing untuk diternakkan. 
8. Ibu SNS 
Berusia 33 tahun. Ibu SNS mempunyai 2 orang anak laki-laki, masing-
masing kelas 5 dan kelas 2 SD. Ibu SNS hanya seorang ibu rumah tangga. 
Namun setelah anak-anaknya beranjak besar dan membutuhkan biaya sekolah 
dan biaya hidup sehari-hari yang semakin besar, maka sudah beberapa bulan ini 
Ibu SNS menerima tawaran tetangganya untuk menjadi pengasuh bayi. Hal itu 
beliau lakukan mengingat penghasilan suaminya yang pas-pasan sebagai buruh 
bangunan, di samping Ibu SNS sendiri mempunyai banyak waktu luang ketika 
anak anaknya belajar di sekolah. 
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9. Bapak DK 
Usianya memang sudah terbilang lanjut, yakni 65 tahun. Pada usianya             
yang sekarang, Bapak DK seharusnya memang sudah berhenti bekerja dan  
tinggal menikmati masa senjanya. Ketiga orang anaknya memang semuanya 
sudah berkeluarga. Namun kebutuhan keluarga ketiga anaknya tersebut juga  
boleh dibilang sangat banyak sehingga beliau enggan untuk hanya sekedar 
mengharapkan tunjangan dari anak-anaknya itu. Bapak DK akhirnya       
menerima setiap pekerjaan yang ditawarkan orang-orang di sekitar yang 
membutuhkan jasanya. Beliau masih mampu untuk menarik becak dan beliau  
juga menerima tawaran orang-orang yang memintanya untuk membersihkan 
kebun. Upah yang diterima Bapak DK tersebut dipakainya untuk menghidupi 
dirinya sendiri bersama istri tercintanya. 
10. Bapak NSD 
Berusia 55 tahun. Awalnya Bapak NSD adalah seorang relawan yang 
diutus dari Ketua RT setempat untuk mengikuti pelatihan relawan. Namun 
setelah mengikuti berbagi macam pelatihan Bapak NSD akhirnya terpilih 
menjadi anggota BKM (panitia) di tingkat kelurahan. Bapak NSD berasal dari 
keluarga yang masuk kategori masyarakat miskin, namun beliau sangat 
terpanggil untuk dapat berpartisipasi dalam program ini demi membantu 
masyarakat di sekitarnya yang membutuhkan uluran tangan berbagai pihak. 
11. Ibu SH 
Ibu SH juga awalnya adalah seorang relawan yang dikirim oleh ketua RT 
setempat untuk mengikuti pelatihan yang dilaksanakan di Balai Kelurahan. 
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Beliau berusia 52 tahun. Sama dengan Bapak NSD, Ibu SH akhirnya juga 
terpilih untuk menjadi anggota BKM di Kelurahan Ngadirejo ini. Beliau malah 
ditunjuk untuk menjadi koordinator BKM yang beranggotakan 13 orang. 
12. Bapak DI 
Bapak DI adalah seorang perangkat kelurahan yang bertugas di 
Kelurahan Ngadirejo dan berusia 47 tahun. Beliau adalah seorang perangkat 
kelurahan yang ikut membantu dalam memperlancar program ini mulai dari 
tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai pada pemanfaatan hasil. 
 
B. Partisipasi Masyarakat Miskin dalam Perencanaan BLM P2KP 
Partisipasi masyarakat dalam perencanaan merupakan tahapan yang 
paling tinggi diukur dari derajat keterlibatannya. Di dalam tahap perencanaan ini 
orang diajak untuk turut membuat keputusan untuk menentukan langkah-   
langkah yang akan diambil selanjutnya bagi kepentingan mereka sendiri.   
Maksud dari membuat keputusan di sini adalah, masyarakat diajak untuk 
membuat rencana program yang mencakup merumuskan tujuan, maksud dan 
target. 
Dalam proses membuat rencana, melalui beberapa tahapan proses             
sehingga seseorang dapat dikatakan aktif berpartisipasi dalam perencanaan. 
Proses-proses tersebut antara lain, keaktifan menghadiri undangan rapat,  
keaktifan di dalam kegiatan rapat yang meliputi penyampaian pertanyaan, saran, 
kritik, usulan serta ide ataupun gagasan untuk membuat sebuah keputusan. 
Partisipasi masyarakat miskin dalam perencanaan BLM P2KP di Kelurahan 
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Ngadirejo dapat terlihat dan hasil wawancara terhadap beberapa informan yang 
telah diwawancarai. 
Yang pertama kali ditanyakan peneliti dalam kegiatan ini adalah    
apakah masyarakat miskin ikut menentukan atau ikut membuat keputusan dalam 
menerima P2KP di lingkungan mereka dengan cara diundang untuk diajak rapat 
guna merencanakan kegiatan P2KP tersebut. Ternyata dari hasil wawancara 
diketahui bahwa masyarakat miskin di Kelurahan Ngadirejo menerima 
sepenuhnya kegiatan P2KP di wilayah mereka, meskipun tidak semua   
masyarakat ikut andil banyak dalam kegiatan rapat yang menyangkut  
perencanaan program. Hal tersebut dapat terlihat dari wawancara terhadap lbu 
MM sebagai berikut: 
"... kula dijak Bu RT ten kelurahan dados relawan. Kula nggih dugi menghadiri 
rapat, nanging kula mendel mawon. Badhe usul sampun sami kaliyan sanese, 
mboten nate saran kritik nggih mboten nate. Senadyan mekaten kula nampi 
wontene kegiatan P2KP niku, amargi P2KP sae, tujuane kangge mbantu tiyang 
mboten gadhah..." 
"... saya diajak Bu RT ke kelurahan jadi relawan. Saya juga datang menghadiri 
rapat, tapi saya diam saja. Mau usul sudah sama dengan yang lain, tidak pernah 
saran kritik juga tidak pernah. Walaupun demikian saya menerima adanya 
kegiatan P2KP itu, karena P2KP bagus, tujuannya untuk membantu masyarakat 
yang tidak mampu..." (Wawancara tanggal 23 Juni 2007) 
 
Ungkapan yang hampir senada juga diungkapkan oleh Bapak THP 
berikut ini: 
"... sepindah nate pikantuk undangan, kula nggih rawuh. Mboten nate usulan, 
mboten wonten ide, kritik, naming dados pendengar. Nampi sepenuhnya P2KP 
ten kampung mriki, amargi ngge mbantu masyarakat miskin..." 
"...sekali pernah mendapat undangan, saya juga datang. Tidak pernah usul, tidak 
ada kritik, hanya menjadi pendengar. Menerima sepenuhnya P2KP di kampung 
ini, karena untuk membantu masyarakat miskin..." (Wawancara tanggal 30 Juni 
2007) 
 
 84 
Demikian halnya dengan Bapak MGY juga menyatakan hal yang   
hampir mirip dengan kedua informan di atas yaitu: 
". .. nate pikantuk undangan sepindhah nggene Pak Tarno. Kula dugi, tapi kula 
mendel mawon, mboten tau usul napa-napa. Takon nggih mboten nate. Kula 
nampi P2KP margi niku saged kengge mbantu tiyang alit kados kula..." 
".,.pernah dapat undangan. sakali di tempat Pak Tarno. Saya datang,
 
tapi saya 
hanya diam saja, tidak pernah usul apa-apa. Bertanya juga tidak pernah. Saya 
menerima P2KP karena itu bisa untuk membantu orang kecil seperti saya..." 
(Wawancara tanggal 1 Agustus 2007) 
 
Namun demikian, bukan berarti masyarakat miskin yang hadir di     
dalam kegiatan rapat hanya menjadi pendengar semuanya. Ada juga masyarakat 
miskin yang aktif berbicara di dalam rapat untuk sekedar menyampaikan 
pertanyaan yang mereka belum mengerti seperti yang diungkapkan oleh Ibu 
MRM berikut ini: 
"... dapat undangan, nggih rawuh. Ngrungokke riyin, tapi yen wonten    
pertanyaan nggih taken. Kula nate takon, nek wonten sing mboten mudheng kan 
nggih ditangletke. Usul nate kersane P2KP berjalan sae, mboten nate   
saran/kritik. Kula nampi sepenuhnya amargi program niku kangge membantu 
masyarakat miskin kados kula..." 
". .. dapat undangan, ya datang. Mendengarkan dulu, tapi kalau ada pertanyaan   
ya tanya. Saya pernah bertanya, kalau ada yang tidak mengerti kan ya   
ditanyakan. Usul juga pernah biar P2KP berjalan lancar, tidak pernah   
saran/kritik. Saya menerima sepenuhnya karena program itu untuk membantu 
masyarakat miskin seperti saya..." (Wawancara tanggal 18 Juli 2007) 
 
Dari hasil wawancara di atas jelas terlihat bahwa masyarakat miskin di 
Kelurahan Ngadirejo juga ikut berpartisipasi dalam merencanakan program   
P2KP di wilayahnya. Mereka menerima sepenuhnya kegiatan P2KP di wilayah 
mereka. Wujud partisipasi yang mereka berikan untuk mengambil keputusan 
bahwa mereka menerima P2KP di daerah ini dengan cara mereka ikut   
menghadiri undangan rapat untuk merencanakan program ini. Walaupun di   
dalam rapat kebanyakan dari mereka kurang aktif dalam kegiatan rapat tersebut, 
namun mereka tetap menerima P2KP tersebut karena mereka mengetahui bahwa 
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tujuan dari P2KP yaitu untuk membantu masyarakat miskin agar mereka       
keluar dari kemiskinannya. 
Sementara itu, kegiatan P2KP meliputi 3(tiga) macam bidang kegiatan 
yang terdiri dari bidang ekonomi, sosial dan lingkungan/fisik. Masing-masing 
bidang itu juga memerlukan perencanaan tersendiri untuk merumuskan kegiatan 
yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin tersebut. 
Bidang ekonomi terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu ekonomi hibah  
dan ekonomi bergulir. Ekonomi hibah terdiri dan pelatihan dan pembangunan 
sarana fisik yang bertujuan untuk memperlancar kegiatan ekonomi. Bidang   
sosial terdiri dari 6 (enam) kegiatan yaitu pemberian santunan sembako,   
santunan beasiswa, santunan anak yatim, santunan warga jompo, pengobatan 
gratis, dan khitanan massal. Sedangkan bidang lingkungan/fisik terbagi menjadi   
3 (tiga) macam kegiatan, yaitu pengecoran jalan, pembuatan saluran air dan 
plesterisasi lantai rumah. Tentu saja semua jenis kegiatan tersebut di atas 
diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang ada di wilayah Kelurahan   
Ngadirejo. 
Dari hasil wawancara yang telah dilakukan ternyata tidak ada rapat-  
rapat khusus di tingkat RT untuk membahas masing-masing bidang tersebut di 
atas. Peneliti menanyakan kepada informan apakah mereka mendapat undangan 
untuk membahas kegiatan masing-masing bidang dan apakah masyarakat miskin 
tersebut ikut menyumbanngkan sesuatu baik berupa waktu, tenaga, pikiran 
maupun materi daiam kegiatan rapat tersebut, dan berikut kutipan jawaban dari 
beberapa informan yang telah diwawancarai: 
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Ibu SY mengemukakan tentang partisipasinya dalam perencanaan     
BLM P2KP sebagai berikut: 
"... pertama ada rapat antar pengurus RW rapat di rumah Pak RT. Kemudian   
tidak ada rapat khusus, hanya kalau ada yang harus diumumkan ya diumumkan   
di pertemuan bapak-bapak tiap tanggal 5 dan di PKK. Saya menghadiri rapat 
tersebut berarti kan saya sudah menyumbangkan waktu dan tenaga saya untuk 
hadir dalam rapat tersebut..." (Wawancara tanggal 15 Ju1i 2007) 
 
Hal senada juga diungkapkan Ibu MRM sebagai berikut: 
"... rapat-rapat khusus mboten wonten tapi rapat mbahas P2KP keseluruhan 
wonten. Kula naming nyumbang tenaga lan waktu kangge rawuh ten rapat  
niku..." 
"... rapat-rapat khusus tidak ada tapi rapat membahas P2KP secara keseluruhan 
ada. Saya hanya menyumbangkan tenaga dan waktu untuk datang di rapat itu..." 
(Wawancara tanggal 18 Juli 2007) 
 
Tidak diketahuinya rapat-rapat di tingkat RT juga dibenarkan oleh Ibu 
MM berikut ini: 
"... rapat ten RT kula mboten ngertos. Kula naming ngertos rapat ten kelurahan. 
Rapat ten kelurahan kula nampi sedaya keputusan ingkang diputuske sareng-
sareng. Rapat niku kula mboten nyumbang napa-napa, naming rawuh thok. 
Menawi kegiatan lingkungan kula mboten ngertos. Mbok menawi bapak-bapak 
ingkang rapat duka. Kula mboten nate pikantuk undangan..."  
"... rapat di RT saya tidak tahu saya hanya tahu rapat di kelurahan. Rapat di 
kelurahan saya menerima semua keputusan yang diputuskan bersama-sama. Di 
dalam rapat itu saya tidak menyumbang apa-apa hanya datang saja.. Kalau 
kegiatan lingkungan saya tidak tahu. Mungkin bapak-bapak yang rapat saya   
tidak tahu. Saya tidak pernah mendapat undangan..." (Wawanncara tanggal 23 
Juni 2007) 
 
Di dalam rapat mereka juga kebanyakan memilih untuk berdiam diri   
dan hanya berperan sebagai pendengar tanpa memberikan usulan ataupun ide  
serta masukan. Keadaan seperti itu diungkapkan oleh Bapak SMT: 
"... tau rapat nggone Pak RT. Neng rapat aku meneng wae, bangsa rapat usul-  
usul emoh, rapate ngurusi kuwi yen nyokong yo nyokong ngono wae, manut   
wae. Yen kaya aku arep ra manut piye, wong ra nduwe. Yen kon rapat pokoke  
aku manut kancane ngono wae... " 
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"...pernah rapat di tempat pak RT. Di dalam rapat saya hanya diam saja,     
masalah rapat kalau harus usul-usul tidak mau, rapatnya mengurusi itu kalau 
disuruh iuran ya iuran begitu saja, menurut saja. Kalau seperti saya mau tidak 
menurut bagaimana, saya orang tidak punya. Kalau disuruh rapat pokoknya saya 
menurut sama teman-teman begitu saja..." (Wawancara tanggal 01 Agustus 2007) 
 
Ungkapan yang hampir senada juga diungkapkan oleh Bapak MGY 
sebagai berikut: 
"...rapat ten nggene Pak Tarno kula naming mendel mawon, idem mawon kalih 
rencang-rencang. Kula wedi riyin nek badhe usul mergi kula pun ngrumaosi nek 
tiyang alit. Nek wonten keputusan kula idem mawon..."  
"...rapat di tempat Pak Tarno saya hanya diam saja, ikut saja sama teman-    
teman. Saya takut dulu kalau mau usul karena saya sudah merasa kalau saya ini 
hanya rakyat kecil. Kalau ada keputusan saya ikut saja...
"
 (Wawancara tanggal    
0l Agustus 2007) 
 
Bapak THP juga menyatakan kalau tidak pernah usul dalam kegiatan 
rapat yang membahas mengenai P2KP di kampungnya yang dibahas bersamaan 
dengan rapat warga sebagai berikut: 
"...rapat disarengke Jum'at Kliwonan wonten panggenanipun Pak Yas mbahas 
kegiatan ngecor dalan kaliyan pinjaman modal usaha. Kula mboten nate usul, 
idem mawon... " 
"... rapat bersamaan dengan Jum'at Kliwonan di tempat Pak Yas membahas 
kegiatan pengecoran jalan dan pinjaman untuk modal usaha. Saya tidak pernah 
usul, ikut saja..." (Wawancara tanggal 30 Juni 2007) 
 
Sementara itu, ketika ditanyakan kepada Bapak DI tentang tahap 
perencanaan dalam BLM ini beliau mengungkapkan hal sebagai berikut : 
“......pada awalnya kami mengundang para ketua RT dengan membawa 5 (lima) 
orang untuk dijadikan sebagai relawan dengan mensyaratkan adanya keterwakilan 
KK miskin dan perempuan sebanyak 30%. Namun yang hadir dalam rapat 
tersebut kebanyakan justru malah para tokoh masyarakat sehingga KK miskin 
kurang begitu terwakili. Walaupun ada beberapa dari KK miskin yang hadir, 
namun kebanyakan dari mereka cenderung untuk pasif dan tidak banyak 
mengeluarkan ide atau gagasan. Kemudian dari yang hadir tersebut sebagian besar 
sudah berkeluarga, sehingga golongan muda kurang begitu terwakili....” 
(Wawancara tanggal 01 April 2008) 
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Dari beberapa petikan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa 
dalam merencanakan masing-masing bidang kegiatan tidak diadakan rapat-rapat 
khusus di tingkat RT. Rapat-rapat yang diselenggarakan di tingkat RT biasanya 
diikutkan sekalian dengan rapat-rapat yang diadakan tiap bulan oleh para warga. 
Tidak dipisahkannya rapat masing-masing bidang kegiatan bisa disebabkan 
karena permasalahan waktu yang menjadi hambatan paling utama, di samping 
faktor biaya. Apabila dalam perencanaan masing-masing bidang kegiatan 
diadakan rapat tersendiri, maka akan memerlukan waktu yang cukup lama untuk 
memutuskannya, di samping biaya yang dikeluarkan untuk mengadakan rapat 
tersebut juga akan semakin besar. 
Dalam rapat tersebut masyarakat miskin yang hadir kebanyakan juga 
hanya diam mendengarkan. Mereka tidak mau mengeluarkan usalan atau pendapat 
mereka pribadi karena mereka merasa bahwa mereka rakyat kecil yang           
tidak pantas mengeluarkan ide atau gagasan. Mereka hanya menerima saja 
keputusan yang dibuat bersama-sama di dalam rapat itu yang tentu saja ide atau 
usulan yang ada tidak datang dari masyarakat miskin itu. Padahal tidak jarang 
peserta rapat yang terdiri dari tokoh masyarakat dan masyarakat yang mampu 
sudah berupaya untuk membuat masyarakat miskin berbicara di dalam rapat, 
namun hasilnya tetap saja tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. 
Dalam tahap perencanaan ini, golongan atau kaum muda kurang begitu dilibatkan 
sehingga perencanaan program yang ada sasarannya hanya untuk yang sudah 
berkeluarga saja. Sehingga untuk golongan muda partisipasinya cenderung kurang 
karena mereka tidak dilibatkan dalam tahap perencanaan ini. 
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C. Partisipasi Masyarakat Miskin dalam Pelaksanaan BLM P2KP 
Partisipasi masyarakat miskin dalam pelaksanaan dapat terlihat dalam 
sejauh mana masyarakat miskin itu terlibat dalam pelaksanaan kegiatan yang  
telah direncanakan sebelumnya. Wujud partisipasi dalam hal perencanaan juga 
dapat dilihat melalui sumbangan yang berupa waktu, tanaga, pikiran dan materi. 
Pertanyaan yang diajukan oleh peneliti hanya seputar sumbangan apa 
yang masyarakat miskin berikan dalam kegiatan pelaksanaan BLM P2KP.  
 
1. Bidang Ekonomi 
Pelaksanaan bidang ekonomi yang terdiri dari pelatihan dan pinjaman 
bergulir ternyata juga mendorong masyarakat miskin untuk ikut berpartisipasi. 
Bentuk partisipasi yang diberikan masyarakat miskin dalam proses  
pelaksanaan dapat terlihat dan kutipan hasil wawancara berikut ini 
Ibu SNS mengungkapkan sebagai berikut: 
"... pas kegiatan pelatihan njahit kula tumut pelatihan, tapi ten pelatihan kula 
mboten nate nyumbang arta. Kula nggih naming tumut thok, tumut nyiapke 
sedanten kersane pelatihan saged berjalan lancar. Pinjaman bergulir nggih 
mekaten, mboten nate nyumbang arta, nanging kula nggih tumut 
pelaksanaanipun pinjaman bergulir..." 
"... waktu kegiatan pelatihan menjahit saya ikut pelatihan, tapi di pelatihan itu 
saya tidak pernah menyumbang uang. Saya ya hanya mengikuti saja, ikut 
mempersiapkan semuanya biar pelatihan bisa berjalan lancar. Pinjaman      
bergulir juga begitu, tidak pernah menyumbang uang, tapi saya juga mengikuti 
pelaksanaan pinjaman bergulir itu..." (Wawancara tanggal 02 Agustus 2007) 
 
Ibu MM juga mengungkapkan bahwa dirinya juga merasa tidak ikut 
menyumbang apa-apa kecuali hanya ikut pelaksanaan kegiatan bidang  
ekonomi saja: 
". .. kula mboten dados panitia, tapi kula tumut pelatihan-pelatihan ndamel 
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rambak, rengginan lan VCO kaliyan tumut pinjaman bergulir. Nyumbang arta 
lan sanese nggih mbeten nate amargi mboten didhawuhi nyumbang..."  
"...saya tidak menjadi panitia, tapi saya mengikuti pelatihan-pelatihan  
membuat rambak, rengginan dan VCO dan juga mengikuti pinjaman bergulir. 
Menyumbang uang dan yang lainnya juga tidak pernah karena tidak disuruh 
menyumbang..." (Wawancara tanggal 23 Juni 2007) 
 
 
 
Ibu SY mengungkapkan hal yang sedikit berbeda berikut ini: 
"... pernah menyumbangkan tenaga di pelatihan VCO. Tidak ada ide karena 
sudah cocok dengan program P2KP. Kalau sudah oke tidak perlu mendebat ini 
itu nanti ndak salah kaprah. Sebagai relawan untuk fotocopy saya pernah 
menyumbangkan uang tapi tidak apa-apa karena cuma sedikit jadi tidak usah 
ditukar karena saya ikhlas dan malu kan cuma sedikit, karena itu juga untuk 
masyarakat jadi saya ikhlas saja. Di pinjaman bergulir saya hanya mengikuti 
pelaksanaannya dengan cara ikut meminjam saja..." (Wawancara tanggal 15 
Juli 2007). 
 
Namun, ada juga yang mengatakan bahwa diri mereka sama sekali    
tidak mengikuti pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi seperti yang yang 
diungkapkan oleh Bapak DK berikut ini: 
"... pelatihan-pelatihan aku ra melu merga aku ra ngerti. Ra tau diumumke  
neng rapat bapak-bapak, ning jarene neng PKK tau diumumke. Silihan dhuwit 
dinggo modal usaha aku yo ra melu nyilih, merga aku ra nduwe jagan sing 
nggo nyaur pendhak sasine. Pendhak sasi entuke dhuwit ora ajeg beda karo 
pegawai sing blanjane sasen dadi pilih ora nyilih wae ndak kabotan..."  
"... pelatihan-pelatihan saya tidak mengikuti karena saya tidak tahu. Tidak 
pernah diumumkan di rapat bapak-bapak, tapi katanya di PKK pernah 
diumumkan. Pinjaman uang untuk modal usaha saya juga tidak ikut  
meminjam, karena saya tidak mempunyai harapan untuk memberi angsuran 
setiap bulannya. Tiap bulan dapatnya uang tidak pasti berbeda dengan   
pegawai yang gajinya bulanan jadi pilih tidak meminjam saja nanti malah 
keberatan..." (Wawancara tanggal 02 Agustus 2007) 
 
Bapak SMT juga mengungkapkan hal berikut ini: 
"... blas ra tau nyumbang apa-apa, melu yo ra tau. Pelatihan aku ra ngerti, nek 
golek utangan aku kan ra nduwe usaha, mengko ndak bingung nyaure..." 
"... sama sekali tidak pernah menyumbang apa-apa, mengikuti pelaksanaannya 
juga tidak pernah. Pelatihan saya tidak tahu, kalau mencari pinjaman saya kan 
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tidak mempunyai usaha, nanti malah bingung membayar angsurannya..." 
(Wawancara tanggal 0 1 Agustus 2007) 
 
Keadaan tersebut di atas memperlihatkan bahwa partisipasi masyarakat 
miskin dalam pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi masih belum maksimal. 
Memang di antara mereka juga sudah banyak yang ikut berpartisipasi, namun 
partisipasi yang mereka berikan hanya terbatas pada bentuk sumbangan   
waktu, tenaga dan sedikit yang ikut menyumbang materi. Sementara 
sumbangan yang berbentuk ide, gagasan, maupun pikiran belum begitu   
mereka berikan pada saat pelaksanaan. Mereka menganggap bahwa   
pemikiran-pemikiran yang telah diinstruksikan kepada mereka tinggal 
dijalankan saja tanpa perlu dikaji ulang. 
Sementara itu, ada juga masyarakat miskin yang sama sekali tidak 
berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi tersebut. Tidak 
ikutnya mereka dalam berpartisipasi lebih dikarenakan minunnya informasi 
yang mereka dapatkan. Mereka menganggap bahwa kegiatan pelatihan-
pelatihan yang ada hanya pantas diikuti oleh ibu-ibu saja. Penyampaian 
informasi pada pertemuan RT yang anggotanya bapak-bapak memang sangat 
jarang dilakukan, namun pada pertemuan PKK yang dihadiri ibu-ibu informasi 
tersebut selalu diinformasikan. Padahal sebenarnya, kegiatan pelatihan yang 
ada tersebut bukan hanya dominasi kaum wanita saja, kaum pria pun juga 
diharapkan untuk mengikuti kegiatan pelatihan itu, karena tujuan diadakannya 
pelatihan adalah untuk meningkatkan keterampilan sehingga keterampilan 
tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bekal untuk mengembangkannya menjadi 
sebuah usaha. Usaha yang dikembangkan melalui keterampilan yang sudah 
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mereka miliki tersebut, ke depannya diharapkan bisa meningkatkan taraf   
hidup dan kesejahteraan mereka. Adapun kegiatan ekonomi hibah yang berisi 
pelatihan-pelatihan ini juga kurang diminati oleh para generasi muda. 
Sebenarnya sasarannya yang lebih tepat justru kaum muda lah yang harusnya 
bisa mengikuti kegiatan ini agar mengurangi angka pengangguran di daerah ini. 
Namun karena dari tahap perencanaan golongan muda tidak banyak dilibatkan, 
sehingga pada saat pelaksanaannya pun golongan muda juga kurang berminat 
karena mungkin program kegiatan yang dijalankan tidak sesuai dengan 
keinginan dari generasi muda tersebut. 
Partisipasi masyarakat miskin dalam pelaksanaan pinjaman bergulir   
juga terbatas bentuk partisipasi yang berupa keikutsertaan mereka menjadi 
peminjam dalam kegiatan tersebut. Semua sudah diputuskan pada waktu 
perencanaan, sehingga pada waktu
 
pelaksanaan tinggal menjalankan   
keputusan yang telah disepakati bersama. Namun ternyata ada juga masyarakat 
miskin yang tidak mengikuti kegiatan pelaksanaan pinjaman bergulir itu 
padahal banyak dari mereka yang yang ikut "mengambil bagian" dalam 
kegiatan tersebut dengan cara ikut meminjam. Mereka yang tidak ikut 
meminjam disebabkan karena mereka merasa tidak mampu untuk 
mengembalikan uang pinjaman tersebut. Hal itu dikarenakan mereka tidak 
memiliki penghasilan yang tetap setiap bulannya sehingga mereka takut kalau-
kalau nanti tidak bisa mengembalikan. Padahal bunga penjaman yang diberikan 
relatif kecil yakni bunga flat 1% tiap bulan dan diangsur selama 10 (sepuluh) 
kali. 
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2. Bidang Sosial 
Pelaksanaan kegiatan bidang sosial BLM P2KP di Kelurahan     
Ngadirejo jaga mengharapkan partisipasi dari masyarakat miskin. Seluruh 
masyarakat miskin yang ada di kelurahan ini yang memenuhi kriteria untuk 
dikategorikan sebagai masyarakat miskin versi P2KP Kelurahan Ngadirejo ini 
hampir dipastikan menerima santunan yang diberikan melalui kegiatan bidang 
sosial karena bersifat hibah. Masyarakat miskin tersebut tidak hanya  
diharapkan kehadirannya pada saat pelaksanaan kegiatan saja untuk  
mengambil santunan yang akan diberikan kepada mereka, tapi lebih dari itu 
yakni sejauh mana mereka ikut terlibat dalam pelaksanaan kegiatan sosial 
sehingga kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Nampaknya 
masyarakat miskin di kelurahan ini juga menyadari akan hal itu. Mereka 
menyadari bahwa mereka juga harus terlibat dalatn kegiatan pelaksanaan ini, 
mengingat kegiatan tersebut diperuntukkan bagi mereka juga. 
Hal tersebut diungkapkan oleh ibu SY seperti terlihat pada petikan     
hasil wawancara berikut ini: 
"...pada waktu pelaksanaan kegiatan sosial saya jadi panitia pengobatan    
gratis. Di situ saya bertugas untuk mencatat daftar orang yang mengikuti 
pengobatan gratis itu. Tapi setelah semuanya selesai saya juga ikut membantu 
yang lain mana yang memerlukan bantuan saya sampai lari sana sini biar semua 
berjalan 1ancar..." (Wawancara tanggal 15 Juli 2007) 
 
Ibu MM juga mengungkapkan hal yang sama berikut ini: 
"...kula tumut dados panitia pengobatan gratis, tapi nggih mboten
 
nate 
nyumbang arto. Gagasan paling kula maringi usulan kersane saget lancar tur 
sing antri mboten kesuwen..." 
"...saya ikut jadi panitia pengobatan gratis, tapi ya tidak pernah menyumbang 
uang. Gagasan paling 
 
saya memberi usulan biar bisa lancar dan lagi yang 
mengantri tidak kelamaan..." (Wawancara tanggal 23 Juni 2007) 
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Meskipun demikian ada juga yang menyatakan tidak ikut berpartisipasi 
apa pun dalam pelaksanaan kegiatan sosial tersebut seperti yang dikemukakan 
oleh Ibu MSL berikut ini: 
"...pelaksanaan kegiatan sosial kula mboten nyumbang napa-napa. Kula  
mboten ngertos, ngertos-ngertos diparingi kartu saking Pak RT didhawuhi 
rawuh ten kelurahan mendhet sembako..." 
"...pelaksanaan kegiatan sosial saya tidak menyumbang apa-apa. Saya tidak 
tahu, tahu-tahu diberi kartu dari Pak RT disuruh datang ke kelurahan 
mengambil sembako..." (Wawancara tangal 31 Juli 2007) 
 
Hal seperti itu juga diungkapkan oleh Bapak DK berikut ini: 
"...sak ngertiku aku gur dikon mangkat nyang kelurahan njipuk sembako yo  
aku mangkat. Bar kuwi aku melu mriksakne pas kuwi aku rada masuk angin, 
sak banjure aku mulih ra ngreiwangi apa-apa..." 
"... setahu saya, saya hanya disuruh berangkat ke kelurahan untuk mengambil 
sembako ya saya berangkat. Setelah itu saya ikut memeriksakan karena saat       
itu saya agak masuk angin, setelah itu saya pulang tidak membantu apa-       
apa..." (Wawancara tanggal 02 Agustus 2007) 
 
Pelaksanaan bidang sosial ini, memang sudah melibatkan masyarakat 
miskin sebagai panitianya. Mereka yang didaulat sebagai panitia umumnya 
merasa senang karena mereka dapat melakukan sesuatu yang berguna minimal 
untuk diri mereka sendiri selain juga untuk saudara-saudara mereka yang 
senasib dengan mereka. Mereka senang walaupun mereka tidak punya apa-  
apa, setidaknya mereka masih mempunyai tenaga untuk disumbangkan kepada 
masyarakat yang lain serta diri mereka sendiri dalam program pemerintah   
yang bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan. 
Sumbangan yang berupa tenaga sebenarnya tidaklah cukup untuk 
melaksanakan kegiatan tersebut. Ide, pikiran ataupun gagasan juga penting 
untuk disampaikan guna lancarnya pelaksanaan kegiatan itu. Memang sudah 
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ada yang berani mengemukakan ide atau usulan pada waktu pelaksanaan 
kegiatan sosial ini, namun tidak sedikit pula yang merasa enggan untuk 
mengutarakan ide yang mereka punya lantaran mereka tidak cukup memiliki 
keberanian untuk berbicara. Keadaan seperti itu sebenarnya sangat  
disayangkan sekali mengingat masukan-masukan yang berupa pemikiran dari 
merekajuga sangat diperlukan di sini. 
Pada pelaksanaan kegiatan ini memang tidak semua masyarakat miskin 
dilibatkan untuk menjadi panitianya. Jadi wajar apabila ada di antara mereka 
yang merasa tidak melakukan apa-apa dalam kegiatan ini mengingat jumlah 
panitia yang terbatas. Panitia yang terbentuk biasanya merupakan orang-orang 
yang dipilih di masing-masing RT untuk ditugaskan ikut membantu dalam 
kegiatan pelaksanaan ini. Tetapi ada juga di antara mereka yang tidak ditunjuk 
oleh ketua RT bersedia dengan sukarela untuk membantu palaksanaan kegiatan 
ini. 
3. Bidang Lingkungan/Fisik 
Pelaksanaan kegiatan BLM P2KP bidang lingkungan/fisik terbagi 
menjadi 3(tiga) macam jenis kegiatan, yattu pengecoran jalan, pembuatan 
saluran air dan plesterisasi lantai rumah keluarga miskin. Keterlibatan 
masyarakat miskin dalam pelaksanaan kegiatan ini memang yang lebih 
diutamakan. Namun demikian, keterlibatan/partisipasi masyarakat yang bukan 
termasuk kriteria masyarakat miskin tidaklah kemudian dikesampingkan. 
Semua masyarakat tentu saja diharapkan partisipasinya. Hanya saja, 
keterlibatan masyarakat miskinlah yang menjadi prioritas utama karena itu 
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dilakukan untuk membentuk sikap kemandirian pada diri mereka sehingga  
tidak selalu tergantung pada orang lain. Dari awal program ini ditujukan untuk 
mengentaskan kemiskinan di dalam masyarakat, sehingga masyarakat 
miskinlah yang paling utama diharapkan partisipasinya untuk dapat 
melaksanakan program ini sebaik-baiknya sesuai dengan keinginan dan 
kebutuhan mereka. 
Tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan bidang-bidang yang lain, di    
sini peneliti juga menanyakan sejauh mana keterlibatan masyarakat miskin 
dalam kegiatan pelaksanaan bidang lingkungan/fisik ini. Ternyata jawaban   
dari sekian informan semuanya hampir seragam yaitu mereka mengaku ikut 
terlibat dalam pelaksanaan kegiatan ini, walaupun dengan keterbatasan yang 
mereka miliki seperti yang diungkapkan oleh Bapak THP berikut ini: 
"...kampung mriki pikantuk arto kangge ngecor dalan. Kangge ngecor dalan 
niku diwontenaken kerja bakti sedanten warga, kula nggih tumut kerja bakti 
niku. Trus amargi arto ingkang diparingke mboten cekap, warga disuwuni  
iuran malih kagem njangkepi kekiranganipun, kula nggih tumut mbayar 
iuran..." 
"...kampung ini mendapatkan uang untuk pengecoran jalan. Untuk    
pengecoran jalan itu diadakan kerja bakti seluruh warga, saya juga ikut kerja 
bakti itu. Terus dikarenakan uang yang diberikan tidak cukup, warga dimintai 
iuran lagi untuk mencukupi kekurangannya, saya juga ikut membayar    
iuran..." (Wawancara tanggal 30 Juni 2007) 
 
Bapak SMT juga mengungkapkan hal yang sama sebagai berikut: 
"... butuhe kampung apa melu kerja bakti ngono wae. Mbiyen kene nggawe 
selokan. Aku melu nyumbang tenaga, nek nyumbang dhuwit paling mbantu 
pira, ora ditentokke. Pokokke manut kancane, kancane nyumbang sepuluh yo 
sepuluh, limang ewu yo limang ewu..." 
"...kebutuhan kampung apa ikut kerja bakti gitu saja. Dulu di sini membuat 
selokan. Saya ikut menyumbangkan tenaga, kalau menyumbang uang paling 
mambantu berapa, tidak ditentukan. Pokoknya ikut temannya, temannya 
menyumbang sepuluh ya ikut sepuluh, lima ribu ya lima ribu..." (Wawancara 
tanggal 01 Agustus 2007) 
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Ibu SH mengungkapkan hal sebagai berikut : 
“...masyarakat miskin dibantu oleh masyarakat yang lebih mampu sama-sama 
ikut berpartisipasi dalam mendukung kegiatan ini. Banyak dari mereka yang 
tidak sungkan-sungkan untuk menyumbangkan apa saja yang mereka punya 
demi lancarnya kegiatan pembangunan di kampung masing-masing karena toh 
yang merasakan manfaatnya juga mereka sendiri...” (Wawancara tanggal 10 
April 2008) 
 
Kemudian ibu MSL juga menjelaskan hal seperti berikut ini: 
"... rumiyin pikantuk arto kagem ndamel selokan ngajeng griya niku. Ndamel 
selokan niku dikerjabaktekne sedaya warga. Bapak-bapak sami tumut kerja 
bakti, denging ibu-ibu naming tumut nyiapaken dhaharan kaliyan unjukan 
kagem ingkang kerja bakti. Menawi plesterisasi menika nggih wonten tapi   
kula mboten patos ngertos..." 
". .. dulu mendapat uang untuk membuat selokan depan rumah itu. Membuat 
selokan itu dikerjabaktikan oleh seluruh warga. Bapak-bapak semua ikut kerja 
bakti, tapi ibu-ibu hanya ikut menyiapkan makanan dan minuman untuk yang 
kerja bakti. Kalau plesterisasi itu juga ada tetapi saya tidak begitu mengerti..." 
(Wawancara tanggal 31 Juli 2007) 
 
Sementara itu Ibu SNS juga menyatakan bahwa ibu-ibu dalam       
kegiatan pelaksanaan pembangunan lingkungan/fisik ini hanya bertugas untuk 
menyiapkan makanan bagi para pekerja bakti seperti terlihat dalam petikan 
hasil wawancara berikut ini: 
"... nek kerja bakti niku kan sing ngurusi bapak-bapak, ibu-ibu paling naming 
nyawisi dhaharan kalih unjukan... " 
"... kalau kerja bakti itu kan yang mengurusi bapak-bapak ibu-ibu paling   
hanya menyediakan makanan dan minuman..." (Wawancara tanggal 02  
Agustus 2007) 
 
Partisipasi masyarakat miskin dalam pelaksanaan kegiatan 
lingkungan/fisik ini memang bisa dilihat dengan amat jelas sekali. Dalam 
pelaksanaan kegiatan lingkungan/fisik ini memang dikerjakan dengan cara 
swadaya selurah masyarakat yang dapat memungkinkan masyarakat miskin  
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ikut berpartisipasi secara maksimal dengan cara mengikuti kegiatan kerja bakti 
yang diadakan di lingkungan sekitar tempat tinggal mereka. Masyarakat   
miskin tersebut juga mengaku ikut menyumbangkan materi yang berupa uang 
untuk iuran guna melancarkan kegiatan tersebut. Sumbangan yang berwujud 
uang ini biasanya tidak terlalu mengikat bagi masyarakat miskin, tetapi   
mereka berusaha sebisa mungkin untuk ikut berpartisipasi menyumbangkan 
uang sesuai dengan hasil keputusan yang telah disepakati bersama. Umumnya 
mereka merasa sangat antusias mengikuti kegiatan kerja bakti tersebut, karena 
mereka juga merasa ikut bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan 
yang bersih dan sehat di wilayah mereka masing-masing 
Pelaksanaan kegiatan pembangunan lingkungan/fisik yang berupa     
kerja bakti ini ternyata tidak hanya didominasi oleh bapak-bapak saja. Ibu-ibu 
juga mengaku ikut terlibat dalam kegiatan kerja bakti tersebut meskipun 
partisipasi yang mereka lakukan jelas berbeda jika dibandingkan dengan 
partisipasi yang dilakukan oleh bapak-bapak. Ibu-ibu pada umumnya juga ikut 
bekerja bakti dengan cara bersama-sama menyiapkan makanan dan minuman 
bagi bapak-bapak yang bekerja bakti. Mereka melakukan semua itu dengan 
sukarela meskipun mereka hanya menyumbang makanan ala kadarnya atau 
bahkan ada yang sekedar ikut membantu memasak dan meayiapkan makanan 
serta minuman tersebut. 
 
D. Partisipasi Masyarakat Miskin dalam Pemanfaatan Hasil BLM P2KP 
Dalam memanfaatkan hasil BLM P2KP, masyarakat miskin juga 
diharapkan ikut berpartisipasi di dalamnya. Bentuk bentuk partisipasi yang    
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dapat dilakukan dalam pemanfaatan hasil BLM P2KP juga sangat beragam. Di 
sini peneliti menanyakan dalam memanfaatkan hasil BLM P2KP tersebut    
apakah masyarakat miskin dapat berpartisipasi dalam menjaga, memelihara dan 
melestarikan hasil-hasil BLM P2KP tersebut. 
1. Bidang Ekonomi 
Pemanfaatan hasil BLM P2KP dalam bidang ekonomi ternyata juga 
dirasakan oleh masyarakat miskin ini. Mereka juga mengaku ikut menjaga, 
memelihara dan melestarikan hasil-hasil BLM P2KP dalam bidang ekonomi 
yang berupa kegiatan ekonomi hibah dan ekonomi bergulir. Adapun 
pemanfaatan hasil yang dirasakan oleh masyarakat miskin dapat terlihat dari 
kutipan hasil wawancara beberapa infonnan berikut ini. 
Bapak MGY mengungkapkan hal seperti berikut ini: 
"... pelatihan mboten tumut amargi mboten ngertos. Pinjaman nggih mboten 
tumut, mboten wantun sing nyaur mbak. Amargi mboten wonten sing dingge 
jagan nyaur, gaweyane mboten mesti. Mangke nek pas nyaur nek mboten 
wonten artane sing ngge nyaur napa..." 
"...pelatihan tidak ikut karena tidak tahu. Pinjaman juga tidak ikut, tidak    
berani mengangsur mbak. Karena tidak ada yang dipakai untuk berjaga jaga 
mengangsur, pekerjaannya tidak pasti. Nanti kalan pas mengangsur kalau   
tidak ada uangnya yang dipakai untuk mengangsur apa..." (Wawancara   
tanggal 01 Agustus 2007) 
Apa yang diungkapkan oleh Bapak MGY tersebut berbeda dengan 
pengakuan Ibu MRM berikut ini: 
"... pelatihan ndherek ndamel rambak, minyak VCO, kalih rengginan. 
Ndamel kripik tempe kula naming tumut pas mbunteli thok. Pelatihan niku 
manfaate kagem nambah ilmu pengetahuan. Pinjaman bergulir kula tumut, 
manfaatipun nggih wonten. Kula pikantuke pas nyarengi mbayar sekolah. 
Artane kula ngge mbayar sekolah anak-anak, trus tesih wonten turahan kula 
ngge tumbas siti ngge damel boto..." 
"... pelatihan ikut membuat rambak, minyak VCO dan rengginan. Waktu 
membuat kripik tempe saya hanya ikut pada waktu membungkus saja.  
Pelatihan itu ada manfaatnya yaitu untuk menambah ilmu pengetahuan. 
 100 
Pinjaman bergulir saya ikut, manfaatnya juga ada. Saya mendapatkannya pada 
waktu bersamaan dengan membayar uang sekolah. Uangnya saya pakai untuk 
membayar sekolah anak-anak, terus masih ada sisanya saya pakai untuk 
membeli tanah untuk membuat batu-bata..." (Wawancara tanggal 18 Juli    
2007) 
 
Sementara itu Bapak THP mengungkapkan sebagai berikut ini: 
"...pelatihan kula mboten ngertos, sing ngertos ibu-ibu niku. Pinjaman kula 
pikantuk trus kula tumbaske cempe tiga tapi trus mati kalih. Manfaate nggih 
wonten, tapi gandheng cempene mati kalih nggih jelas hasile mboten kados 
sing dikarepke. Tapi kula tetep mbayar angsurane rutin pendhak wulan..."  
"...pelatihan saya tidak tahu, yang tahu para ibu-ibu. Saya mendapat pinjaman 
kemudian saya belikan anak kambing tiga tapi kemudian yang dua mati. 
Manfaatnya juga ada, tapi karena anak kambingnya mati dua ya jelas hasilnya 
tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Meskipun demikian saya tetap rutin 
membayar angsurannya setiap butan..." (Wawancara tanggal 31 Juni 2007) 
 
Ibu SY mengatakan hal sebagai berikut: 
"...saya ikut pelatihan VCO, manfaatnya jelas ada yaitu untuk menambah 
pengetahuan, kan bisa buat sendiri di rumah karena kalau membeli harganya 
mahal. Untuk pinjaman bergulir saya juga ikut ambil. Ada manfaatnya, 
meskipun sedikit tapi bisa untuk tambah modal usaha. Saya dulu usaha jualan 
baju tapi uang Rp. 500.000,- tidak cukup karena harga baju satu potong Rp. 
60.000,-. Saya juga ikut menjaga pinjaman tersebut. Setiap bulan saya ikut 
mengumpulkan uang dari teman-teman terus setor ke Bu Beno. Untuk 
meringankan petugas saya ikut membantu biar lancar..." (Wawancara tanggal 
15 Juli 2007) 
 
Sementara itu Bapak NSD mengemukakan hal sebagai berikut: 
“...banyak dari masyarakat miskin tidak begitu memanfaatkan adanya dana 
perguliran ini karena mereka mengaku justru merasa ketakutan sendiri kalau-
kalau tidak bisa mengembalikan. Sebenarnya kegiatan perguliran ini 
dimaksudkan untuk memberikan tambahan modal kepada masyarakat agar 
usaha yang dijalankan dapat lebih maju lagi...” (Wawancara tanggal 11 April 
2008) 
 
Bidang kegiatan ekonomi yang terdiri dari ekonomi hibah dan     
ekonomi bergulir hasilnya memang nyata dirasakan oleh masyarakat miskin. 
Untuk ekonomi hibah yang berupa pelatihan, kegiatan tersebut dimanfaatkan 
 101 
masyarakat miskin sebagai wahana untuk menambah ilmu pengetahuan serta 
keterampilan mereka, sehingga mereka dapat melakukan atau membuka usaha 
sendiri sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Akan tetapi usaha 
pemanfaatan hasil dalam kegiatan pelatihan ini memang sedikit menemui 
hambatan karena yang merasa antusias mengikuti pelatihan tersebut sebagian 
besar dari kalangan ibu-ibu. Sementara bapak-bapak banyak yang mengaku 
tidak tahu-menahu mengenai kegiatan pelatihan tersebut karena memang 
sosialisasinya dilakukan pada pertemuan PKK mengingat jenis pelatihannya 
pun biasnya diikuti oleh para ibu-ibu. 
Sedangkan untuk kegiatan pinjaman bergulir mereka mengaku 
manfaatnya juga banyak sekali. Pinjaman tersebut dipakai untuk 
mengembangkan usaha atau membuka usaha kecil-kecilan mengingat jumlah 
uang yang dipinjamkannya pun tidak terlalu besar. Masing-masing orang 
mendapat pinjaman maksimal Rp.500.000,- dan itu pun harus membuat 
kelompok yang jumlahnya paling sedikit lima orang. Hal itu dimaksudkan   
agar di dalam satu kelompok tersebut saling mengingatkan satu sama lain 
dalam hal pembayaran angsurannya. Bunga pinjamannya pun tidak terlalu  
besar yakni 1% dengan suku bunga flat dan diangsur selama sepuluh kali 
sehingga tidak memberatkan masyarakat miskin itu sendiri. Mereka juga 
mengaku ikut menjaga, memelihara dan melestarikan pinjaman bergulir 
tersebut dengan cara rutin membayar iuran setiap bulan. Mereka berharap 
dengan membayar angsuran yang rutin itu mereka bisa membantu orang lain 
yang kebetulan belum mendapat pmjaman untuk segera memperoleh   
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pinjaman. Di samping itu mereka juga berharap akan dapat memperoleh 
pinjaman uang lagi setelah pinjaman sebelumnya dilunasi, dengan demikian 
usahanya bisa bertambah maju. Namun bukan berarti kegiatan ini berjalan 
lancar sepenuhnya Ada juga beberapa kelompok yang kurang disiplin dalam 
membayar angsuran rutinnya. Kalau sudah begini, petugas yakni dari tim UPK 
{Unit Pengelola Keuangan) yang akan turun ke lapangan untuk menanyakan 
kendala apa yang dihadapi masyarakat miskin tersebut yang mengakibatkan 
mereka kurang disiplin dalam membayar angsuran setiap bulan, sehingga   
dapat dicari solusi secara bersama-sama. 
Di dalam kegiatan pinjaman bergulir ini, ada sebagian masyarakat  
miskin yang mengaku tidak berani untuk meminjam meskipun bunga yang 
ditawarkan boleh dibilang sangat rendah. Adapun alasan mereka tidak berani 
meminjam dikarenakan mereka takut tidak dapat membayar angsurannya  
setiap bulan. Memang pinjaman ini diperuntukkan bagi penambahan modal 
usaha, sehingga masyarakat miskin yang belum memiliki usaha merasa tidak 
memiliki cukup keberanian untuk membuka usaha mereka karena takut 
usahanya tidak berjalan lancar, sehingga mereka tidak sanggup untuk 
mengembalikan pinjamannya. 
2. Bidang Sosial 
Pemanfaatan hasil BLM P2KP pada bidang sosial ini diharapkan dapat 
dimaksimalkan oleh masyarakat miskin yang beratia di wilayah Kelurahan 
Ngadirejo ini. Partisipasi masyarakat miskin dalam memanfaatkan hasil BLM 
P2KP dalam bidang sosial yang meliputi kegiatan pemberian santunan ini 
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memang hanya sebatas menerima santunan tersebut dan memanfaatkannya 
sebagamiana yang diharapkan di dalam proyek ini. Hal itu seperti yang 
diungkapkan beberapa informan berikut ini: 
Bapak DK mengatakan hal berikut ini: 
"... aku entuk sembako karo entuk dhuwit jarene dinggo santunan jompo. 
Sombako njupuke neng kelurahan, ndilalah neng kelurahan yo ono pengobatan 
gratis. Mbarengi awakku rada ra penak, bar njipuk sembako aku melu 
mriksakke sisan mumpung gratis. Aku matur nuwun banget entuk sokongan, 
kanggo tambah mangan..." 
"... saya mendapat sembako dan mendapat uang katanya untuk santunan  
jompo. Sembako diambil di kelurahan, ternyata di kelurahan juga ada 
pengobatan gratis. Karena bersamaan saya kurang enak badan, setelah 
mengambil sembako saya ikut memeriksakan sekalian mumpung gratis. Saya 
sangat berterima kasih mendapat bantuan, untuk tambah membeli makan..." 
(Wawancara tanggal 02 Agustus 2007) 
 
Hal yang hampir senada juga diungkapkan oleh Bapak SMT berikut ini: 
"... anakku entuk beasiswa, manfaate nggo tuku buku. Sembako yo entuk, 
manfaate ngirit ra blanja..." 
"... anak saya mendapat beasiswa, manfaatnya untuk membeli buku. Sembako 
juga mendapat, manfaatnya bisa menghemat uang belanja,.." (Wawancara 
tanggal Ol Agustus 2007) 
 
Seakan-akan mereka semua kompak menjawab pertanyaan yang  
diajukan oleh peneliti, Ibu MSL juga mengungkapkan rasa terima kasihnya 
karena mendapat santunan kegiatan sosial seperti yang terlihat dalam petikan 
hasil wawancara berikut ini: 
"... santunan sosial kula pikantuk sembako kalih beasiswa kagem anak kula. 
Kula matur nuwun sanget sampun diparingi sembako saged ngge maem, dene 
beasiswa kagem tambah biaya sekolah anak kula..."  
"...santunan sosial saya mendapat sembako dan beasiswa untuk anak saya, Saya 
sangat berterima kasih sudah diberi sembako bisa untuk makan,          
sedangkan beasiswa untuk tambahan biaya sekolah anak saya "(Wawancara 
tanggal 31 Juli 2007) 
 
Santunan yang diberikan kepada masyarakat miskin sebagai hasil     
 104 
BLM P2KP bidang sosial ini memang dirasa cukup membantu. Mereka 
mengaku senang menerima santunan-santunan tersebut karena mereka merasa 
kebutuhan hidupnya sedikit terbantu. Memang tidak banyak yang bisa 
diberikan kepada masyarakat miskin tersebut mengingat dana yang 
dialokasikannya pun terbatas jumlahnya. Manfaat yang dirasakan oleh mereka 
pun juga sangat beragam. Paling tidak mereka bisa menghemat jumlah 
pengeluaran mereka pada saat itu, dan kelebihan uangnya bisa digunakan  
untuk kebutuhan yang lainnya. 
Usaha-usaha untuk menjaga, memelihara dan melestarikan hasil BLM 
P2KP dalam bidang sosial ini tampaknya memang sulit untuk diwujudkan   
oleh masyarakat miskin mengingat bentuk kegiatannya kebanyakan memang 
untuk mencukupi kebutuhan yang bersifat konsumtif atau langsung habis   
untuk dibelikan barang-barang konsumsi. Namun demikian, harapan ke 
depannya adalah santunan yang seperti ini tidak hanya berhenti sampai akhir 
proyek ini saja, melainkan bisa berlangsung seterusnya. Hal itu dapat 
diwujudkan apabila masyarakat yang lebih mampu bersama-sama pemerintah 
setempat ikut peduli terhadap nasib masyarakat miskin ini.  
3) Bidang Lingkungan/Fisik 
Hasil kegiatan pada bidang lingkungan juga dapat dimanfaatkan oleh 
masyarakat miskin. Hasil-hasil yang diperoleh pada bidang ini meliputi 
pembangunan selokan, pembuatan atau pengerasan jalan dan plesterisasi lantai 
rumah keluarga miskin. Seluruh hasil tersebut memungkinkan masyarakat 
miskin untuk berpartisipasi memelihara, manjaga dan melestarikannya, karena 
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hasil dari kegiatan tersebut merupakan suatu hasil pembangunan yang harus 
dirawat secara bersama-sama. Masyarakat miskin merasakan bahwa hasil 
pembangunan lingkungan ini sangat besar manfaatnya, terutama untuk 
menciptakan lingkungan yang bersih, rapi dan sehat. Pengakuan tentang 
kegembiraan masyarakat terhadap hasil pembangunan lingkungan tersebut 
dapat terlihat melalui kutipan hasil wawancara berikut ini. 
Ibu SNS mengemukakan hal berikut ini: 
"...manfaatipun pembangunan selokan niki kersane pas udan mboten banjir, 
sampahe saged mili. Carane njagi nggih ajeg diresiki..."  
"...manfaat dari pembangunan selokon ini supaya sewaktu musim penghujan 
tidak banjir, sampahnya bisa mengalir. Caranya menjaga dengan rutin 
dibersihkan " (Wawancara tanggal 02 Agustus 2007) 
 
Bapak THP juga merasa sangat senang karena lingkungannya     
mendapat bantuan untuk pengerasan jalan yang kebetulan lokasinya berada 
persis di depan rumahnya. Pengakuan Bapak THP tersebut dapat terlihat 
sebagai berikut: 
"... manfaate kathah, mbiyen dalane jeblok, sak niki pun mboten jeblok. Kula 
nggih ajeg nyapu kersane ketingal resik, menawi wonten kerusakan 
didandani..." 
"...manfaatnya banyak, dulu jalanan becek sekarang sudah tidak becek lagi. 
Saya juga rutin menyapu supaya terlihat bersih, apabila ada kerusakan 
diperbaiki..." (Wawancara tanggal 30 Juni 2007) 
 
Sementara itu Bapak SMT juga merasakan banyak manfaat setelah 
dibangunnya selokan di dekat tempat tinggalnya seperti terlihat dari petikan 
wawancara berikut ini: 
"... manfaate bar dibangun selokan yaiku banyu padha ra banjir meneh. 
Menawa ana kerusakann didandani gotong royong sak RT, amarga yen dhewe 
ora iso..." 
"...manfaat setelah dibangumnya selokan adalah air sudah tidak banjir lagi. 
Apabila terjadi kerusakan diperbaiki secara bergotong royong satu RT, karena 
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apabila dikerjakan sendiri tidak bisa..." (Wawancara tanggal 01 Agustus    
2007) 
 
Sedangkan Ibu SY yang wilayahnya mendapat bantuan untuk 
pembangunan selokan sekaligus rumahnya sendiri juga mendapat bantuan 
untuk plesterisasi lantai rumahnya mengaku senang karena rumah dan 
lingkungan sekitamya menjadi bersih dan sehat. Hal itu dapat terlihat dari 
pengakuannya ketika dilakukan wawancara berikut ini: 
"... manfaatnya untuk membantu menanggulangi pemberantasan penyakit. 
Selokan yang limbahnya tidak bisa mengalir bisa menimbulkan jentik-jentik 
nyamuk sekarang bisa ditanggulangi Sementara lantai rumah saya setelah 
diplester, tadinya tidak halus sekarang menjadi halus sehingga enak kalau 
diinjak dan mudah membersihkannya. Untuk menjaganya saya selalu 
membersihkannya dan kalau ada kerusakan, diusahakan untuk dibenahi..." 
(Wawancara tanggal 15 Juli 2007) 
 
Hasil-hasil pembangunan lingkungan tersebut memang harus menjadi 
tanggung jawab bersama, tak terkecuali masyarakat miskin. Masyarakat   
miskin tersebut mengaku ikut menjaga, memelihara dan melestarikan hasil 
pembangunan lingkungan tersebut dengan cara menjaganya dari berbagai 
kerusakan dan apabila terjadi kerusakan mereka berpartisipasi untuk 
memperbaikinya. Dengan adanya pembangunan selokan, manfaat yang   
mereka rasakan ialah sanitasi yang ada di lingkungannya menjadi lancar dan 
tidak terjadi banjir pada musim penghujan. Sementara itu dengan adanya 
pembuatan atau pengerasan jalan dengan betonisasi, masyarakat miskin juga 
mengaku merasakan manfaatnya karena lingkungan semakin terlihat rapi dan 
jalanan pada musim penghujan tidak becek lagi. Sedangkan bagi masyarakat  
miskin yang menerima bantuan plesterisasi lantai rumah mengakui bahwa 
 107 
manfaat yang dirasakannya ialah dengan adanya bantuan tersebut rumah 
mereka menjadi bersih dan sehat sehingga layak untuk ditinggali sebagai  
rumah yang sehat. 
Pembangunan lingkungan sehingga menjadi lingkungan yang semakin 
bersih dan sehat sudah diwujudkan melalui proyek ini. Meskipun usaha yang 
dilakukan melalui proyek ini belum maksimal, namun paling tidak sudah dapat 
membantu meskipun hanya sedikit. Sekarang tinggal bagaimana masyarakat 
miskin tersebut bersama-sama dengan seluruh elemen masyarakat berusaha 
untuk menjaga lingkungan sekitarnya sehingga tercipta lingkungan yang bersih, 
sehat, rapi dan indah sesuai dengan harapan mereka bersama. Dari hasil 
wawancara tersebut di atas, masyarakat miskin mengaku sudah berpartisipasi 
untuk menjaga, memelihara dan melestarikan hasil pembangunan lingkungan 
tersebut sesuai dengan kemampuan mereka. Tanpa adanya dukungan penuh 
dari seluruh lapisan masyarakat, maka mustahil akan tercipta lingkungan seperti 
yang mereka harapkan itu. Dalam kegiatan lingkungan ini semua elemen 
masyarakat terlibat secara aktif dalam memanfaatkan hasilnya mulai dari 
golongan muda sampai golongan tua juga ikut mengambil bagian dalam 
kegiatan ini. 
 
E. Analisis Data 
Data di atas dianalisis dengan pendekatan paradigma definisi sosial dan teori aksi 
Sebelum melakukan analisa data, penulis menyajikan matrik hasil wawancara 
seperti terlihat dalam matrik berikut ini: 
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Hasil Analisis Data 
Dari matrik di atas dapat dilihat bahwa partisipasi masyarakat miskin 
dalam pemanfaatan BLM P2KP mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan 
sampai dengan pemanfaatan hasil sudah terlaksana dengan baik. Masyarakat 
miskin terlihat sudah berpartisipasi dengan baik yang diindikasikan dengan 
keterlibatan mereka dalam setiap kegiatan yang dilakukan dalam pemanfaatan 
BLM P2KP mulai dari awal hingga akhir. 
Dalam tahap perencanaan hal yang seharusnya dilakukan oleh 
masyarakat miskin adalah aktif memberikan ide atau pendapat serta saran atau 
kritik untuk mencapai tujuan dari BLM P2KP dan supaya kegiatan tersebut 
berjalan dengan baik dan lancar. Akan tetapi dalam kenyataannya, masyarakat 
miskin justru cenderung pasif, kalau pun harus berbicara hanya berupa pertanyaan 
untuk sekedar memperoleh informasi yang lebih jelas. Hal tersebut disebabkan 
karena tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat miskin yang rendah 
sehingga mengakibatkan munculnya rasa kurang percaya diri untuk 
mengemukakan pendapat di depan umum. Masyarakat miskin cenderung minder 
untuk menyampaikan pendapatnya karena mereka merasa sebagai orang kecil 
yang tidak pantas untuk berbicara atau mengemukakan pendapatnya di depan 
orang banyak. Dalam hal ini peran daripada anggota masyarakat yang lain sangat 
dibutuhkan untuk membangkitkan rasa percaya diri masyarakat miskin agar 
mereka berani berpendapat di depan umum sehingga aspirasi mereka dapat 
tersalurkan guna pencapaian tujuan kegiatan tersebut. Yang amat disayangkan 
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dari tahapan perencanaan ini adalah kurangnya keterlibatan kaum perempuan dan 
golongan kaum muda untuk ikut merumuskan kegiatan yang akan dilaksanakan 
terkait dengan BLM P2KP ini. Kebanyakan yang ikut serta dalam kegiatan rapat 
perencanaan adalah golongan bapa-bapak. 
Tahap pelaksanaan merupakan tahapan yang memungkinkan   
masyarakat miskin untuk berpartisipasi secara maksimal. Di dalam tahapan ini 
masyarakat miskin dituntut untuk bisa berpartisipasi menyumbangkan apa yang 
mereka miliki demi kelancaran program tersebut. Pada tahap                
pelaksanaan ini, masyarakat miskin diharapkan dapat berpartisipasi secara 
maksimal. Kegiatan yang seharusnya dilakukan oleh masyarakat miskin dalam 
tahap pelaksanaan ini adalah ikut hadir dalam setiap program kegiatan yang 
dilaksanakan dalam BLM P2KP serta ikut aktif berpartisipasi dengan cara 
menyumbangkan tenaga, materi serta pikiran dalam melaksanakan semua kegiatan 
BLM P2KP ini. Kegiatan untuk menghadiri setiap program yang seharusnya 
dilakukan oleh masyarakat miskin ini saja ternyata tidak berjalan dengan  baik. 
Ada sebagian masyarakat miskin yang tidak ikut hadir dalam pelaksanaan BLM 
P2KP. Hal tersebut dikarenakan minimnya informasi yang didapat oleh 
masyarakat miskin. Informasi mengenai BLM P2KP biasanya disebarluaskan 
melalui tingkat RT, sementara di tingkat RT sendiri terkadang kurang begitu 
antusias untuk menginformasikan kepada warga yang berada di lingkungannya. 
Keadaan tersebut juga disebabkan karena waktu yang terlalu mendesak sehingga 
ketua RT belum sempat untuk menginformasikan kegiatan tersebut kepada 
warganya. Sementara itu partisipasi masyarakat miskin untuk menyumbangkan 
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tenaga, materi dan pikiran oleh masyarakat miskin juga tidak sepenuhnya 
terlaksana dengan baik. Masyarakat miskin tersebut sebagian besar hanya mampu 
menyumbangkan tenaga. Sedangkan sumbangan yang berwujud materi tentu saja 
tidak bisa diberikan secara maksimal karena disebabkan oleh kondisi masyarakat 
miskin tersebut yang tidak memiliki materi yang cukup. Akan tetapi mereka juga 
mengaku ikhlas memberikan atau hanya sekedar meminjamkan apa saja yang 
mereka miliki apabila memang diperlukan guna kelancaran kegiatan BLM P2KP. 
Sementara sumbangan dalam bentuk pikiran juga tidak maksimal diberikan. 
Alasannya juga hampir sama dengan alasan mengapa masyarakat miskin tidak 
menyumbangkan ide atau oendapat serta saran atau kritik mereka dalam tahap 
perencanaan. Mereka merasa takut atau kurang memiliki rasa percaya diri untuk 
menyampaikan pemikirannya. 
Tahap terakhir dalam kegiatan partisipasi masyarakat adalah             
tahap pemanfaatan hasil. Dalam tahap pemanfaatan hasil ini, setiap program 
kegiatan yakni kegiatan lingkungan/fisik, kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi 
sudah dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat miskin. Dalam kegiatan 
lingkungan/fisik, masyarakat miskin sudah memanfaatkannya dengan baik 
melalui cara menjaga, memelihara dan memanfaatkan hasil kegiatan 
lingkungan/fisik yang berupa pembuatan saluran air, pengecoran jalan dan 
plesterisasi lantai rumah KK miskin. Sedangkan kegiatan sosial,            
masyarakat miskin juga sudah memanfaatkan hasilnya dengan baik melalui cara 
membelanjakan atau memanfaatkan santunan yang diberikan kepada mereka 
sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin itu dan sesuai dengan harapan dari 
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program P2KP. Sementara di dalam kegiatan ekonomi, masyarakat miskin juga 
sudah memanfaatkan dengan baik namun belum maksimal. Untuk kegiatan 
pelatihan umumnya hanya didominasi oleh kaum wanita karena sosialisasinya 
dilakukan melalui kegiatan PKK. Kegiatan pelatihan itu sendiri umumnya juga 
merupakan pekerjaan wanita sehingga kaum pria kurang begitu berminat. 
Sedangkan untuk kegiatan pinjaman bergulir ternyata ada beberapa masyarakat 
yang termasuk kriteria KK miskin tidak ikut meminjam. Hal ini disebabkan 
karena mereka merasa takut tidak dapat mengembalikan pinjaman mereka karena 
mereka tidak memiliki penghasilan yang tetap dan tidak berani untuk memulai 
usaha yang baru, sementara pengembaliannya harus dilakukan secara              
rutin setiap bulan. Mengingat dalam tahap perencanaan kaum perempuan dan 
kaum muda kurang begitu dilibatkan, maka dalam memanfaatkan hasilnya pun 
khususnya kaum muda yang hampir tidak terwakili dalam tahapan perencanaan 
kurang bisa memanfaatkan hasilnya. 
Dilihat dari penggolongan partisipasi berdasarkan derajat kesukarelaan 
yang dikemukakan oleh Dusseldorp, partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat 
miskin di Kelurahan Ngadirejo ini merupakan partisipasi bebas dengan sub 
kategori partisipasi terbujuk. Hal tersebut dapat tercermin dari hasil wawancara 
yang telah dilakukan oleh peneliti di mana masyarakat miskin cenderung 
berpartisipasi secara sukarela namun setelah mendapatkan penyuluhan dan arahan 
yang dilakukan oleh orang lain, yang dalam hal ini panitia dan pemerintah. 
Setelah masyarakat miskin mengetahui melalui penyuluhan bahwa dengan adanya 
BLM P2KP ini memberikan manfaat bagi mereka, maka mereka pun secara 
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sukarela berpartisipasi untuk ikut mensukseskan kegiatan ini karena kegiatan ini 
juga memberi manfaat bagi mereka. Sebelum masyarakat miskin ini dikenalkan 
dengan program P2KP ini jelas mereka tidak akan mengetahui dan mungkin juga 
tidak akan berpartisipasi. Namun setelah ada dorongan dari pihak luar mereka 
baru mulai ikut berperan aktih dalam kegiatan ini. 
Dari hasil penelitian di atas sejalan dengan paradigma definisi sosial  
yang dikemukakan oleh Weber sebagai pendekatan untuk menganalisa penelitian 
ini. Partisipasi masyarakat miskin di Kelurahan Ngadirejo terhadap BLM P2KP 
merupakan satu bentuk dari tindakan sosial. Partisipasi tersebut mempunyai 
makna subyektif bagi individu yang berperan yakni masyarakat miskin dan 
tentunya partisipasi tersebut diarahkan kepada tindakan orang lain, yaitu seluruh 
masyarakat di Kelurahan Ngadirejo yang merasakan manfaat dari adanya BLM 
P2KP ini. 
Hasil penelitian ini mendukung teori aksi yang dipakai dalam     
penelitian ini, dimana teori aksi merupakan salah satu dalam paradigma      
definisi sosial. Teori ini sepenuhnya mengikuti karya Weber dimana Talcot 
Parsons merupakan pengikutnya yang utama. Di dalam teori aksi ini dikemukakan 
bahwa aktor mengejar tujuan dalam situasi dimana norma-norma 
mengarahkannya memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai tujuan. Norma-
norma itu tidak menetapkan pilihannya terhadap cara atau alat, tapi ditentukan 
oleh kemampuan aktor untuk memilih. Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa 
masyarakat miskin yang ikut terlibat dalam kegiatan P2KP adalah sebagai aktor 
yang dalam menjalankan partisipasinya dipandang mempunyai tujuan yaitu untuk 
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meningkatkan kesejahteraannya. Masyarakat miskin dalam mengejar tujuannya 
menggunakan cara atau alat yaitu dengan memanfaatkan BLM P2KP. Namun 
ketika masyarakat miskin tidak mampu mengatasi hambatan-hambatan yang 
muncul, mereka memilih untuk tidak memanfaatkan BLM P2KP tersebut sebagai 
alat untuk mengejar tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Jadi 
hasil penelitian ini mendukung teori aksi tersebut di atas.  
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. KESIMPULAN 
Dalam menarik kesimpulan sebagai penutup, peneliti menggunakan 3 
jenis implikasi, yakni implikasi teoritis, implikasi metodologis dan implikasi 
empiris. Adapun ketiga jenis implikasi tersebut akan dijelaskan lebih lanjut di 
bawah ini : 
1. Implikasi Teoritis 
Dalam penelitian ini menggunakan paradigma definisi sosial, di mana 
menurut Ritzer exemplar paradigma ini adalah satu aspek yang sangat khusus 
dari karya Weber, yakni dalam analisisnya tentang tindakan sosial (social 
action). Weber sebagai pengemuka paradigma ini mengartikan sosiologi 
sebagai studi tentang tindakan sosial antar hubungan sosial. Tindakan sosial 
yang dimaksudkan Weber dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan 
kepada orang lain. Juga berupa tindakan yang bersifat "membatin" atau 
bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi 
tertentu. 
Melalui konsep tindakan sosial yang dikemukakan Weber tersebut, 
maka partisipasi masyarakat miskin di Kelurahan Ngadirejo terhadap BLM 
P2KP merupakan satu bentuk dari tindakan sosial. Partisipasi tersebut 
mempunyai makna subyektif bagi individu yang berperan (masyarakat miskin) 
dan tentunya partisipasi tersebut diarahkan kepada tindakan orang lain, dalam 
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hal ini adalah seluruh masyarakat Kelurahan Ngadirejo yang merasakan 
manfaatnya dari adanya BLM P2KP. Dampak yang dapat dilihat yaitu 
lingkungan yang semakin bersih dan sehat, serta peningkatan kesejahteraan 
masyarakat, khususnya masyarakat miskin di Kelurahan Ngadirejo. 
Sementara itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
teori aksi. Teori ini juga sepenuhnya mengikuti karya Weber. Talcot Parsons 
merupakan pengikut Weber yang utama. Parsons dengan hati-hati sekali 
membedakan antara Teori Aksi dengan Teori Behaviour. Menurutnya, suatu 
teori yang menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan dan mengabaikan aspek 
subyektif tindakan manusia tidak termasuk ke dalam teori aksi, tapi hal seperti 
itu menurut Parsons disebut sebagai Behaviorisme. 
Aktor mengejar tujuan dalam situasi di mana norma-norma 
mengarahkannya dalam memilih alternatif cara dan alat untuk mencapai 
tujuan. Norma-norma itu tidak menetapkan pilihannya terhadap cara atau alat, 
tapi ditentukan oleh kemampuan aktor untuk memilih. Kemampuan inilah 
yang disebut Parsons sebagai voluntarism. Voluntarisme adalah kemampuan 
individu melakukan tindakan dalam arti menetapkan cara atau alat dari 
sejumlah alternatif yang tersedia dalam rangka mencapai tujuannya. Aktor 
menurut konsep voluntarisme ini adalah pelaku aktif dan kreatif serta 
mempunyai kemampuan menilai dan memilih dari alternatif tindakan. 
Melalui tinjauan teoritis tersebut maka masyarakat miskin yang ikut 
berperan dalam penyelenggaraan/pelaksanaan BLM P2KP adalah sebagai 
aktor yang dalam menjalankan partisipasinya dipandang mempunyai tujuan-
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tujuan yang tidak lain untuk memenuhi/meningkatkan kesejahteraan hidupnya. 
Namun dalam mencapai tujuan hidupnya melalui pemanfaatan BLM P2KP 
tersebut bukan berarti tanpa hambatan. Hambatan yang dialami oleh 
masyarakat miskin tersebut antara lain berasal dari dalam dan dari luar. 
Hambatan yang berasal dari dalam adalah adanya sikap pasrah dan rendahnya 
tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat miskin yang 
mengakibatkan mereka kurang memiliki rasa percaya diri sehingga 
menghambat proses pencapaian tujuan. Sementara hambatan yang berasal dari 
luar adalah minimnya informasi yang diperoleh dari lembaga terkait sehingga 
menyebabkan masyarakat miskin di Kelurahan Ngadirejo ini kurang begitu 
memahami tujuan dari penyelenggaraan setiap kegiatan P2KP di lingkungan 
kelurahan ini. 
Hasil penelitian ini secara teoritis mendukung teori aksi di atas. 
Masyarakat miskin di Kelurahan Ngadirejo ini dalam mengejar tujuannya 
yakni meningkatkan kesejahteraan hidupnya menggunakan cara atau alat yaitu 
dengan cara memanfaatkan BLM P2KP. Namun ketika muncul hambatan-
hambatan yang menghalangi tujuan mereka dan mereka tidak mampu 
mengatasinya, maka mereka memilih untuk tidak memanfaatkan BLM P2KP 
sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Mereka masih 
mempunyai alat atau cara yang lain sesuai dengan yang mereka pilih untuk 
mengejar tujuannya.  
Seseorang dikatakan berpartisipasi apabila ikut aktif dalam satu atau 
lebih kegiatan untuk mencapai suatu tujuan. Dengan demikian masyarakat 
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miskin di Kelurahan Ngadirejo yang ikut hadir, memanfaatkan hasil dan 
bertanggung jawab terhadap hasil program dikatakan sudah berpartisipasi 
terhadap pemanfaatan BLM P2KP. Tapi apabila masyarakat miskin hanya 
melakukan salah satu kegiatan saja juga sudah dikatakan ikut berpartisipasi 
terhadap BLM P2KP. 
Jika dilihat dari penggolongan partisipasi berdasarkan derajat 
kesukarelaan menurut Dusseldorp, partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat 
miskin di Kelurahan Ngadirejo ini termasuk partisipasi bebas dengan sub 
kategori partisipasi terbujuk. Hal tersebut dikarenakan masyarakat baru 
berpartisipasi setelah mendapatkan penyuluhan-penyuluhan program yang 
dilaksanakan oleh pemerintah., namun dalam melaksanakan partisipasi 
tersebut masyarakat miskin melakukannya dengan sukarela dan tanpa dipaksa 
oleh pihak anapun juga. 
2. Implikasi Metodologis 
Penelitian ini mengambil lokasi di Kelurahan Ngadirejo, Kecamatan 
Kartasura, Kabupaten Sukoharjo. Alasan pemilihan lokasi di kelurahan 
tersebut karena di daerah itu dipandang peneliti dapat memberikan informasi 
yang cukup untuk penelitian ini karena di Kecamatan Kartasura hanya 
terdapat 2 kelurahan yang salah satunya adalah Kelurahan Ngadirejo, sehingga 
diharapkan dari kelurahan ini penulis akan mendapatkan banyak informasi 
yang diperlukan. Sedangkan alasan lainnya yaitu berupa alasan praktis yang 
menyangkut hal-hal yang sifatnya praktis, seperti efektivitas biaya, waktu dan 
tenaga mengingat peneliti tinggal di daerah tersebut. 
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Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan 
secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok dengan 
interaksi sosial yang ada dalam suatu kelompok masyarakat Kelurahan 
Ngadirejo yang menerima dana BLM P2KP. 
Data yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari data primer dan 
data sekunder. Data primer ditempuh melalui wawancara mendalam dan 
observasi terbatas guna mengumpulkan data yang akurat dari informan. 
Sedangkan data sekunder berupa studi pustaka dan dokumen sebagai data 
pendukungnya. 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh melalui 3 cara 
yaitu wawancara mendalam, pengamatan atau observasi dan dokumentasi. 
Wawancara ialah tanya jawab secara lisan antara dua orang atau lebih secara 
langsung. Maksudnya ialah proses memperoleh data untuk tujuan penelitian 
dengan cara tanya jawab tatap muka antara pewawancara dengan informan. 
Pengamatan atau observasi yaitu melakukan pengamatan terhadap masyarakat 
di lokasi penelitian. Sedangkan teknik dokumentasi adalah teknik 
pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pencatatan-pencatatan 
atau pengutipan dari dokumen yang ada di lokasi.Dokumen-dokumen yang 
dicatat dan dikutip dalam penelitian ini antara lain: data monografi penduduk, 
daftar keluarga miskin, peta lokasi, dan dokumen-dokumen lainnya yang 
menunjang penelitian ini. Teknik ini juga berfungsi untuk memperoleh data 
sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini. 
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Hasil kesimpulan akhir suatu analisis (penelitian ini) tidak difungsikan 
sebagai bentuk atau proses generalisasi terhadap tema yang sama dan hanya 
berlaku pada lokasi penelitian, di mana pada dasarnya suatu tinjauan tertentu 
pada penelitian ini diharapkan mampu mengungkap realitas secara lebih 
mendalam dan memungkinkan memberi gambaran realitas sebagaimana 
adanya. 
3. Implikasi Empiris 
Dalam tahap perencanaan BLM P2KP, masyarakat miskin di 
Kelurahan Ngadirejo cenderung pasif. Maka seharusnya mengemukakan ide 
ataupun pendapat mereka dan mengemukakan saran atau kritik guna mencapai 
tujuan yang maksimal dari BLM P2KP ternyata belum terlaksana dengan baik. 
Masyarakat miskin ternyata tidak berani mengemukakan ide dan saran/kritik 
mereka karena adanya perasaan kurang percaya diri dan tidak berani 
berpendapat di depan umum. Keadaan tersebut dikarenakan rendahnya tingkat 
pendidikan, sosial dan ekonomi masyarakat miskin tersebut. Seharusnya 
msyarakat miskin ikut terlibat secara maksimal dalam kegiatan perencanaan 
tersebut, namun karena terdapat beberapa kendala tersebut di atas, akhirnya 
masyarakat miskin hanya sebatas ikut hadir dalam kegiatan itu dan hanya ikut 
menyetujui program-program yang idenya sebagian besar bukan berasal dari 
mereka. 
Pada tahap pelaksanaan BLM P2KP, masyarakat miskin sudah banyak 
ikut terlibat di dalamnya. Mereka ikut aktif menyumbangkan tenaga dan 
materi yang mereka miliki untuk kelancaran kegiatan pelaksanaan BLM P2KP 
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itu. Sumbangan dalam bentuk tenaga memang paling dominan karena hanya 
itu yang mereka miliki. Sementara sumbangan materi tentu saja tidak bisa 
terlalu diharapkan karena keterbatasan yang mereka miliki dari segi materi. 
Meskipun demikian mereka akan dengan sukarela menymbangkan apa saja 
yang mereka miliki apabila memang benar-benar diperpelukan untuk 
kelancaran pelaksanaan kegiatan P2KP ini. 
Untuk tahap pemanfaatan hasil BLM P2KP juga sudah terlihat 
partisipasi dari masyarakat miskin di Kelurahan Ngadirejo ini. Kegiatan 
lingkungan sudah dimanfaatkan dengan maksimal sesuai dengan maksud dan 
tujuan dari P2KP yakni menciptakan lingkungan Kelurahan Ngadirejo 
menjadi lingkungan yang bersih, sehat dan indah. Masyarakat miskin juga 
terlibat dalam proses pemeliharaan hasil-hasil BLM P2KP untuk kegiatan 
lingkungan. Kegiatan sosial juga sudah dimanfaatkan oleh masyarakat miskin 
secara maksimal. Santunan-santunan yang diberikan kepada masyarakat 
miskin itu juga sudah dimanfaatkan dengan baik sebagai upaya untuk 
meningkatkan taraf hidup mereka. Sementara untuk kegiatan ekonomi juga 
sudah dimanfaatkan dengan baik. Namun dalam pemanfaatan hasil kegiatan 
ekonomi ini boleh dikatakan belum maksimal mengingat dalam kegiatan 
pelatihan hanya didominasi oleh kaum perempuan karena sosialisasi yang 
kurang maksimal dan rendahnya minat kaum pria untuk mengikuti kegiatan 
pelatihan tersebut. Sedangkan untuk kegiatan pinjaman bergulir juga 
dimanfaatkan oleh masyarakat miskin secara maksimal. Ada beberapa 
masyarakat miskin yang tidak berani ikut dalam kegiatan ini karena mereka 
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tidak memiliki penghasilan yang tetap setiap bulan untuk mengembalikan 
pinjamannya yang dilakukan setiap bulan, padahal bunga yang diberikan 
terbilang cukup rendah. 
 
B. SARAN-SARAN 
1. Bagi Masyarakat Miskin 
Masyarakat miskin sebagai sasaran utama dalam penelitian ini, penulis 
memberikan saran-saran-saran sebagai berikut : 
a. Supaya lebih bersikap proaktif terhadap program-program dari pemerintah 
yang diperuntukkan baginya untuk meningkatkan kesejahteraannya. 
b. Jangan pernah takut untuk mengikuti semua kegiatan khususnya yang 
bertujuan untuk mengentaskan dirinya dari belenggu kemiskinan. 
c. Jangan mudah menyerah apabila usaha yang telah dilakukan belum 
mencapai hasil yang maksimal. 
2. Bagi Pemerintah 
Peneliti memberikan saran bagi pemerintah terkait sebagai berikut : 
a. Proses sosialisasi harus dilaksanakan dengan maksimal agar informasi 
yang diperoleh calon penerima program didapat dengan baik. 
b. Kriteria untuk menentukan yang termasuk dalam kriteria KK miskin harus 
jelas agar tidak terjadi kecemburuan sosial. 
c. Melakukan pendampingan kepada masyarakat miskin agar mereka berani 
untuk mengemukakan pendapatnya di depan umum. 
  
125 
 
d. Memberikan contoh yang positif kepada masyarakat untuk bisa lebih 
mandiri dalam meningkatkan taraf hidup mereka. 
3. Bagi Peneliti Berikutnya 
Bagi peneliti berikutnya, penulis memberikan saran-saran yang 
mungkin bisa meningkatkan kualitas penelitiannya apabila mengambil tema 
yang sama sebagai berikut : 
a. Hendaknya mengambil sampel yang lebih bervaraiasi mulai dari 
tingkat pendidikan, sosial dan ekonomi sehingga didapat hasil 
akhir yang lebih akurat. 
b. Hendaknya dipilih sampel yang mengetahui dan kurang begitu 
mengetahui program ini untuk mengetahui tingkat pengetahuan 
masyarakat mengenai program ini. 
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